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A. Pengertian Penelitian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian didefi-

nisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, 
dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipo-
tesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. Penelitian 
itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa 
inggris yang disebut dengan istilah research, yang berarti “me-
meriksa kembali”. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian 
secara sederhana dapat diartikan sebagai “upaya pencarian 
kembali” dan yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah 
jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum ter-
pecahkan.1 Upaya pencarian ini dilakukan terhadap suatu objek 
dengan sangat teliti. Tentu yang dicari adalah pengetahuan yang 
benar, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. 
Hasil dari pencarian kembali (research) berupa pengetahuan 
yang benar ini pada akhirnya digunakan untuk menjawab 
permasalahan tertentu, yang tentunya pengetahuan tersebut 
berguna bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia. 

Dalam rumusan Nanang Martono, “Penelitian adalah sebuah 
proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan meng-
gunakan metode ilmiah; sekumpulan metode yang digunakan 
secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan”. Disini 
penelitian dimaknai tidak lain sebagai suatu proses penyelidikan 
yang dilakukan secara sistematis dan konsisten menurut cara 
atau metode tertentu yang spesifik, sebagai solusi pemecahan 
atas suatu masalah dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
yang berguna untuk manusia dalam kerangka memakmurkan 
bumi. Hal demikian ditegaskan Soerjono Soekanto bahwa, 
“Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, 
membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.2  

1 Nanang Martono (2016), Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, Rajawali Pers, 
Jakarta, hal.94. 

2 Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal 3 
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penelitian (research) orang mencari (search) temuan-temuan 
baru, berupa pengetahuan yang benar (truth, true, knowledge), 
yang dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk 
memecahkan suatu masalah”.3 Sementara bagi Sugiyono, “Pene-
litian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 
mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu 
masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya 
menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau meng-
hilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan 
agar masalah tidak terjadi”.4 

F. Sugeng Susanto menyajikan pengertian penelitian hukum.
Penelitian hukum adalah “Penelitian yang diterapkan atau diber-
lakukan khusus pada ilmu hukum”.5 Rumusan penelitian hukum 
yang dikemukan oleh F. Sugeng Susanto adalah difokuskan pada 
penerapan penelitian. Penerapan itu, dilakukan pada ilmu 
hukum. Soerjono Soekanto juga menyajikan pengertian pene-
litian hukum. Penelitian hukum merupakan “kegiatan ilmiah 
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran ter-
tentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di 
samping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 
suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam 
gejala hukum tersebut”.6 

Dalam definisi ini, penelitian hukum dikontruksikan sebagai 
kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah merupakan kegiatan yang ber-
kaitan dengan pengembangan ilmu pengembangan dan tekno-
logi. Dalam makna yang demikian, penelitian itu sesungguhnya 
dapat diartikan sebagai:  

“Suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar 
terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahkan) 

3 Soetandyo Wignjosoebroto (2002), Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Huma, Jakarta, hlm.139 

4 Sugiyono (2013), Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung, hal.5  
5 F. Sugeng Susanto (2007), Penelitian Hukum, Ganda, Yogyakarta, hal.29
6 Soerjono Soekanto, Op.cit, hal.43 

Lebih lanjut Wignjosoebroto menegaskan bahwa “Lewat 
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dengan menggunakan metode-metode tertentu atau cara 
berfikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, 
yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau 
menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang ber-
guna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna 
laksana atau praktis”.7 

Dengan perkataan lain, “penelitian merupakan upaya 
memenuhi keinginantahuan manusia dalam taraf keilmuan. 
Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan 
setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara 
ilmiah. Penelitian bersifat objektif karena kesimpulan yang 
diperoleh hanya akan diraih bila dilandasi dengan bukti-bukti 
yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, 
sistematis, dan terkontrol”.8 Terkait hal ini, Soerjono Soekanto 
menulis sebagai berikut:  

“Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat diper-
gunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta 
mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 
yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara siste-
matis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, penge-
tahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara 
kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas 
dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-
pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena 
penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia 
lebih mengetahui dan lebih mendalami”. 9 

Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu 
manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat 
dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi 
belaka. 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 
“penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

7 E. Saefullah Wiradipradja (2015), Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya 
Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, hal.3. 

8 Ibid., hal 5. 
9 Soerjono Soekanto, loc.cit.  
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metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 
data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ 
atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. 
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. 
Di samping itu, mengadakan peme-riksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum, untuk kemudian meng-usahakan suatu 
pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.10 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodo-
logis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan 
berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. 
Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, 
yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 
tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah 
berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argu-
mentasi baru. Ukuran keilmiahan suatu hasil penelitian, yaitu:11 
a. Merupakan pengetahuan (knowledge);
b. Tersusun secara sistematis;
c. Menggunakan logika; dan
d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh

orang lain.
Dunia penelitian memang harus ditempuh untuk meng-

hasilkan sebuah karya, karya yang berawal dari permasalahan 
yang memang permasalahan tersebut sudah ditemukan oleh 
kita, yang mana pastinya karya tersebut berbentuk karya ilmiah 
yang kita sajikan. Penyajian karya kita tersebut, memang tidak 
asal dalam membuatnya, kita harus mengetahui beberapa yang 
harus kita pelajari terlebih dahulu dalam membuat karya kita 
menjadi suatu karya ilmiah yang kita maksud, bahwa karya ilmiah 

10 Soerjono Soekanto (Soekanto2) (1986), Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 
hal 6  

11 Ibid., hal 6  
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tersebut harus kita upayakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
sesuai dengan metode penelitian yang secara umum juga diakui 
oleh orang lain.12 Persiapan pengetahuan yang harus kita 
usahakan dan kita harus ketahui ialah penelitian hukum kita 
harus sudah diketahui tipe penelitian, sehingga kita mengetahui 
arah dalam penulisan kita, jika kita sudah menentukan penelitian 
yang dapat kita pakai, dan mulailah kita mempersiapkan 
penelitian tersebut dalam mengkaji penerapan penelitian yang 
ada dan sebagus mungkin.  

Meneliti adalah dorongan hati tiap manusia, demikian kata 
Khotari. Menurutnya setiap manusia memiliki naluri kaingin-
tahuan yang amat sangat, ketika sesuatu yang tidak diketahuinya 
dihadapkan kepadanya, manusia bertanya-tanya dan kaingin-
tahuannya itu membuat manusia melakukan pencarian dan 
mendapatkan pemahaman yang penuh dan lebih lengkap ten-
tang yang diketahuinya. Keingintahuan manusia adalah induk 
dari semua pengetahuan dan metode, dimana manusia meng-
gunakannya untuk mendapatkan pengetahuan atas apa saja 
yang diketahuinya, ini dapat dikatakan sebagai penelitian.13 
Penelitian adalah penyelidikan ilmiah atau kritis yang tujuannya 
untuk menemukan atau menginterprestasikan fakta.14 Pada 
umumnya, penelitian dipahami untuk mengikuti proses struk-
tural tertentu. Tujuan penelitian untuk meng-hasilkan penge-
tahuan baru, yang diambil dalam tiga bentuk utama, yaitu: 
1. Penelitian eksploratori yaitu menyusun dan mengidentifikasi

masalah baru;
2. Penelitian konstruktif yaitu mengembangkan penyelesaian

atas suatu masalah;
3. Penelitian empiris untuk menguji kemungkinan penyele-

saian masalah dengan menggunakan bukti empiris15

12 Nitaria Angkasa, dkk (2019), Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Laduni, 
Lampung, hal5 

13 C.R. Khotari (2004), Research Methodology Methods & Techniques, Second Revised 
Edition (New Delhi: New Age International Publishers), hal1 

14 N.M. Glazunov (2012), Foundatian of Scientific Research, Kiev: National Aviation University,
hal8 

15 Ibid., 
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Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban 
atas suatu permasalahan melalui penerapan prosedur ilmiah. 
Tujuan utama penelitian adalah menemukan kebenaran yang 
tersembunyi yang belum ditemukan sebelumnya. Menurut 
Khotari meskipun tiap jenis penelitian memiliki tujuannya sendiri 
tetapi tujuan penelitian pada umumnya dapat dibagi menjadi 
beberapa kelompok sebagai berikut:  
1. Untuk mendapatkan keakraban atau kedekatan dengan

fenomena atau untuk memperoleh pengetahuan baru
secara mendalam (studi dengan objek ini disebut sebagai
studi penelitian eksplorasi atau formulatif).

2. Untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu,
situasi, atau kelompok tertentu (studi dengan objek ini
dikenal sebagai studi penelitian deskriptif).

3. Untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau yang
dikaitkan dengan hal lain (studi dengan objek ini dikenal
sebagai studi penelitian diagnostik).

4. Untuk menguji hubungan kausal antar variabel (studi ini
dikenal sebagai studi penelitian pengujian hipotesis).16

B. Ilmu Pengetahuan
Ilmu (science) menyandang dua makna, yaitu sebagai

produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah 
pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang 
tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Menurut Wim van 
Dooren, menguraikan bahwa “ilmu dapat didefinisikan sebagai 
pengetahuan yang sah secara intersubyektif dalam bidang 
kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik 
tolak dan ditata secara sistematis”.17  

Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal 
budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang 
tertentu secara bertatanan (stelselmatig)atau sistematis dengan 
menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus 

16 C.R. Kothari, op.cit, hal 2
17 Win van Dooren, dalam Valerine J.LK., Metode Penelitian Hukum, hal 76-77 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

8       Character Building Through Education 

diciptakan untuk itu, untuk mengamati gejala-gejala yang rele-
van pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-
putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang 
lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau 
yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam 
bidang yang bersangkutan.18  

C.A. Van Peursen, mendefinisikan bahwa ilmu adalah
“sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh penge-
tahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan 
orang terhadap yang berkenan dengan kenyataannya”.19 

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul, oleh karena 
hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut 
timbul, antara lain oleh banyak hal –hal atau aspek-aspek 
kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin 
mengetahui segi kebenaran dari pada kegelapan tersebut. 
Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, 
maka kepuasannya tadi segera akan disusul lagi dengan suatu 
kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahui lagi. Hal 
ini terutama disebabkan, oleh karena apa yang menjelma 
dihadapan manusia, ditanggapinya sebagai sesuatu yang statis 
dan dinamis sekaligus. Didalam usahanya untuk mencari kebe-
naran tersebut, manusia dapat menempuh berbagai macam 
cara, baik yang dianggap sebagai usaha yang tidak ilmiah, 
maupun usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan-
kegiatan ilmiah. Manusia dapat mencari kebenaran dan mene-
mukannya secara kebetulan. Artinya penemuan-penemuan yang 
dilakukan tanpa direncankan dan tanpa diperhitungkan terlebih 
dahulu. Memang perlu diakui, bahwa penemuan-penemuan 
semacam itu kadang-kadang berfaedah juga.  

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan 
kegiatan ilmiah karena keadaan-keadaannya yang tidak pasti 
(atau mendekati kepastian), dan yang hasil-hasilnya tidak dapat 
diperhitungkan secara terperinci, sehingga kemungkinan besar 

18 Valerine J.LK., Ibid  
19 C.A. Van Peursen, dalam Valerine J.LK., Metode Penelitian Hukum, hal 76-77 
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kurang dapat memberikan suatu gambaran yang sesungguhnya. 
Selain dari pada itu, maka kadang-kadang manusia bersungguh-
sungguh ingin menemukan kebenaran, akan tetapi melalui 
metode untung-untungan/coba-coba, artinya dia berusaha 
untuk menemukan kebenaran dengan melalui percobaan-per-
cobaan dan kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang. Di dalam 
hal ini manusia bersikap lebih aktif untuk mengadakan per-
cobaan-percobaan, apabila dibandingkan dengan penemuan-
penemuan secara kebetulan. Akan tetapi, tidak ada pengetahuan 
yang pasti tentang hasil-hasilnya, oleh karena suatu percobaan 
yang gagal, akan diikuti dengan percobaan-percobaan berikut-
nya, semata-mata untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 
percobaan yang terdahulu.   

Ilmu pengetahuan yang tersusun dalam suatu sistem 
merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 
dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang 
mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, 
kemudian akan berkembang terus atas dasar penelitian yang 
dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya/para penelitinya. Hal itu 
disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan yang 
bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami 
ilmu pengetahuan.20 

C. Logika Hukum
Logika adalah studi yang mengarahkan perhatian utamanya

untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu 
argumen yang benar. Karena itu, logika mempelajari metode-
metode dan prinsip yang dipergunakan untuk membedakan 
penalaran yang lurus dan penalaran yang tidak lurus. Logika 
semata-mata hanya berkaitan dengan kepentingan logis 
(hubungan konsekuensial) yang ada diantara kesimpulan 
premis-premisnya. Jadi logika berhubungan dengan kegiatan 
berpikir, namun bukan segera berpikir sebagaimana kodrat 

20  Soerjono Soekanto, loc.cit.  
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rasional manusia. Melainkan berpikir yang lurus, yakni mem-
bahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun hukum-hukum 
pemikiran sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan 
dan kesesatan pikir. Karena itu, logika disebut juga sebagai ilmu 
pengetahuan. Mengapa, karena logika merupakan kumpulan 
pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan berdasarkan 
hukum serta asas-asas yang harus ditaati supaya orang dapat 
berpikir dengan tepat, teratur dan lurus. Cara berpikir semacam 
ini harus dilatih setiap saat sehingga dapat menjadi terampil.21 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tidak 
ada empat kegunaan logika yang paling mendasar, Pertama, 
membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir 
secara rasional, kritis, lurus, tepat tertib, metodis, dan koheren. 
Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cer-
mat dan obyektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan mening-
katkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, 
meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari 
kekeliruan dan kesesatan.22 Dengan demikian, dapat dimengerti 
mengapa dalam dunia ilmu pengetahuan mempelajari logika 
merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa 
logika tidak akan pernah mencapai kebenaran. Tidak ada ilmu 
pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh 
Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat (master key) 
untuk mencapai kebenaran bagi seluruh ilmu pengetahuan.23 

Logika tradisional (traditional logic) yang hampir seluruhnya 
berkisar pada logika deduktif kali pertama diperkenalkan di 
sekolah-sekolah kaum Stoa yang dipelopori oleh Zeno dari Citium 
pada tiga abad sebelum kristus. Namun sebenarnya, Aristoteles 
filsuf Yunani itulah yang mengembangkan logika deduktif pada 
sekitar empat abad sebelum kristus. Aristoteles juga yang 
memulai penggunaan logika induktif secara tradisional, sampai 
dikembangkan lebih lanjut oleh Francis bacon, seorang Filsuf 

21 E. Sumaryono (1999), Dasar-dasar logika, Kanisius, Yogyakarta, hal. 71 
22 Jan Hendrik Rapar (1996), Pengantar Logika, Kanisius, Yogyakarta. hal. 15
23  Ibid., 
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Inggris yang memperkenalkan logika induktif sehingga diguna-
kan dalam dunia ilmu pengetahuan modern. 

Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu penge-
tahuan, yakni bahwa logika merupakan jembatan penghubung 
antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, memahami logika 
berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan pada 
saat yang sama juga membuka diri terhadap penjelajahan-
penjelajahan filsafat. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah 
objektif dengan situasi subyektif dan konkret. Dalam hal ini, 
logika adalah suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti 
ketepatan penalaran dalam upaya mencegah kesesatan berpikir. 
Imanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah “the science of 
the of under standing”. Logika menurut Imanuel Kant memiliki 
dua sisi, pertama logika umum (universal) yaitu hukum cara 
berpikir (law of thought) dan kedua, logika khusus (particular). 
Yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok 
objek-objek khusus (the laws of correct thinking upon a particular 
class of objects).24  

Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. 
Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika 
biasa (common logic) yang diterapkan pada proposisi-proposisi 
deskriptif dari ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan 
sejauh logika memang aplikabel disini pada norma-norma 
preskriptif dari hukum.25 Disisi lain J.W Harris memberikan apa 
yang telah dikemukakan oleh Kant terdahulu tentang logika 
umum dan logika khusus. Perbedaan penggunaan logika 
tersebut disebabkan oleh penerapan logika untuk masalah yang 
berbeda.  

Empat prinsip yang dimaksudkan Harris merupakan logika 
yang digunakan dalam ilmu hukum. Pertama eksklusi, yaitu asas 
yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber 
legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengiden-

24  Wesley C. Salmon (1977), Logic, Indiana University, dalam Encyclopedia Americana Corp. 
New York. Hal.673 

25  Hans Kelsen (2002), Essay in Legal and Moral Philosophy, D, Reidel Publishing Company, 
versi Indonesia: Logika Hukum, diterapkan oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung.hal.76 
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tifikasikan sistem hukum tersebut. Kedua, Subsumsi yaitu asas 
yang dengan ilmu hukum menetapkan hubungan hierarki 
diantara aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih 
tinggi dan lebih rendah. Ketiga, derogasi yaitu asas yang pada 
dasarnya ilmu hukum menolak sebuah aturan atau sebagian dari 
sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lain yang 
bersumber dari sumber legislatif yang lebih tinggi. Sedangkan 
yang Keempat, non kontradiksi yaitu asas yang pada dasarnya 
ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum 
yang didalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah 
kewajiban. Pada saat yang sama non kontradisksi terhadap suatu 
kewajiban yang meliputi situasi tindakan yang sama ada kejadian 
yang sama. Benar apa yang dikatakan dalam hukum Romawi 
bahwa: “optimus interpretandi est sisc leges interpretari ut leges 
legibus concordant”. Cara terbaik untuk melakukan penafsiran 
(interpretasi) adalah menafsirkannya dalam kesesuaian dengan 
aturan hukum lainnya.  

Empat asas ini merupakan logika standar dalam ilmu hukum 
yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat 
diperlukan dalam praktek hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, 
asas derogasi yang diuraikan Harris tersebut sebenarnya 
mengacu pada asas yang dinamakan “Lex superior derogate legi 
inferoorio” (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih 
rendah). Demikian juga pada dua asas lain, yakni Lex posterior 
derogate legi apriori (hukum yang baru mengalahkan hukum 
yang lama) dan Lex specialis derogate legi generalis (hukum 
khusus mengalahkan hukum yang umum). Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa logika merupakan suatu sarana yang 
sangat dperlukan guna membangun struktur logika dalam 
memasuki wilayah aturan perundang-undangan yang jumlah-
nya semakin bertambah dari hari ke hari. 

Penalaran berdasarkan logika hukum yang disandarkan 
pada prinsip-prinsip hukum yang sangat berguna untuk mem-
berikan refleksi kritis terhadap wacana-wacana ilmiah yang 
ditampilkan untuk memperkaya bidang teori hukum. Sifat khas 
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logika hukum yang lain yakni meski silogisme penting dan perlu 
dalam hukum, namun masih tidak adekuat sebagai metode 
penalaran hukum. Logika mengajarkan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk menghindarkan kesalahan dalam rangka 
mencapai kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran 
materi pemikiran. Karena itu belum apa-apa (logica eat Omnia et 
nihil) sehubungan dengan itu, Bernard Aried Sidharta mene-
gaskan bahwa dalam ilmu hukum premis-premisnya belum ada 
atau tidak terberi (not given), melainkan harus diciptakan aturan-
aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu 
memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks 
kenyataan faktual yang konkret. Selain itu dinamika kehidupan 
juga selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum 
ada aturan yang dapat diterapkan. Itulah sebabnya aturan 
hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan 
ulang.26  

Dalam ilmu hukum juga digunakan logika induktif deduktif, 
analogi, a contario, a fortiro, dan banyak lagi bentuk logika lain. 
Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-
kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesim-
pulan dari hal yang bersifat umum yang menjadi kasus yang 
bersifat individual.27 Merumuskan fakta, mencari hubungan 
sebab akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan 
kasus-kasus tersebut dahulu yang telah diputus. Kemudian 
membandingkan kasus faktual yang dihadapi. Berdasarkan 
temuan itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menya-
takan penalaran dengan menggunakan logika induktif.28 

Sedangkan penalaran dengan menggunakan logika deduktif 
adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku 
umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. 
Penalaran dengan menggunakan logika deduktif untuk meng-

26 Endang Prasetyowati., op.cit. hal.90  
27 Ibid.,  
28 Ibid., hal.91 
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hadapi kasus hukum konkret juga dapat dilakukan dengan 
mengambil model secara sistematis. Kelemahan utama peng-
gunaan logika deduktif adalah jika premisnya keliru, jika hal itu 
terjadi, maka hasil penalarannya juga keliru atau invalid. Ber-
dasarkan ulasan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 
abstraksi adalah berpikir secara induktif, karena dari hal-hal yang 
konkret ditarik sebuah kesimpulan umum. Sedangkan kon-
kretisasi adalah proses deduktif, karena hal-hal yang dirumuskan 
secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Namun 
ada penalaran hukum yang mengandung unsur induksi dan 
unsur deduksi secara bersamaan. Penalaran seperti itu oleh Van 
Peursen dinamakan penalaran abduktif.  

Pengaruh filsafat pragmatism dan instrumentalisme dari SC 
Piere dan John Dewey memberi makna yang jelas bagi Penalaran 
abduktif yang dianggap sebagai cara mempertangung jawabkan 
hipotesis-hipotesis tertentu sehingga abduktif sebenarnya 
adalah menyusun suatu hipotesis oleh Van Peursen dan abduktif 
dimasukkan sebagai context of discovery, namun oleh Piere 
abduktif juga disebut berbobot metodologis. Hubungan antara 
penalaran deduksi dan induksi yakni abduksi merupakan suatu 
penerapan gejala-gejala dalam urutan logis yang belum tertutup 
dan melalui deduksi atau induksi maka bentuk logisnya menjadi 
tertutup. Dalam penelitian hukum, selain menggunakan pena-
laran deduksi, induksi dan abduksi, ada penalaran yang dilakukan 
dengan bertolak belakang dari satu kasus ke kasus lain. Kegiatan 
penalaran seperti itu, oleh Edward H. Levy disebut sebagai 
“reasoning by example from case to case”. Jenis penalaran itu 
berbeda dengan penalaran dari khusus ke umum atau penalaran 
dari umum ke khusus, tetapi dari kasus ke kasus (dari yang 
khusus ke khusus). Jika ternyata dua kasus tersebut berada 
dibawah pengertian yang sama atau memiliki kemiripan dan 
salah satu diantaranya telah diketahui hukumnya. 

Penalaran dari kasus ke kasus dilakukan oleh Levy dalam tiga 
tahap. Pertama, adanya kesamaan dari satu kasus yang telah 
diputus ke kasus yang dihadapi (similarity is seen between cases). 
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Kedua, penerapan hukum dalam kasus pertama (the rule of law 
inherent in the first case is announce) dan tahap ketiga pene-
rapan hukum pada kasus pertama terhadap kasus yang dihadapi 
(the of law is made applicable to the second case). Eisenberg 
menegaskan bahwa penalaran dalam common system hanya 
terdiri atas reasoning from presedent, reasoning from principle, 
reasoning by analogy reasoning from the doctrines established in 
the professional literature dan reasoning from the hypothetical. 
Dengan demikian, Eisenberg tidak mengakui eksistensi pena-
laran dari kasus ke kasus (reasoning from case to case) sebagai-
mana yang dilakukan oleh Edward H. Levi tersebut. Tampaknya. 
Eisenberg lebih cenderung memasukkan penalaran dari kasus ke 
kasus dalam reasoning from precedent. Jika demikian, berarti 
uraian Levi lebih dapat diterima karena urutannya lebih logis dan 
cermat sehingga dapat diterapkan dalam penalaran dari kasus 
yang khusus ke kasus lain yang khusus pula.  

Ada beberapa pendapat yang mendebatkan mengenai 
peranan logika dalam menyelesaikan pertentangan-perten-
tangan mengenai hukum. Pendapat pertama, mengatakan 
bahwa hukum merupakan suatu pengetahuan logika yang tinggi 
tingkatnya, dan bahwa kecakapan dalam berpikir logis meru-
pakan kemampuan dasar yang diperlukan oleh setiap ilmuwan 
hukum dan hakim. Selanjutnya menurut pendapat ini, penalaran 
hukum ditandai dengan ketepatan dan kemampuan ber-
argumentasiyang tidak tergoyahkan, yaitu sama dengan yang 
dilakukan dalam proses deduktif matematika. Pendapat kedua, 
mengatakan bahwa metode logika memainkan peranan 
sekunder dan rendah didalam administrasi hukum; hukum ber-
tugas dalam pembuatan keputusan-keputusan yang benar dan 
dapat diterima oleh masyarakat, dan bukan merupakan suatu 
latihan ketajaman logika.  

Selanjutnya golongan ini berpendapat, bahwa para ilmuwan 
hukum dan hakim yang cakap harus berusaha untuk menan-
dingi keterampilan negarawan dan administrator, dan bukan 
menandingi keterampilan ahli logika dan ahli matematika. 
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Pendapat ketiga, mengatakan bahwa logika adalah penge-
tahuan mengenai dalil-dalil yang dipergunakan dalam berpikir. 
Menurut pendapat ini, tujuan utama dari pengetahuan logika 
adalah untuk menjelaskan bagaimana membedakan antara 
inferensi yang sah dengan inferensiyang tidak sah (palsu), dan 
antara kesimpulan yang benar dan kesimpulan yang salah. 
Dengan demikian, logika merupakan pengetahun yang formal 
dan tidak bersangkut paut dengan kebenaran substantif dari 
asumsi yang diajukan dan kesimpulan yang diambil. Logika 
hanya terbatas untuk menggambarkan inferensi yang tidak 
meragukan dari premis-premis yang dipersoalkan kebenar-
annya.29 

D. Kebenaran Ilmiah
Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan pene-

litian. Menurut Prasetya Irawn, sebagian penelitian dilakukan 
dengan tujuan “(i) untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau 
keadaan suatu masyarakat, sebagian bertujuan (ii) menjelaskan 
pola hubungan antara dua atau lebih hal, dan sebagian yang lain 
bertujuan (iii) untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan 
beberapa masalah praktis dalam kehidupan”.30 Semua tujuan ini 
dimaksudkan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang 
benar, yang digunakan sebagai instrument untuk menjawab 
permasalahan tertentu yang dihadapi oleh umat manusia. Inilah 
maksa filosofis dari aktifitas penelitian. Oleh karena itu, inti dari 
penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan kebenaran. Apa 
yang dimaksud dengan kebenaran di dalam suatu penelitian, 
“tentu hanya mengacu pada kebenaran ilmu/ilmiah, dan bukan 
kebenaran absolut (kebenaran Tuhan) ataupun kebenaran 
temporer (kebenaran yang keabsahannya tergantung pada 
kondisi dan waktu).  

29  Amiruddin, Zainal Asikin (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 
Persada, Depok, hal4-5 

30  Prasetya Irawan (2000), Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan 
Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, STIA-LAN, Jakarta, hal10 
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Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui 
metode ilmiah yang memiliki logika ilmiah atau rantai penalaran 
yang ilmiah”.31 Kebenaran ilmiah tidak ada begitu saja (tidak 
given), harus diuji atau diverifikasi keabsahannya (verified), dan 
tentu saja terbuka untuk diperdebatkan (debatable). Dengan 
demikian, kebenaran ilmiah mempunyai dua karakteristik utama 
yang khas. “Pertama, kebenaran ilmiah dibangun di atas apa 
yang disebut sebagai struktur logis sains (the logical structure of 
science) yang dalam bentuk konkritnya tidak lain adalah logika 
penelitian atau rantai penalaran (chain of reasoning). Kedua, 
kebenaran ilmiah selalu siap untuk diuji kembali oleh siapapun 
(verifiability). Dengan kata lain, kebenaran ilmiah sebenarnya 
adalah hipotesis atau asumsi bagi siapapun yang berniat menguji 
kebenaran itu. Semakin sering lolos dari pengujian, semakin 
kokoh kebenaran itu”.32 

Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, “kebenaran 
dalam hal ini bukan kebenaran secara religious dan metafisis, 
melainkan dari segi epistemologi, artinya kebenaran harus dilihat 
dari epistemologi”.33 Dalam epistemologi, terdapat tiga teori 
besar tentang kebenaran yang berkaitan dengan aktifitas 
penelitian, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran 
koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Masing- masing teori 
tentang kebenaran tersebut mempunyai basis atau dasar 
berpijak sendiri.34  

Teori kebenaran Korespondensi adalah teori kebenaran 
yang berbasis pada fakta atau realitas. Menurut teori ini, “suatu 
pernyataan adalah benar bila dan hanya bila apa yang dinyatakan 
sesuai dengan realitas”.35 Misalnya, pernyataan “di luar gedung 
hujan turun” adalah benar apabila diluar gedung memang lagi 
turun hujan”. Menurut Marzuki, “teori kebenaran korespondensi 
ini cocok untuk ilmu-ilmu empiris. Ilmu-ilmu empiris meng-

31 Ibid., hal.33 
32  Ibid., hal 25 
33 Peter Mahmud Marzuki 2(2014), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal.20  
34  Ibid., hal22 
35  Ibid., hal 23 
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andalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebe-
naran dan merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti 
yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang 
disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu empiris 
terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial”.36 Oleh 
karena itu, fungsi penelitian dalam kerangka mencari kebenaran 
korespondensi ini kata Marzuki adalah “melakukan verifikasi atas 
dugaan-dugaan atau pra-anggapan atau secara ilmiah biasa 
disebut hipotesis melalui data empiris/kasatmata. Apabila 
dugaan atau hipotesis itu setelah diverifikasi oleh data empiris 
ternyata benar adanya, disitulah terdapat kebenaran dan apabila 
tidak diverifikasi, tidak didapatkan kebenaran”37  

Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang 
bersandar pada pikiran-pikiran yang logis. Menurut teori ini, 
“untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau 
salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai atau 
tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan atau 
lebih tepat dengan sistem proposisi-proposisi lainnya”.38 
Kebenaran koherensi umumnya dikaitkan dengan kebenaran 
dalam matematika. Dalam dunia etika dan nilai-nilai juga 
terdapat aksiologi-aksiologi yang berupa ketetapan-ketetapan 
atau larangan-larangan yang merupakan suatu sistem yang 
koheren. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP yang berbunyi: 

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena 
pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.  

Sepanjang seseorang yang didakwa karena pencurian telah 
memenuhi seluruh unsur delik (bastendel delict) pasal ini, maka 
kebenaran koherensinya terwujud. Oleh karena itu menurut 
Marzuki, “fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran 

36  Ibid. 
37  Ibid., hal 29  
38  Ibid., hal 30 
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koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis 
merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk 
yang ditelaah”.39 Dijelaskannya lebih lanjut bahwa “Dalam hal 
demikian, bukan fakta empiris yang diperoleh, melainkan 
kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai 
atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika 
terdapat kesesuaian diantara kedua hal tersebut, itulah yang 
disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran 
(falsity)”.40 

Teori kebenaran pragmatis adalah teori kebenaran yang 
bersandar pada konsensus. Menurut teori kebenaran pragmatis, 
kebenaran diverifikasi dan dikonfirmasi oleh hasil-hasil 
penuangan konsep yang dimiliki oleh seseorang ke dalam 
praktik. Dengan kata lain, kegunaan praktis dan efektivitas 
merupakan tolak ukur kebenaran sebagaimana diajarkan Charles 
Sander Peirce, atau gagasan yang tidak memberikan efektifitas 
dalam kehidupan nyata bukan merupakan suatu kebenaran 
sebagaimana yang diajarkan William James atau suatu 
pengetahuan mengandung kebenaran apabila bermanfaat bagi 
kemajuan umat manusia sebagaimana yang diajarkan John 
Dewey. Oleh karena itu, “fungsi penelitian menurut teori 
kebenaran pragmatis adalah menemukan sesuatu yang efektif 
dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Dalam hal 
demikian, sama halnya dengan teori kebenaran korespondensi, 
masalah-masalah nilai atau sesuatu yang tidak memberikan 
manfaat secara lahiriah tidaklah menjadi kajian dari teori 
kebenaran ini”.41  

Baik kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan 
kebenaran pragmatis merupakan kebenaran yang ilmiah, yaitu 
kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan. Menurut 
Irawan, Kebenaran ilmuan itu sendiri mempunyai dua karak-
teristik utama yang khas, yaitu:  

39  Ibid., hal 33 
40  Ibid. 
41 Ibid., hal 34-35 
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“Pertama, kebenaran ilmiah dibangun di atas apa yang 
disebut sebagai struktur logis sains (the logical structure of 
science) yang dalam bentuk konkritnya tak lain adalah logika 
penelitian atau rantai penalaran (chain of reasoning) atau 
metode penelitian. Kedua, kebenaran ilmiah selalu siap 
untuk diuji kembali oleh siapapun. Inilah ciri varifiability 
penelitian. Semakin sering lolos pengujian, semakin kokoh 
kebenaran itu”.42  

Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah yang 
menghasilkan kebenaran ilmiah apabila dilakukan dengan 
menggunakan metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah itu sendiri 
harus meliputi:  
a) “berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh

dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis
harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan
penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya
khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis;

b) bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus
memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari
pertimbangan-pertimbangan subjektif;

c) menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah
harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permsalahan itu
terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis
yang logis;

d) menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan
untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan
pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang
ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat;

e) menggunakan ukuran obyektif, dalam hal ini harus dibuat
secara obyektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat;
dan(f) menggunakan tehnik kuantifikasi, dalam hal ini
ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut
yang tidak dapat dikuantifikasi”.43

42  Prasetya Irawan, op.cit., hal.25  
43  Moh. Nazir (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.43  
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A. Karakteristik Ilmu Hukum
Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat

khusus (sui generis). Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu 
dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian 
hukum. Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum (makna hukum 
apa yang seharusnya), nilai-nialai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat 
ini merupakan sifat yang substansial dalam ilmu hukum, 
sehingga sering disebut ilmu hukum yang normatif. Ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur: ketentuan-ketentuan hukum, 
rambu-rambu dalam melaksanakan ketentuan hukum. Sebagai 
ilmu terapan ilmu hukum dipelajari untuk praktik hukum, akan 
tetapi yang dinamakan praktik dalam hal ini tidak harus bersifat 
litigasi (berkonotasi sengketa). Praktik hukum dapat berupa: 
telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak atau 
audit hukum atas perusahaan tertentu, penyiapan naskah 
akademis suatu peraturan perundang-undangan, telaah atas 
putusan pengadilan.44  

Berdasarkan hasil telaah tersebut dapat dibuat opini atau 
pendapat hukum. opini/pendapat hukum oleh ahli hukum 
tersebut merupakan suatu preskripsi. Untuk dapat memberikan 
preskripsi tersebut guna keperluan praktik hukum, maka diper-
lukan penelitian hukum. Sebelum mengenal dan memahami 
metode penelitian hukum, dituntut untuk memahami hakikat 
dari ilmu hukum. Pemahaman yang demikian penting meng-
ingat ilmu hukum itu sendiri memiliki kekhasan sebagai suatu 
disiplin ilmu yang tentunya juga akan mempengaruhi model 
penelitian dalam rangka menemukan pengetahuan yang benar 
tentang hukum dan manfaatnya bagi umat manusia. Bagaimana 
pun, “setiap ilmu pengetahuan memiliki metode untuk semua 
bidang ilmu”45 termasuk dalam hal metode pengkajian ilmu 
hukum.  

44  Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, hal. 9.  
45  Peter Mahmud Marzuki (2013), Penelitian Hukum, Kencana, Bandung, hal.19. 
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Ilmu hukum memiliki dua aspek yakni; aspek praktis dan 
aspek teoritis, sehingga penelitian hukum dibedakan menjadi 
penelitian hukum untuk keperluan praktis dan kajian aka-
demis/pengembangan keilmuan hukum. Penelitian hukum 
untuk keperluan praktis dilakukan bagi kepentingan klien dan 
sesama praktisi hukum atau lembaga hukum. Sedangkan untuk 
kajian akademis penelitian hukum dilakukan bagi dunia 
akademis dan pembuatan rancangan peraturan perundang-
undangan. Sehingga hasilnya: penelitian untuk kepentingan 
praktis dapat berupa pendapat hukum, penelitian hukum untuk 
kepentingan teoritis, hasilnya dapat berupa karya akademis baik 
berbentuk; skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam jurnal hukum 
maupun rancangan peraturan perundang-undangan. 

Dari sudut substansi dikenal dengan ilmu formal dan ilmu 
empiris. Ilmu formal merujuk kepada ilmu yang tidak bertumpu 
pada pengalaman atau empiris, obyek kajian bertumpu pada 
struktur murni yaitu analisis aturan hukum operasional dan 
struktur logika. Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh 
pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu 
bersumber pada empiris (pengalaman) dan eksperimental. 
Menurut Philipus M. Hadjon,46 ilmu hukum memiliki karakter 
yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. 
Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan 
yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum mulai mera-
gukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan 
dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah empiris. 

Dengan karakter dari ilmu hukum (yaitu sifatnya yang 
normatif, praktis, dan preskriptif), maka ilmu hukum merupakan 
ilmu tersendiri (sui generis). Sehingga dengan kualitas keilmiah-
annya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, 
baik cabang dalam ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu penge-
tahuan sosial maupun cabang ilmu humaniora. Menurut Bernard 

46  Philipus M. Hadjon (2009), Metode Penelitian Hukum Program Doktor ilmu Hukum 
Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya. 
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Arief Sidharta,47 ilmu hukum termasuk dalam ilmu praktis, ilmu 
hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, 
bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga 
karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampaknya langsung 
terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh 
sifat dan problematikanya.  

Dikatakannya pula bahwa “sifat normatifnya ilmu hukum ini 
bersumber dari objek telaah (ontology) ilmu hukum berupa tata 
hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada suatu 
waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu”.48 
Masih menurut Sidharta, “meski obyek telaah nya adalah tata 
hukum positif, dalam perkembangannya ilmu hukum harus 
terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tapa 
nerubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter 
khasnya sebagai ilmu normatif”.49 

Secara umum, Achmad Ali dalam beberapa literatur yang 
ditulisnya dapat membedakan ilmu-ilmu hukum ke dalam 3 
(tiga) golongan.“Pertama, Beggriffenwissenschaft, ilmu tentang 
asas-asas yang fundamental di bidang hukum. Termasuk 
didalamnya mata kuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, 
logika hukum, teori hukum. Kedua, Normwissenschaft, ilmu 
tentang norma. Termasuk didalamnya sebagian besar mata 
kuliah yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, 
termasuk Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, 
Hukum Internasional, dan lain-lain. Ketiga, Tatsacgenwissen-
schaft, ilmu tentang kenyataan. Termasuk di dalamnya sosiologi 
hukum, antroplogi hukum, psikologi hukum, hukum dan politik, 
dan lain-lain”.50 

Dari sisi terminologi, ilmu hukum memiliki beberapa istilah 
yaitu: rechtstenschap atau rechtstheorie dalam bahasa Belanda 

47  Bernard Arief Sidharta (2000), Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, 
Bandung, hal.104 

48  Ibid, hal.148 
49  Ibid, hal,114 
50  Achamd Ali (2005), keterpurukan hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya), cetakan 

kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.17 



BAB II KARAKTER PENELITIAN HUKUM 

     Character Building Through Education 25 

disebut, jurisprudence atau legal science (Inggris), dan 
jurisprudent (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam 
dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum disejajarkan 
dengan istilah –istilah dalam bahasa asing tersebut. Istilah 
jurisprudence, legal science, dan legal philosophy dalam bahasa 
inggris51, mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah 
Belanda. Istilah rechtswetenschap (Belanda) dalam arti sempit 
adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum yang tugasnya 
adalah deskripsi hukum positif, sistimatisasi hukum positif dan 
hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum 
tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. Rechtstenschap dalam arti 
luas meliputi: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) 
dan filsafat hukum.52 Ilmu hukum dari sudut pandang ilmu 
dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif. Dari 
sudut pandang ini dibedakan ilmu hukum normatif dan ilmu 
hukum empiris.  

Perbedaan Ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif 
menurut D.H.M. Meuwissen digambarkan dalam sifat ilmu 
hukum empiris, yaitu: 
1. Secara tegas membedakan fakta dan norma
2. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial,
3. Metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris, dan
4. Bebas nilai53

Implikasi dari perbedaan mendasar antara ilmu hukum
normatif dan ilmu hukum empiris adalah: Pertama, dari hubungan 
dari sikap ilmuwan. Dalam ilmu hukum empiris ilmuwan adalah 
sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang 
dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan dalam ilmu 
hukum normatif, yuridis secara aktif menganalisis norma 
sehingga peranan subyek sangat menonjol. Kedua, dari segi 

51  Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk (2007), Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum 
(Suatu Tinjauan dari sudut pandang Filsafat Ilmu), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 
Hal3 

52  Ibid., hal 13-14  
53 D.H.M. Meuwissen (2007), dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk, Bunga Rampai 

Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan dari sudut pandang Filsafat Ilmu), Prestasi 
Pustaka Publisher, Jakarta, Hal.16 
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kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmu hukum empiris adalah 
kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu itu benar karena 
didukung fakta dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada 
dasarnya adalah consensus sejawat yang satu keahlian.54  

Berdasarkan pendapat di atas Philipus M Hadjon berpen-
dapat, ilmu hukum haruslah menegaskan:55 
1. Dengan cara apakah yang pasti, membangun teorinya
2. Hasruslah menyajikan langkah-langkahnya sehingga pihak

lain dapat mengontrol hasil teorinya
3. Harus mempertanggung jawabkan kenapa memilih cara

yang demikian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang

bersifat preskiptif dan terapan,56 mengikuti karakteristik keil-
muan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang 
seyogyanya atau apa yang seharusnya. Yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah metode ilmiah dapat diterapkan untuk ilmu 
hukum. Sesuai dengan pembahasan diatas, ilmu hukum 
memiliki karakter yang khas, yaitu preskriptif dan terapan dan 
sifatnya yang normatif. Ciri-ciri yang demikian menyebabkan 
sebagian kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu 
hukum itu dan meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan 
itu karena sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. 
Selain itu juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntunan 
perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepe-
nuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, 
melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.   

Dengan permasalahan di atas, ahli hukum Indonesia ber-
usaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengem-
piriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosio-logik. Adapun 
pendekatan yang dipergunakan adalah: 
1. Pendekatan dari sudut falsafah ilmu
2. Pendekatan dari sudut pandang teori

54  Ibid., hal.16-17  
55 Philipus M. Hadjon, Op.cit, 
56 Peter Mahmud Marzuki, 2005), Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal.22  
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap meng-

hormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian 
ilmu hukum, yaitu normatif, terapan, dan preskriptif. 

2. Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang 
lebih luas seharusnya beranjak dari hakekat keilmuan 
hukum, yang meliputi dua aspek pendekatan yang dapat 
dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan 
sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, 
yaitu: pendekatan dari sudut falsafah ilmu dan pendekatan 
dari sudut pandang teori hukum. 
Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Henri Lumban 

Raja berpendapat sebagai berikut: 
1. Dari sudut keilmuan ilmu hukum bukan sebagai ilmu formal 

dan ilmu empiris tetapi ilmu hukum adalah ilmu praktis 
2. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu, preskriptif, 

terapan, dan sifatnya yang normatif 
3. Untuk meningkatkan taraf dari ilmu hukum maka para yuris 

berusaha melakukan pengkajian melalui kajian-kajian sosio-
logik dengan pendekatan sudut falsafah ilmu dan sudut 
pandang teori hukum. 
Obyek telaah ilmu hukum adalah tata hukum yang berlaku, 

yakni sistem konseptual aturan hukum dan keputusan hukum 
yang bagian-bagian pentingnya Negara yang didalamnya ilmu 
hukum diemban, jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan 
aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-
undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan 
karya ilmuan hukum yang berwibawa dalam bidangnya yang 
disebut doktrin. Pengembangan ilmu hukum terarah pada upaya 
untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan 
dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridis bagi perma-
salahan kemasyarakatan tertentu. (mikro maupun makro) 
dengan mengacu dan dalam kerangka tata hukum positif yang 
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berlaku.57 
Jadi, ilmu hukum adalah ilmu yang menginventarisasi, 

memaparkan, menginterprestasi,dan mensistematisasi keselu-
ruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu 
masyarakat atau Negara tertentu dengan bersarankan konsep-
konsep, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan 
metode-metode yang dikembangkan khusus untuk melakukan 
semua kegiatan tersebut yang terarah untuk mempersiapkan 
upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap permasalahan 
hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam 
masyarakat.58  

Karena itu, dalam pengklasifikasian ilmu-ilmu, maka ilmu 
hukum itu termasuk kelompok ilmu-ilmu praktis normologis, 
yakni ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara dua hal 
atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggung 
jawab/kewajiaban). Objek telaah ilmu hukum terdiri atas dua 
unsur yang sling berkaitan, yakni fakta kemasyarakatan dan 
kaidah hukum.59 Pengetahuan yang dicari dalam ilmu hukum 
adalah pengetahuan tentang cara penerapan kaidah hukum 
secara benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara 
rasional dan dengan demikian terbuka bagi pengkajian rasional 
(oleh Forum Hukum atau auditorial hukum yang terdiri atas 
teoritisi dan praktisi hukum). Karena itu, dari keseluruhan 
konstelasi kenyataan tertentu hanya data yang yuridis relevan, 
yakni yang penting untuk penerapan kaidah hukum yang dipilih 
atau dikualifikasi sebagai fakta. Jadi, penentuan data yang yuridis 
relevan itu terjadi berdasarkan kaidah hukum yang mungkin 
terpilih untuk diterapkan dalam memproses penyelesaian 
permasalahan hukum yang mungkin timbul.  

Hukum dan ilmu hukum terdapat berbagai jenis bentuk 
pengertian maupun konsep dalam menyusun secara sistematis 

57  Visser T. Hoof (1998), Filosofie dan de Rechtswetenschap, sebagaimana dikutip oleh Arief 
Sidharta, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis, hal.6  

58  Suteki, Galang Taufani (2018), Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 
RajaGrafindo, Depok, hal 110 

59  Ibid.,  
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fakta (berdasarkan kenyataan) mengenai berbagai asas-asas 
serta kaidah hukum yang kemudian menjadi satu kesatuan. 
Konsep atau pengertian dalam hukum itu sendiri disebut dengan 
konsep yuridis dengan kata lain (legal concept), yaitu sebuah 
konsep konstruktif dan sistematis yang dapat digunakan dalam 
memahami suatu produk hukum (aturan) atau sistem aturan 
hukum. Konsep dapat diterjemahkan sebagai sebuah penge-
tahuan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 
sesuatu hal, dimana informasi yang ada adalah informasi berbasis 
empiris. Maka dalam hal ini persepsi mengenai sebuah kenyataan 
akan menjadi acuan dalam menyusun suatu konsep yang 
merupakan hal fundamental dalam keilmuan. 
1. Konsep Hukum

Konsep dalam arti keilmuan dapat dibedakan dari sebuah
khayalan, dimana seseorang yang sedang berkhayal juga dapat 
menyusun konsep-konsepnya sendiri, tetapi pemikiran tersebut 
tidak dapat dikembalikan kepada sebuah kenyataan yakni unsur-
unsur empiris, dapat disimpulkan dalam hal penyusunan konsep-
konsep hukum pula kita dituntut untuk dapat kembali pada 
unsur-unsur empiris yang menjadi dasarnya, dimana konsep-
konsep hukum tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur dalam 
menilai dan memberikan sanksi dalam realitas kehidupan nyata, 
yakni perbuatan manusia.60 

Hukum dan sistem hukum adalah sesuatu yang dapat 
berkaitan dengan yang lainnya, yang mana dapat di ambil dalam 
contoh fakta dilapangan yang berkaitan dengan sosial, hukum, 
dan sistem hukum tersebut disusun dengan stereotip yang 
dihasilkan dengan menggunakan cara berpikir seseorang, 
dimana konsep sebagai alat yang digunakan untuk berko-
munikasi sebagaimana hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan 
sehari-hari dan hubungan antara orang yang satu dengan orang 
yang lainnya.  Ditinjau dari pengertian diatas bahwa konsep 
merupakan adalah bangunan berpikir dengan berpikir secara 

60  Satjipto Rahardjo (1991), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.306  
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benar dengan mencapai tujuan tertentu, dan ilmu hukum terse-
but dengan menyusun secara sadar dengan berfikir kebenar-
annya tersebut diciptakan atau digunakan dengan tujuan 
tertentu yakni kesalahan, dan kesengajaan. 

Suatu golongan dalam ilmu hukum tersebut adalah memu-
satkan pandangannya melalui ilmu hukum sebagai konsep suatu 
tatanan bangunan hukum secara keseluruhan yang dihubung-
kan untuk mencapai konsep-konsep hukum yang dipakai 
sebagai penalaran hukum dengan deduktif dan membuahkan 
pernyataan-pernyataan yang tegas, akan tetapi dalam pene-
rapan-penerapannya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan 
secara social, menjadi sebuah tantangan dalam penyelesaian 
masalah pembangunan konstruksi hukum yang digunakan 
dengan aturan yang tegas. Bahkan teori hukum murni dari 
Kelsen juga sangat berjaga-jaga agar tidak berkecimpung 
menjadi ilmu hukum tentang konsep-konsep sosial.61 

Konsep hukum sebenarnya adalah kebutuhan yang men-
dasar, terhadap pemahaman konsep hukum menjadi kebutuhan 
dan menerapkan dalam pengembangan upaya hukum. Apabila 
terdapat sebuah peraturan dan peraturan tersebut masih 
terdapat yang kosong akan diperlukan ketentuan tersebut 
dengan melakukan pembentukan hukum. Maka pembentukan 
tersebut memang dilakukan oleh seorang ahli dan kita juga harus 
mengetahui cara pembentukan hukum dalam melihat konsep-
konsep hukum dengan caranya. Konsep hukum dapat dibedakan 
sebagai berikut:  
1) Konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk

memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum
2) Suatu konsep-konsep mengenai hak, kewajiban, perjanjian,

perikatan, sah atau batal, subyek hukum, obyek hukum dan
sebagainya

3) Pemahaman mengenai konsep hukum ini sangat penting,
terutama didalam melakukan suatu argumentasi hukum

61 Ibid, hal.24  
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4) Pemahaman (legal concept) sangat dibutuhkan dalam
upaya menerapkan dan mengembangkan hukum.

5) Apabila ada ketentuan hukum, tetapi ketentuan hukum itu
masih kabur dan belum jelas maka dibutuhkan suatu
interpretasi hukum guna penemuan hukumnya.

6) Apabila dalam suatu masalah atau kasus yang sedang
dihadapi hakim belum ada peraturan hukumnya maka dapat
dilakukan usaha pembentukan hukum

7) Kesemua usaha tersebut merupakan suatu ars yang dimiliki
oleh seorang ahli hukum, atau dapat dikatakan kemahiran
hukum dapat dicapai apabila seseorang memahami betul
tentang (legal concept).

2. Kaidah-kaidah Hukum
Unsur keyakinan atau kesadaran hukum yang dimaksud

yakni sebuah keyakinan bahwa suatu tindakan atau kebiasaan 
dilakukan sesuai dengan kewajiban hukum yang ada (opinion 
juris necessitates), yakni unsur pembeda antara sikap yang 
merupakan sebuah tindakan atau perilaku hukum dengan sifat 
tindakan atau perilaku yang bukan hukum. Keyakinan atau 
kesadaran tersebut merupakan hubungan suatu nilai hukum 
yang melekat dalam diri manusia dan merupakan faktor yang 
menentukan sah atau tidaknya hukum, dimana kesadaran 
hukum secara langsung maupun tidak langsung erat kaitannya 
dengan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum itu sendiri 
yang berwujud pada sikap tindak atau perilaku manusia.62  

Kaidah hukum merupakan patokan atau sebuah pedoman 
tentang bagaimana menentukan sikap dan tujuan agar 
terwujudnya sebuah tata tertib di dalam masyarakat, sejatinya 
kaidah hukum ditunjukkan kepada sikap lahiriah seorang 
manusia, kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap 
nurani seseorang baik atau buruk tetapi yang diperhatikan 
adalah bagaimana perbuatan atau tindakan lahiriahnya. Kaidah 

62 Ishaq (2016), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal.37 
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hukum juga tidak memberikan sanksi kepada seseorang yang 
mempunyai sikap atau nurani yang buruk, melainkan memberi 
sanksi pada sikap nurani buruk yang berwujud pada sebuah 
perbuatan nyata atau perbuatan konkret dalam bentuk 
tindakan.63 

Secara umum hukum merupakan sistem yang terpenting 
dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari 
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, 
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. 
Hukum bertindak sebagai suatu keadilan yang harus ditaati oleh 
semua masyarakat dalam ruang lingkup tertentu baik itu Negara 
atau daerah tertentu sesuai kesepakatan dan peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan yang mengatur tingkah 
laku manusia ini juga menjadi salah satu dari unsur-unsur hukum 
sebagaimana contoh hukum internasional.  

Fungsi dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam hukum 
adalah ketertiban di dalam masyarakat, yaitu pola perilaku yang 
sesuai dengan kaedah/norma yang terdapat didalam masya-
rakat, serta dapat diterima oleh masyarakat,sedangkan fungsi 
dari hukum yaitu sebagai alat kontrol sosial, alat perekayasa 
sosial, dan sebagai simbol dari hukum itu sendiri, sistem hukum 
juga tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya, maka 
dapat disimpulkan hukum adalah suatu sistem susunan atan 
tatanan teratur dari aturan-aturan yang hidup, keseluruhannya 
terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. 

Banyaknya peraturan yang ada, menandakan bahwa fungsi 
hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut 
memiliki fungsi hukum yang berbeda-beda, dan dalam suatu 
kajian undang-undang akan memiliki satu fungsi hukum yang 
didalamnya akan ada kajian hukum yang harus dituju dan diatur, 
agar tercipta keteraturan yang dapat ditaati oleh banyak orang 
dan masyarakatnya. Pembentukan hukum yang praktis perlu 
berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain, 

63 R. Soeroso (2018), Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal.218 
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asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 
pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, 
dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana 
dijelaskan oleh Achmad Ali adalah:64 Dalam sistem hukum, asas 
hukum memiliki fungsi, yaitu menjaga ketaatan asas atau 
konsistensi. 

3. Struktur Hukum
Lewrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum

(legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 
tiga unsur, yaitu: 
1. Struktur
2. Substansi
3. Kultur Hukum

Berdasarkan pendapat tersebut jika ketika berbicara
mengenai sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara ber-
samaan atau secara sendiri-sendiri tidak dapat di kesampingkan. 
Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta 
aparatnya, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan peng-
adilan. Elemen struktur hukum merupakan semacam mesin, 
elemen struktur hukum yang terdiri atas jenis-jenis peradilan, 
yuridiksi peradilan, mekanisme proses banding, kasasi, serta 
peninjauan kembali, pengorganisasian penegak hukum pejabat-
nya diangkat kepala daerah, mekanisme hubungan polisi, 
kejaksaan, pengadilan, petugas pemasyarakatan dan lain 
sebagainya. 

Struktur merupakan sebuah rangkanya, bagian tersebut 
kemudian memberikan semacam bentuk dan batasan secara 
menyeluruh, demikian juga dengan struktur hukum yang meru-
pakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum itu sendiri. 
Penegakan hukum akan tercapai ketika kredibilitas, kompeten 
dan independen aparat penegak hukum dapat terjaga, sebaik 
apapun suatu Peraturan Perundang-undangan bila tidak didu-

64  Achmad Ali (2015), Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal.370.  
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kung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan 
hanyalah menjadi sebuah angan-angan belaka. Sebagai sarana 
parameter penerapan demokrasi, kebebasan badan peradilan 
dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus dijamin 
oleh konstitusi, penegak hukum yang bertugas menerapkan 
hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: 
petugas strata atas, menengah dan bawah, maksudnya adalah 
sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman 
salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup 
tugasnya. 

Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam 
memfungsikan hukum itu sendiri, kalau peraturan sudah baik 
tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah, 
demikian juga sebaliknya ketika ketika peraturannya tidak baik 
sedangkan kualitas penegak hukum baik maka dimungkinkan 
munculnya sebuah masalah, disamping itu faktor sumberdaya 
manusia di bidang hukum sendiri secara umum mulai dari 
peneliti hukum, Perancang Perundang-undangan sampai pada 
tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, 
termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsife 
gender.  

Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan 
kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme penegak 
hukum, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan 
transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan 
memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memi-
hak kepada kebenaran dengan selalu memperhatikan kemaje-
mukan budaya yang Ber-Bhineka Tunggal ika. Kultur budaya 
menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 
(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 
hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur 
hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan 
sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa 
didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam 
sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan 
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berjalan secara efektif. 
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau 

rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin 
diwujudkan oleh hukum itu, untuk menjamin tercapainya fungsi 
hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, 
maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti 
kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas 
perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, 
atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum 
(law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan 
hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, 
melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. 

Pada asasnya Undang-undang yang baik adalah undang-
undang yang langsung dapat di implementasikan dan tidak 
memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, akan tetapi 
kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan menjadi 
penghambat operasionalisasi Peraturan Perundang-undangan, 
berbagai undang-undang yang dibuat dalam rangka reformasi 
banyak yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Penyebab 
utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai 
peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-
undang, meskipun tidak semua undang-undang membutuhkan 
peraturan pelaksana dalam aplikasinya atau penerapannya.65 
Dalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum 
berkaitan dengan substansi hukum pada intinya melakukan 
penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tetap 
memperhatikan kearifan local dan hukum adat sebagai upaya 
pembaharuan materi hukum nasional dalam penegakan hukum 
dengan materi-materi hukum yang diatur sehingga akan 
terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan 
tidak diskriminatif, secara politik hukum. Pemerintah diharapkan 
dapat berupaya mengakomodir nilai-nilai tersebut. 

65 F. Fernando M. Manulang (2007), Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta,
hal.12. 
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4. Fungsi Hukum
Secara umum hukum merupakan sistem yang terpenting

dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari 
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, 
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. 
Hukum bertindak sebagai suatu keadilan yang harus ditaati oleh 
semua masyarakat dalam ruang lingkup tertentu baik itu Negara 
atau daerah tertentu sesuai kesepakatan dan peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan yang mengatur tingkah 
laku manusia ini juga menjadi salah satu dari unsur-unsur hukum 
sebagaimana contoh hukum internasional, fungsi dan tujuan 
akhir yang ingin dicapai dalam hukum adalah ketertiban di 
dalam masyarakat, yaitu pola perilaku yang sesuai dengan 
kaedah/norma yang terdapat didalam masyarakat, serta dapat 
diterima oleh masyarakat, sedangkan fungsi dari hukum yaitu 
sebagai alat kontrol sosial. Alat perekayasa sosial, dan sebagai 
simbol dari hukum itu sendiri, sistem hukum juga tidak terlepas 
dari asas-asas yang mendukungnya, maka dapat disimpulkan 
hukum adalah suatu sistem susunan atau tatanan teratur dari 
aturan-aturan yang hidup, keseluruhannya terdiri atas bagian-
bagian yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistem hukum yang baik pasti tidak akan terjadi perten-
tangan diantara bagian-bagian yang ada, jika suatu perten-
tangan atau kontradiksi tersebut terjadi maka sistem itu sendiri 
yang menyelesaikannya sehingga tidak berlarut. Sifat hukum 
antara lain yaitu mengatur tingkah laku atau tindakan manusia 
dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku 
manusia agar tidak bersinggungan satu sama lainnya serta dapat 
merugikan kepentingan umum. Hukum juga memiliki sanksi dan 
setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan 
dikenakan sanksi yang tegas, berikut 4 (empat) fungi hukum 
secara umum. 

Hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat 
maupun aparat atau lembaga penegakan hukum, dengan kata 
lain penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan 
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ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan, 
hukum memberikan batasan mana yang boleh dilakukan dan 
mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang legal dan mana 
yang illegal, serta mana tindakan yang melanggar atau tidak, 
tanpa adanya hukum maka masyrakat dapat bertindak tanpa 
ada batasan, sehingga akan terjadi tindakan anarkis, main hakim 
sendiri dan juga tindakan lainnya dengan mudah dilakukan 
sebagai contoh hukum kebiasaan. Tujuan pokok hukum adalah 
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan 
ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban 
dalam masyarakat tentunya dengan memberikan pedoman 
berperilaku sesuai dengan tatanan hukum. Maka diharapkan 
kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai 
tujuannya, hukum juga berfungsi membagi hak dan kewajiban 
antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan 
mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 
kepastian hukum. 

Hukum dalam hal ini menjadi pedoman untuk berperilaku 
agar tidak memunculkan adanya tindakan atau perbuatan yang 
bertentangan dengan hal-hal yang menjadi ketentuan di dalam 
hukum, sehingga manusia akan lebih manusiawi dalam 
melakukan segala tindakannya. Sebelum hukum lahir, manusia 
dengan mudah melakukan hal-hal yang sifatnya penghakiman 
sehingga dengan adanya hukum tentu dapat membatasi hal ini 
agar tidak terjadi kembali, akan tetapi meskipun hukum telah 
berlaku sekalipun seringkali kita masih menemukan adanya 
berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat. 

Dalam pembicaraan mengenai fungsi hukum sebagai alat 
kontrol sosial adalah dalam tahapan kedudukan hukum untuk 
melakukan pengendalian terhadap tingkah laku masyarakat 
didalam pergaulannya, pengendalian sosial terjadi dalam tiga 
taraf yakni: kelompok terhadap kelompok, kelompok terhadap 
anggotanya, pribadi terhadap pribadi. Posisi hukum sebagai 
kontrol sosial (social control) atau pengendali masyarakat 
bertujuan agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam 
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koridor yang telah ditentukan hukum, ada indikator tertentu 
dalam hukum melakukan pengendalian terhadap masyarakat, 
sehingga bentuk hukum yang digunakan untuk mengendalikan 
masyarakat amatlah menentukan bagaimana nantinya masya-
rakat sebagai realitas dapat melaksanakan aktivitas dalam 
pergaulan hidup, arti dari kontrol sosial (social control) sendiri 
sebenarnya adalah mengatur tindakan masyarakat yang 
sekarang dan mungkin yang akan datang melihat dari kebiasaan 
(hukum) yang telah terjadi sebelumnya atau posisi yang sebe-
narnya dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, hukum 
dalam konteks social engineering masih membicarakan peran 
masyarakat terhadap hukum yang ada, karena dalam peru-
musan hukum yang sekarang (hukum positif) tetap dipengaruhi 
oleh keadaan masyarakat yang ada sebagai fungsi hukum.  

Permasalahan dalam hubungan hukum kerap kali juga kita 
sebut dengan sebuah sengketa pasti bisa saja terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat, secara 
umum hukum hadir sebagai alternatif utama dalam menyele-
saikan sengketa yang tejadi ditengah-tengah masyarakat, 
sedangkan secara lebih spesifiknya, fungsi hukum sebagai alat 
untuk menyelesaikan sengketa, antara lain: fungsi hukum yang 
pertama ialah sebagai direktif atau pengarah, dalam hal ini fungsi 
hukum hadir sebagai jalan yang dapat mengarahkan tentang 
bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan 
suatu masalah. Fungsi hukum yang kedua ialah sebagai intregatif 
atau Pembina. Hukum hadir ditengah masyarakat untuk menye-
lesaikan sengketa dengan adanya peraturan-peraturan yang 
telah mencakup secara keseluruhan keharusan yang dapat 
dilakukan dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Maka 
dapat diartikan proses penyelesaian dalam hal ini bertujuan agar 
tetap menjaga dan membina persatuan dalam masyarakat 
supaya tidak terpecah belah karena adanya suatu sengketa yang 
terjadi diantara masyarakat.  

Fungsi hukum yang ketiga ialah sebagai stabilitatif atau 
pemelihara, dalam hal ini fungsi hukum dalam menyelesaikan 
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sengketa ditengah masyarakat bersifat melakukan pemeliharaan 
agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri sehingga terjadi 
pengrusakan terhadap objek sengketa. Fungsi hukum yang 
keempat adalah sebagai perfektif atau penyempurna, dalam 
penyelesaian sengketa ditengah masyarakat maka akan muncul 
tindakan-tindakan administrasi dalam penyelesaian tersebut, 
dimana penyelesaian administrasi yang dimaksud harus sesuai 
dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh peme-
rintah atau Negara. Fungsi hukum yang kelima ialah sebagai 
korektif atau memperbaiki, fungsi hukum sebagai alat dalam 
penyelesaian sengketa bermuara pada perbaikan dan peng-
evaluasian terhadap sebuah peraturan dan administrasi yang 
menjadi cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa 
tersebut.  

Berbeda dengan konsep kontrol sosial (social control) dalam 
perumusan hukum yang ada karena adanya tingkah laku masya-
rakat, tetapi di dalam fungsi hukum sebagai social engineering 
hukum yang ada bukan muncul akibat dari keadaan realistis 
masyarakat itu sendiri melainkan perumusan hukum digunakan 
sebagai rekayasa (mempengaruhi) masyarakat dari keadaan 
realitas tingkah laku/perbuatan masyarakat itu sendiri. Sedang-
kan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (social control) mem-
posisikan hukum sebagai hal yang dapat mempengaruhi peri-
laku masyarakat dalam wujud fungsi hukum secara administrasi 
Negara. Maka dalam hal ini menitik beratkan adanya rekayasa 
terhadap aturan atas tindakan atau perilaku masyarakat itu 
sendiri sehingga tingkah laku dan pola bermasyarakat yang ada 
sesuai dengan ketentuan hukum yang mempengaruhi masya-
rakat tersebut. 

5. Asas Hukum
Asas hukum adalah hal yang utama yang harus diperhatikan

dalam pembentukan hukum yang baru, sehingga akan menata 
kehidupan yang harmonis dalam suatu kelompok tersebut, maka 
dengan adanya asas hukum yang dapat kita jadikan acuan yang 
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baik tersebut maka akan mengacu kepada hukum yang didam-
bakan dalam peraturan hukum yang akan terbentuk dalam 
suatu kelompok tersebut, maka dengan adanya asas hukum 
yang dapat kita jadikan acuan yang baik tersebut maka akan 
mengacu kepada hukum yang didambakan dalam peraturan 
hukum yang akan terbentuk dalam suatu kelompok tersebut, 
sehingga sebenarnya kesalahan yang ada dalam pembuatan 
atau pembentukan peraturan hukum adalah sering terjadi akibat 
tidak atau kurang tepatnya penempatan asas hukum dalam 
peraturan hukum yang ada. Asas hukum sebenarnya adalah 
peraturan yang prinsip, karena awal dari peraturan tersebut 
adalah karena ada hal dasar tersebut untuk mengacu kepada 
pembuatan dasar tersebut dalam peraturan, maka dengan 
adanya peraturan dasar tersebut dapat dikatakan hal penting 
dalam peraturan pembentukan hukum adalah asas hukum yang 
dilihat. Dalam bahasa Ingrris, kata “asas” diformatkan sebagai 
“principle”, peraturan konkret seperti undang-undang tidak 
boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam 
putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu 
yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem 
hukum yang dipertegas oleh Dragan Milovanovic.66 

Kajian tentang asas hukum tidak terlepas pada suatu Negara 
hukum, yang mana suatu Negara hukum menerapkan asas 
legalitas bahwa hukum adalah suatu hal yang tertinggi yang 
dapat melaksanakan keharmonisan suatu Negara tersebut, 
sehingga hukum akan menjadi suatu hal yang tertinggi yang 
dapat melaksanakan keharmonisan suatu Negara tersebut, 
sehingga hukum akan menjadi suatu hal kedudukan yang paling 
tinggi dalam penerapan peraturan dalam masyarakatnya, dan 
juga hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. 

Seperti hal nya yang diungkapkan oleh E.Y Kanter dan S.R 
Sianturi, hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, 
disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus 

66 Achmad Ali (2007), Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan 
Judicialprudence, Kencana, Makasar, hal.14  
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berdasarkan undang-undang yang dimaksud undang-undang 
dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara 
tertulis telah di tuangkan dalam bentuk undang-undang. 

Di sebuah Negara hukum berkembang adanya peraturan 
perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah, dan akan 
membentuk suatu hukum yang akan di bentuk menjadi per-
aturan, artinya ketika hukum itu terbentuk siapa pun harus 
menaati peraturan perundang-undangan yang juga harus 
dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah, yang membuat per-
aturan perundang-undangan tersebut artinya semua kewe-
nangan akan dibatasi oleh hukum yang ada. Hukum yang seperti 
kita tahu dari penjabaran yang sebelumnya ada norma yang 
berkembang dan kaidah sosial yang tumbuh dalam masyarakat 
artinya hukum yang terbentuk pastinya bertujuan ada kaidah 
yang damai dari berbagai kelompok, bahwa kedamaian adalah 
suatu tujuan bagi kelompok tersebut, dan penerapan hukum 
juga tidak terlepas dari asas-asas hukum yang dapat menen-
tukan moral dan kepatuhan kita terhadap pengarahan dalam 
penyelenggaraan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-
hari dan membentuk tujuan dan cita bagi kelompok tersebut. 

Setelah kita mengetahui bahwa hukum terbentuk dengan 
diarahkan oleh asas dikatakan bahwa acuan dari hukum tersebut 
adalah karena adanya suatu kajian bahwa hukum itu sendiri tidak 
bisa dikatakan suatu hukum, tanpa ada asas di dalamnya. Karena 
asas adalah pengarah dari hukum sehingga hukum tersebut 
akan terarah dalam proses pembentukan hukum tersebut. Yakni 
dasar-dasar petunjuk arah dalam hukum positif suatu asas 
hukum bukanlah suatu ketentuan hukum, asas bukanlah hukum 
namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas. Asas adalah 
gejala yang mengarah penentuan moral kita pada hukum.  

Asas adalah hal-hal yang umum dengan segala sesuatu yang 
relatif yang mendampinginya yang tidak lolos dari kebutuhan 
untuk memperjelas pemahaman menyangkut asas hukum, 
pandangan tentang asas hukum itu tidak boleh dianggap 
sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu 
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dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk 
bagi hukum yang berlaku. Arif Sidharta menjelaskan.67 Pem-
bentukan hukum juga harus dilihat dari “fungsi dan tujuan 
hukum itu, dari fungsi hukum itulah kita akan tahu batasan-
batasan dalam hukum yang terbentuk tersebut, maka hukum itu 
akan memberikan definisinya yang di dalamnya kita akan 
tentukan dulu dari fungsi hukum yang akan terbentuk itu sendiri. 

Kaitannya hukum itu adalah suatu kesatuan dari kaidah 
hukum, asas-asas hukum yang ada dalam kehidupan masya-
rakat, maka sebenarnya fungsi yang ada di dalamnya adalah 
fungsi dari hukum itu tentang membentuk peraturan dengan 
fungsi membentuk suatu keteraturan dalam masyarakat terse-
but sehingga akan teratur hubungan masyarakat di dalamnya 
sesuai harapan yang ada. Banyaknya peraturan yang ada, 
menandakan bahwa fungsi hukum dalam setiap peraturan 
perundang-undangan tersebut memiliki fungsi hukum yang 
berbeda-beda, dan dalam suatu kajian undang-undang akan 
memiliki satu fungsi hukum yang didalamnya aka nada kajian 
hukum yang harus dituju dan diatur, agar tercipta keteraturan 
yang dapat ditaati oleh banyak orang dan masyarakatnya.  

Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada 
asas-asas hukum tersebut dengan kata lain, asas hukum adalah 
dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum 
positif, berkenaan dengan asas hukum dimana fungsi asas 
hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana dijelaskan oleh 
Achmad Ali adalah:68 Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki 
fungsi, yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Fungsi asas 
hukum juga diuraikan Achmad Ali yang membagi kedalam 
beberapa fungsi sebagai berikut: bentuk dan kekuatan asas 
hukum sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan 
bahwa manusia tidak bisa membentuk undang-undang dengan 
sewenang-wenang saja.69 

67 Arif Sidharta (2009), Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal.49 
68  Achmad Ali (2015), Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal.370  
69 Ibid, hal. 375  
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Ada hal yang mendasar dalam mengenal tentang asas 
hukum yang ada pada pembentukan hukum tersebut, bahwa 
ada hal-hal yang perlu diketahui pembentukan hukum, yang 
mana hukum itu dibentuk oleh manusia dari bentuk-bentuknya 
maka akan kita ketahui bahwa asas hukum bukan kaidah yang 
konkrit tapi adalah sejarah dari dasar peraturan yang konkrit 
bersifat umum dan abstrak. Sebagaimana Satjipto Rahardjo:70 
“Mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum 
konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu 
sendiri.” Asas hukum dikatakan sebagai jiwa dari norma hukum 
atau peraturan hukum karena merupakan dasar lahir atau ratio 
legis dari peraturan hukum. Setelah mengetahui bentuk suatu 
asas, maka akan menuju kepada rung lingkup dari asas tersebut, 
yaitu asas hukum, dimana asas hukum yang memiliki hubungan 
pada hal-hal yang menyangkut kajian hukum, banyak asas-asas 
yang ada di bidang hukum salah satunya adalah asas legalitas 
dan banyak asas yang lainnya, sebagaimana bidang hukum 
dilihat dari penggolongannya yaitu ada hukum perdata, hukum 
pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara. 

Bahwa sekalipun pada umumnya asas hukum itu bersifat 
dinamis namun ada asas hukum yang bersifat universal yang 
berlaku kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh 
waktu dan tempat. Bahwa ada lima asas hukum universal yaitu: 
asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas 
kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat 
asas hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap 
sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal 
keempat asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan 
dari setiap asas hukum yang empat itu untuk mendesak yang 
lain. Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang meng-
hendaki asas hukum universal yang pertama di dukung oleh 
pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara yang baik dan 
buruk asas hukum yang kelima. Kaidah hukum adalah pedoman 

 
70  Satjipto Rahardjo (2009), Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta, hal.160  
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tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyog-
yanya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan 
buruk.  

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya 
kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. 
Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian 
manusia, bahwa manusia adalah subyek hukum, penyandang 
hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada peng-
hormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas 
memperjuangkan hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya 
terdapat diseluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu 
sama lain. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah 
suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, per-
satuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup 
bermasyarakat. Asas hukum ini terdapat di seluruh dunia. Asas 
kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dalam 
hukum. Yang dianggap adil adalah apabila setiap orang mem-
peroleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama 
tidak dibeda-bedakan (equality before the la). Keadilan meru-
pakan realisasi asas persamaan ini. Asas hukum ini dikenal 
dimana-mana. 

B. Karakteristik Penelitian Hukum
Berdasarkan penelusuran yang ada ditemukan beragam

pengertian penelitian hukum. Cohen dan Olson mendefinisikan 
penelitian sebagai proses menemukan hukum yang mengatur 
aktivitas-aktivitas dalam masyarakat manusia. Proses itu meli-
batkan aturan-aturan yang dilaksanakan oleh Negara maupun 
komentar-komentar yang menjelaskan atau menganalisis 
aturan-aturan tersebut.71 Menurut Milne dan Tucker, penelitian 
hukum adalah proses mengenai analisis masalah hukum dan 
penyelesaian masalah tersebut dengan menerapkan hukum 

71 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson (1992), Legal Research (St. Paul, Minn: West Publishing 
Co). hal.1  
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yang berlaku pada fakta-fakta yang relevan.72 Penelitian hukum 
adalah penelitian untuk tujuan-tujuan meliputi ‘suatu temuan 
sistematis’ atau ‘memastikan hukum’ pada suatu topik yang telah 
diidentifikasi atau topik pada bidang tertentu termasuk juga 
‘suatu penyelidikan’ ke dalam hukum dengan maksud untuk 
pengembangan ilmu hukum, demikian menurut Vibhute dan 
Aynalem.73Jacobstein dan Mersky mendefiniskan peelitian 
hukum sebagai proses mengidentifikasi dan mendaptkan 
kembali informasi untuk mendukung argumentasi hukum dan 
keputusan.74 

Seperti hal nya penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian 
hukum itu pada hakikatnya juga merupakan suatu aktivitas 
ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali penge-
tahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu 
berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorien-
tasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa 
gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Dikatakan 
kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, siste-
matika dan pemikiran tertentu. Hal tersebut tercermin dari 
pendapat Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum ialah suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 
pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu”.75 Pendapat senada 
ditegaskan Soetandyo Wignosoebroto bahwa:  

“Penelitian Hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan 
menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau 
jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai 
suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam 
permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang 
cermat dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab per-

72  Sue Milne and Kay Tucker (2008), A Practical Guide to Legal Research, (Pyrmont, NSW: 
Lawbook Co). hal.1.  

73  Khusbal Vibhute and Filipos Aynalem (2009), Legal Research Methods Teaching Material, 
Prepare Under the Sponsorship of the Sponsorship of the Justice and Legal System 
Research Institute.hal.22  

74  J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky (2002), Fundamental of Legas Research, 8th ed 
(New York: Foundation Press), hal.1  

75  Soerjono Soekanto, op.cit.hal.43  
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masalahan yang ada”.76 

Penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya menyangkut dua 
hal, yaitu: “(i) kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan dalam 
prosedur tertentu dan (ii) hasil atau produk yang diharapkan dari 
kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran keilmuan hukum”.77 Jadi 
dalam pnelitian hukum mensyaratkan hubungan yang jelas 
antara prosedur (metode) penelitian dengan hasil hasil pene-
litian. Kebenaran hukum yang hendak ditemukan dalam suatu 
penelitian harus dilakukan menurut prosedur yang objektif. 
Sementara hasil yang diperoleh dari penelitian paling tidak 
memberikan konribusi bagi pemecahan masalah hukum yang 
ada dan dalam kerangka yang lebih luas diorientasikan bagi 
pengembangan keilmuan hukum. 

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mene-
mukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, naupun doktrin 
dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini 
sejalan dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat 
deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta 
disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian 
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, 
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah 
yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.78  

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan 
hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan telnologi khususnya teknologi 
informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan 
menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara professional yang 
berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber 
penghasilan.79 Maksud dan tujuan secara lebih khusus perlunya 

76 Zainudin Ali (2011), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18 
77 M. Syamsudin (2007), Operasional Penelitian Hukum, Rajagrafindo, Jakarta, hal.23 
78 Muhaimin., op.cit, hal.15 
79 Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian hukum, Citra Aditya Bakdi,

Bandung, hal.37 
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dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:80 
1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi. 
2. Untuk memecahkan masalah 
3. Untuk mengetes (menguji) suatu teori 

Penelitian ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 
timbul. Sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau mene-
rima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi (solusi) menge-
nai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah atas 
permasalahan yang terjadi. Sehingga metode yang diperguna-
kan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan 
dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, 
misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah.81 Abdulkadir Muhammad 
menjelaskan bahwa dasar penelitian hukum meliputi: 
a. Dasar filosofi meliputi: 

1. Kebenaran dan keadilan, 
2. Kejujuran dan objektivitas, 
3. Keteraturan  

b. Dasar keingintahuan  
c. Dasar berpikir logis, 
d. Dasar kualitatif 
e. Dasar bahasa. 

Unsur-unsur penting filosofi yang mendasari kegiatan 
penelitian hukum meliputi:82 
a. Kegiatan intelektual (pemikiran logis) 
b. Mencari makna yang hakiki (interpretasi) 
c. Segala gejala yuridis dan fakta empiris (obyek); 
d. Dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis (metode); serta 
e. Untuk kebahagiaan manusia (tujuan). 

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri 
ilmiah seperti yang dijelaskan berikut:  

 
80  Harkristuti Harkrisnowo (2010), dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.19.  
81  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.hal.35  
82  Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal.2.  
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a. Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan
berurutan menurut sistematika.

b. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar
menurut penalaran

c. Empiris, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang
diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan.

d. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang
kebenarannya diakui menurut penalaran.

e. Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau
semuanya tidak menyangkut yang khususnya saja.

f. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang
dan dinamis.83

Kriteria penelitian hukum dianggap sebagai penelitian
hukum, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir

tertentu
b. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data

primer) dan
c. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari

gejala yang diteliti84.
Kebenaran ilmiah dari hasil penelitian ilmiah bisa didapat

hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut 
mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang 
sama pula. Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat 
penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan 
merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan 
masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis 
maupun secara praktis dalam masyarakat. Istilah penelitian 
hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal research 
methods. Adapun beberapa pengertian, penelitian hukum 
menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut: 

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum 
adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta 

83 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal.5 
84  Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal.6 
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hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk 
dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga 
berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru 
yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.85  

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum
adalah “penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus 
pada hukum”.86   

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa 
penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan meng-
analisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum 
dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika 
dan pemikiran tertentu, pemikiran secara mendalam, peme-
cahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”.87   

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum 
adalah: “Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisanya”. Suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan 
karakter ilmu hukum”.88 

C. Bentuk, Fungsi dan Macam Penelitian Hukum
Pembagian bentuk-bentuk penelitian hukum:

a. Ditinjau dari sifatnya penelitian hukum
1) Penelitian Eksploratif: terbuka, mencari pengetahuan

peneliti tentang masalah yang diteliti masih terbatas.
2) Penelitian Deskriptif: mempelajari masalah dalam

masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat

85 Abdulkadir Muhammad, ibid, hal. 37 
86  F. Sugeng Susanto (2007), Penelitian Hukum, Ganda, Yogyakarta, hal.29 
87  Salim HS dan Erlies (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.7. 
88  Peter Mahmud Marzuki, op.cit.hal.35 
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serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang 
sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; 
pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam 
masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, meng-
himpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis 

3) Penelitian Eksplanasi (penjelasan): menggunakan data
yang sama, menjelaskan hubungan kausal antara
variabel melalui pengujian hipotesis.

b. Ditinjau dari bentuk penelitian hukum
1) Penelitian Diagnostik Penelitian bertujuan untuk men-

dapatkan keterangan mengenai terjadinya suatu peristiwa
2) Penelitian Preskriptif dilakukan dengan bertujuan untuk

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

3) Penelitian Evaluatif mencari jawaban tentang pen-
capaian tujuan yang digariskan sebelumnya. Evaluasi
disini mencakup formatif (melihat dan meneliti pelak-
sanaan program), sumatif (dilaksanakan pada akhir
program untuk mengukur pencapaian tujuan).

c. Ditinjau dari tujuan penelitian hukum
1) Penelitian “Fact-Finding”, penelitian yang bertujuan

untuk menemukan fakta
2) Penelitian “Problem-Identification”, penelitian yang

bertjuan untuk mengidentifikasi masalah
3) Penelitian “Problem-Solution”, penelitian yang bertujuan

untuk menemukan solusi dari masalah.
d. Ditinjau dari penerapan penelitian hukum
1) Penelitian murni bertujuan untuk pengembangan ilmu

itu sendiri atau bersifat teori maupun untuk perkem-
bangan metode penelitian

2) Penelitian terapan bertujuan untuk menyelesaikan
masalah- maalah yang timbul atau yang ada dalam
masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat 
difungsikan sebagai: 



BAB II KARAKTER PENELITIAN HUKUM 

     Character Building Through Education 51 

a) Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi
informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya,
antara lain menggunakan sistem komputer sebagai alat
pengolahan data atau informasi.

b) upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum
dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami
masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan
hukum di Indonesia.

c) upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini
dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit
diwujudkan menjadi kenyataan yang menyejahterakan
masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena
hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.

d) upaya menyejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan
yang terkandung dalam rumusan undang-undang.

e) Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan
dikembangkan.89

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang
sangat penting dan strategis. Kedudukannya merupakan bagian 
dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian 
ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh 
karena itu, aktifitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas 
tridharma perguruan tinggi dan para para intelektual selain dari 
pendidikan (pengajaran) dan pengabdian masyarakat.90 Dalam 
konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua 
tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan 
hukum) dan tujuan praktis (praktek kelembagaan hukum dan 
masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengem-
bangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori dan norma) dalam 
rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan 
praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan 
penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder 
dibidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis 

89  Abdulkadir Muhammad, op.cit.hal.38  
90  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit.hal.24 
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dan keputusan/ketetapan hukum dalam praktek pada lembaga 
hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer dan kosultan 
hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.91  

91 Ibid, hal.24  
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A. Pengertian
Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode

artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis), 
sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. 
Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan 
teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang 
cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Meto-
dologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan 
penelitian hukum dengan teratur (sistematis).92  

Metode harus dibedakan dari metodologi. Metodologi adalah 
kata benda yang berasal dari kata Prancis metho-dologie atau 
secara langsung dari kata Latin methodologia sementara metode 
dari kata Latin methodus atau Yunani methodos.93 Metodologi 
adalah kumpulan metode-metode, aturan-aturan, dan dalil-dalil 
yang berhubungan dengan disiplin sementara metode adalah 
proses atau prosedur untuk mencapai tujuan. Menurut Khotari, 
metode atau tehnik penelitian adalah semua metode atau teknik 
yang digunakan dalam melakukan penelitian atau dengan kata 
lain semua metode yang digunakan oleh peneliti selama mela-
kukan studi terhadap masalah dalam penelitiannya. Sementara 
itu, metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan 
masalah dalam penelitian secara sistematis. Metodologi dapat 
dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian 
dilakukan secara alamiah.94 

Hervey, Cryer, Bulley menjelaskan perbedaan metodologi 
dengan metode sebagai berikut: Metodologi berbeda dari 
metode, tetapi berhubungan dengan metode. Metode adalah 
cara dimana suatu proyek penelitian dilakukan apa yang sebe-
narnya dilakukan oleh seorang peneliti untuk meningkatkan 
pengetahuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, 
menguji tesisnya, atau menjawab permasalahan dalam pene-
litiannya. Metodologi adalah sistem metode yang berlaku untuk 

92 Ibid., hal.30  
93 C.R. Kothari (2004), Research Methodology Methods & Tehniques, New Delhi: New Age 

International Publishers, hal.7
94  Ibid, hal.7-8  
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penelitian dalam bidang tertentu. Dengan demikian, metodologi 
berkaitan erat dengan apa yang kita pahami sebagai bidang 
penyelidikan. Metodologi berhubungan dengan persoalan teori. 
Terkadang dibedakan antara metode penelitian dengan teknik 
penelitian. Metode penelitian merujuk pada perilaku dan instru-
men yang digunakan untuk memilih dan membangun teknik 
penelitian. Teknik penelitian merujuk pada perilaku dan instru-
men yang digunakan dalam melaksanakan penelitian seperti 
melakukan observasi, pencatatan data, teknik pengolahan data 
dan sejenisnya.      

Menurut Dawson, metodologi adalah filosofi atau prinsip-
prinsip umum yang menjadi petunjuk suatu penelitian. Meto-
dologi adalah pendekatan menyeluruh untuk mempelajari topic 
dan memasukkan isu-isu yang dibutuhkan dalam penelitian 
seperti kendala, dilema dan pilihan etis dalam penelitian. 
Metodologi penelitian berbeda dengan metode penelitian yaitu 
cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
seperti kuisioner atau wawancara.95 

Roermund menjelaskan bahwa metode adalah jalan atau 
cara menuju penyelesaian suatu masalah atau masalah yang 
telah ditetapkan. Metodologi berarti suatu disiplin yang mem-
berikan penjelasan mengapa jalan atau cara ini yang sesuai 
berdasarkan dua alasan: (1) keberhasilan metode yang digunakan 
berhubungan dengan cara yang terbaik yang dipakai oleh para 
professional, dan (2) kerangka konseptual filosofi yang sesuai 
dengan ilmu.96  

Perbedaan metode dengan metodologi semakin jelas dari 
uraian Poedjawijatna yang menerangkan bahwa metode berasal 
dari kata Yunani “hodos” yang berarti cara atau jalan. Sementara 
itu, metodologi adalah ilmu yang objeknya pengetahuan tentang 

95 Catherine Dawson (2002), Practical Research Methods A User-Friendly Guide to Mastering 
Research, Oxford: How To Books Ltd, hal.14  

96 Rob van Gestel et.al (2012), Methodology in The New Legal World, EUI Working Papers, 
Departement of Law, hal.2  
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metode bagi berbagai macam ilmu pengetahuan.97 Penelitian 
mengenal dua metode penelitian yaitu metode penelitian 
kuantitatif dan metode kualitatif dengan perbedaannya sebagai 
berikut: 

Kuantitatif Kualitatif 
Tujuan Menghitung 

benda untuk 
menjelaskan 
tentang apa yang 
diobservasi 

Melengkapi, 
mendeskripsikan 
secara rinci 
tentang apa yang 
diobservasi 

Maksud Menggeneralisasi, 
prediksi, 
menjelaskan 
hubungan sebab 
akibat 

Mengkontektualis
asi, interpretasi, 
memahami 
prespektif 

Alat Peneliti 
menggunakan 
alat, seperti survey, 
untuk 
mengumpulkan 
data numeric 

Peneliti adalah 
instrument 
pengumpulan 
data 

Pengumpulan Data Tersusun Tidak tersusun 

Hasil Data dalam 
bentuk angka dan 
statistic 

Data dalam 
bentuk kata, 
gambar atau 
objek 

Sampel Biasanya sejumlah 
besar kasus yang 
mewakili populasi 
yang menarik. 
Responden dipilih 
secara acak 

Biasanya sejumlah 
kecil kasus yang 
tidak mewakili. 
Responden dipilih 
berdasarkan 
pengalaman 
mereka. 

Objektif/ Subjektif Objektif-mencari 
pengukuran dan 
analisis yang tepat 

Subjektif-
interpretasi 
individu dari 

97 Poedjawijatna (1991), Tahu dan Pengetahuan: Pengantar ke Ilmu dan Filsafat, Rineka 
Cipta, Jakarta, hal.25 
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kejadian sangat 
penting 

Peran Peneliti Peneliti 
cenderung tetap 
objektif terpisah 
dari objek masalah 

Peneliti 
cenderung 
menjadi subjektif 
dengan 
melibatkan diri 
pada objek 
masalah 

Analisis Secara statistik Interpretatif 

Menurut Hutchinson, perbedaan metode penelitian yaitu 
metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif 
meliputi sebagai berikut98  

Kuantitatif Kualitatif 
• Merujuk pada penelitian

berbasis prinsip-prinsip
positivisme, yaitu
pandangan objektif rasional
dari situasi yang ada

• Memandang penelitian dari
sudut pandang pengamat

• Berhubungan dengan
sampel populasi atau
kelompok anonym

• Menyelidiki fakta
• Menggunakan desain

penelitian yang ketat yang
dikembangkan sebelum
penelitian dimulai, sering
melibatkan permasalahan
sederhana yang telah diuji
dan diklarifikasi
sebelumnya.

• Penelitian berdasarkan
pernyataan hipotesis yang

• Merujuk pada
metodologi penelitian
yang berdasarkan pada
post-modernism, yaitu
pandangannya
idiosinkratis atau
individual

• Tujuannya
mengeksplorasi
hubungan sosial dan
mendalam

• Menggambarkan realitas
seperti pengalaman
responden, individu,
yang mungkin bukan
pandangan yang terukur

• Peneliti memberikan
pandangan mengenai
situasinya

• Seringkali menyelidiki
persepsi dan perasaan
tidak terbuka untuk

98Terry Hutchinson (2002), Researching and Writing in Law, New South Wales: Lawbook Co, 
hal.91-92 
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seringkali dinyatakan 
dengan kaku atau keras 

• Menggunakan pengukuran
kuantitatif seperti statistik

• Menggunakan hasil
penelitian untuk
memprediksi hasil di masa
depan

• Biasanya ditulis dengan
gaya orang ketiga yang
objektif.

kompilasi statistik dan 
pengukuran 
perbandingan 

• Dapat dilanjutkan
dengan penelitian yang
lebih mendalam dan
hubungan sebab akibat
yang lebih kompleks dari
hasil statistik

• Memungkinkan
menggunakan hipotesis
yang dikembangkan
mulai penelitian atau
selama penelitian

• Dianggap lebih terbuka
terhadap prasangka
karena kedekatan
hubungan peneliti
dengan subjel

• Cenderung lebih sulit
untuk menjamin
anonimitas subjek
karena jumlah yang kecil

• Sering ditulis dengan
gaya naratif atau
deskriptif yang mencoba
menceritakan cerita
dalam penelitian.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah 
metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau 
dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun 
hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Pene-
litian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum 
yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata 
atau dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum 
di masyarakat. Kedua model penelitian hukum tersebut perlu 
dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. 
Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat 
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ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum 
empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu 
hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian 
yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah 
filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat 
dibuktikan nyata adanya (positif).99 

Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian 
diatas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga 
dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami 
perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan 
proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni 
penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang 
menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode 
penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai 
bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak 
perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran 
hukum semakin komprehensif.100 

 
Bagan 1.1 Penentuan langkah Metode Penelitian Hukum 

 
menganalisa 

obyek penelitian 
Harus Relevansi dengan sebuah kebenaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99  Muhaimin. Op.cit, hal.31  
100  Ibid.,  

(1) 
Memahami 

Kaidah 
Hukum  

(2) 
Memahami 

Ruang 
Lingkup 
dalam 
disiplin 

ilmu 
hukum 

(3) 
Dapat analisa sesuai metode berdasarkan kenyataan hukum: 
a. Metode teoritis empiris 
b. Teori dengan pendekatan filsafat (filosof) 
c. Teori dengan dengan pendekatan politis bersifat praktis dengan 

menggunakan metode teolois kontruktif 
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Keterangan: 
1. Kaidah Hukum (Rechtnorm): suatu penyataan (Uitspraak)

yang mempunyai sumber legitimasi dan sumber kekuatan
mengikat arti aturan hukum (Rechtregel) sebagai norma
hukum yang lebih tinggi, yang dijabarkan dalam kaidah
hukum yang lebih rendah, dapat dilakukan oleh badan yang
memiliki kewenangan dan kekuasaan yang berhak memak-
sakan akibat atau sanksi terhadap suatu pelanggaran norma
hukum, di luar kehendak orang tersebut. Dengan demikian
terdapat alat-alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan
terhadap norma hukum.  Dari sudut asal-usul, sesuai dengan
pendirian aliran positivism, maka kaidah hukum tersebut
merupakan kehendak pemegang kekuasaan, yang dituang-
kan dalam bentuk perundang-undangan. Tindakan kemau-
an atau kehendak yang dirumuskan menjadi norma, agar
menjadi sah keberadaannya mensyaratkan adanya satu
badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk
itu, sebagaimana sering dikatakan bahwa “tiada imperative
tanpa seorang (suatu) imperator, tiada komando tanpa
seorang komandan.

2. Ruang lingkup disiplin ilmu: ruang lingkup diatas dapat
diidentifikasi secara subyek hukum, hak dan kewajiban
peristiwa hukum, hubungan hukum, serta obyek hukum.
Apabila dikorelasikan dengan sebuah fakta hukum yang ada
maka munculnya sebuah kebenaran secara logis sehingga
mendapatkan kesimpulan secara obyektif.

3. Analisa berdasarkan kenyataan hukum: pendekatan pene-
litian untuk memperoleh kebenaran fakta dengan berbagai
metode yaitu:
a. Teori Empiris: memakai induktif logis, bisa dikaitkan

dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi
hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum (dapat
menemukan indikator permasalahan hukum sesuai
dengan fenomena masyarakat).
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b. Teori dengan pemahaman filsafat: pemahaman yang
dikaitkan dengan sebuah terminology untuk mem-
bentuk makna yang sebenarnya (filosofi) sehingga dapat
mengritisi secara analitis dari setiap pemikiran yang ada.
Contohnya menguji fakta hukum yang ada dengan
landasan fundamental (grundnorm). 

c. Teori pemahaman politik hukum dengan pendekatan
Metode Teologis Konstruktif: metode berdasarkan fakta
yang ada (Based On Fact) di mana aturan hukumnya
belum ada maka dibangunlah kontruktif berpikir agar
menjadi jelas suatu perbuatan ada hukumnya. Dalam
metode ini tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum
yang sering terjadi pada hakim menggunakan pemi-
kiran nya secara logis dan melihat kehidupannya ada
tidak mengesampingkan hukum sebagai sistem. Metode
berpikir dengan pemahaman politik hukum mempunyai
tujuan untuk menghasilkan sebuah legal policy yang
sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Penelitian hukum dalam ini bukan memperdebatkan 
penggunaan memakai yang mana apakah metode empiris atau 
normatif tetapi lebih penting memberikan arti “Keberlakuan 
Kaidah Hukum” (3) tiga indikator diatas tidak memberikan 
perbedaan yang sesungguhnya namun terletak dalam cara 
bagaimana kaidah hukum itu didekati? Jika seseorang mem-
pelajari kaidah hukum tersebut dari prespektif teoritik yang 
berbeda maka kaidah hukum tersebut juga mempunyai konsep 
yang lain. Dari situlah dapat di simpulkan harus disadari perlunya 
“Pluriformitas” dalam hal pendekatan itu yang hanya akan 
memperluas pengetahuan dalam kaidah hukum. Metode 
penelitian sesuai dengan pendekatannya: 
a. Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/

Empiris: Empirical law research, yaitu penelitian hukum
positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat
dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum
empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law)
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dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. 

b. Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif:
penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari ber-
bagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan,
struktur dan komposis, lingkup dan materi, konsistensi, pen-
jelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan
mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan,
tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Pendekatan Non-Doktrinal/ 
Normatif Empiris 

Pendekatan Doktrinal/ 
Normatif 

1. Fokus Penelitian: penerapan
atau implementasi ketentuan
hukum normatif (In Abstracto)
pada peristiwa tertentu dan
hasil yang dicapai.

2. Pendekatan Penelitian
Normatif Empiris:
a. Nonjudicial Case Study:

pendekatan studi kasus
hukum tanpa konflik.
Tanpa campur tangan
pengadilan.

b. Judicial Case Study:
pendekatan studi kasus
hukum karena konflik
yang diselesaikan melalui
putusan pengadilan
(yurisprudensi)

c. Live Case Study:
pendekatan studi kasus
pada peristiwa hukum
yang yang dalam keadaan
berlangsung atau belum
berakhir.

1. Fokus penelitian:
a. Penelitian terhadap

asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap

sistematika hukum
c. Penelitian terhadap

taraf sinkronisasi
d. Penelitian terhadap

sejarah hukum
e. Penelitian terhadap

perbandingan
hukum

2. Pendekatan Penelitian
Normatif:
a. Identifikasi Hukum:

Legal Eksplorating, 
tingkatan awal dan
sederhana yang
digunakan peneliti
dalam kajian
substansi hukum.
Tidak perlu
menggunakan teori
hukum tetapi cukup
dengan logika
hukum

b. Tinjauan Hukum:
Legal Review, 
tergolong tipe
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penelitian deskriptif. 
Peneliti 
mengungkapkan 
kelemahan, 
kekurangan, dan 
kelebihan dari suatu 
UU atau peraturan 
yang diteliti. 

Bagan 1.2 Alur Prosedur Penggunaan dalam Metode 
Penelitian Hukum 

 
 
 
 
 
 

 

Secara umum: 
Memberi kontribusi 
pada pembangunan 

ilmu hukum yang 
berkarakter ke 

Indonesiaan, memiliki 
nilai yang sama 

dengan ilmu hukum 
yang berkembang di 

Negara lain 

Secara Khusus: 
1. Mempersiapkan

putusan hakim
2. Menunjukkan 

apa hukumnya
tentang hal 
tertentu dan
penemuan 
hukum

3. Mengeliminasi 
kontradiktif
dalam teori
hukum serta
pembentukan 

4. Analisa kritis
dalam putusan
hakim 

aksiologi 

ilmu 
Epistimologi Ontology 

Kaidah 
hukum 

kenyataan 
(hukum), keadilan 
kemasyarakatan 

 

Metode 
Non-

Doctrial, 
Optik 

deskriptif 

Dialektis 

Metode 
Doctrial, 
Optik 
Preskriptif 
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Keterangan: 
a. Aksiologi: mencari kebenaran, keadilan, kebebasan, kewa-

jaran, mengidentifikasi penyalagunaan wewenang dalam
pembaharuan melahirkan ilmu hukum berbagai Negara
sehingga tercapainya “Balance” untuk bertujuan hukum
yaitu kepastian hukum dan keadilan.

b. Ontologi: mengetahui hakekat hukum sesuai dengan kaidah
hukum (norma masyarakat) yang berlaku di masyarakat
yang memiliki hubungan hukum dengan moral untuk
membentuk (kenyataan= fakta hukum) yang ada sesuai
dengan kaidah hukum untuk “mencapai kenyataan hukum 
dan keadilan kemasyarakatan”. 

c. Epistimologi: mengetahui hakekat hukum secara funda-
mental secara (filosofi) sehingga memunculkan penalaran
dialetika yakni menimbang-nimbang klaim yang berla-
wanan baik perdebatan dalam pembentukan undang-
undang maupun mempertimbangkan pandangan dan fakta
yang diajukan dalam proses peradilan atau dalam proses
negosiasi dengan menggunakan metode penelitian doktrial
dan non-doktorial dan memakai kaca mata secara deskriptif
sehingga outputnya dapat memberikan kontribusi dalam
ilmu hukum secara prespektif.

B. Sifat dan Lingkup Penelitian Hukum
Transformasi Negara kesejahteraan (welfare state) dan

demokratis menggunakan penelitian hukum untuk melakukan 
transformasi sosial-ekonomi dalam pengembangan tatanan 
sosial yang adil berdasarkan kesetaraan dan keadilan sosial-
ekonomi. Langkah Negara menuju perbaikan sosial dan 
kemajuan ekonomi membutuhkan undang-undang dan otoritas 
hukum. Namun, dalam pembentukan politik yang demokratis, 
proses legislatif harus diinformasikan oleh opini publik. Pada saat 
yang sama, opini publik perlu diubah melalui proses legislatif dan 
konkretisasi. Legislator yang baik harus mengetahui potensi 
paksaan undang-undang dan berapa banyak perlawanan sosial, 
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antara lain untuk mengetahui adat-istiadat sosial, kebiasaan, dan 
budaya. Dalam hal ini harus dapat mengambil perkiraan realistis 
dari efek hukum dengan memperhitungkan kekuatan dan 
kelemahan dari segi perundang-undangan dan perlawanan 
sosial. Menurut Jeremy Bentham berbicara tentang undang-
undang sebagai ilmu pengetahuan dan ingin semua hukum 
direstrukturisasi pada batu uji utilitas. Sedangkan Roscoe Pound 
memahami hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Oleh 
karena itu, keduanya memvisualisasikan undang-undang berda-
sarkan rasional, humanistik, dan pragmatis. 

Undang-undang semacam itu membutuhkan penelitian 
yang berkelanjutan mengenai fakta-fakta dan juga interaksi 
antara hukum dan perilaku sosial dan manusia. Penelitian hukum 
terhadap konsep undang-undang kesejahteraan sosial telah 
gagal untuk membawa perubahan atau transformasi karena 
tidak direncanakan secara sistematis maupun tidak ada analisis 
biaya, manfaat dilakukannya pada tahap perumusan perundang-
undangan. Dalam pemerintahan demokratis modern meng-
utamakan proses administrasi dari pembuatan undang-undang 
hingga ajudikasi. Ini melibatkan legislasi yang didelegasikan atau 
sekunder (dalam bentuk aturan, peraturan, perintah, pem-
beritahuan, peraturan dan arahan); ajudikasi administratif (dalam 
bentuk pengadilan dan badan peradilan semi-yudisial) sekaligus 
mengatur perdagangan, bisnis; mengamankan komoditas 
penting bagi masyarakat; terlibat dalam ekspor dan impor 
barang; melakukan dan mengelola perusahaan sektor publik, 
dan menjalankan sejumlah wewenang diskresioner dalam ber-
bagai cara dan situasi.  

Penelitian hukum legislasi yang berkesinambungan didele-
gasikan dan kebijakan legislatif tercermin di dalamnya ada 
kekuatan struktural dan operasional dari badan yang dibuat 
dibawahnya contohnya mekanisme pelaksanaan kebijakan 
peng-gunaan wewenang diskresi. Penelitian hukum mengenai 
peradilan tidak hanya menafsirkan hukum tetapi juga men-
ciptakan hukum melalui pernyataan peradilan mereka. Hakim 
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sebagai ajudikator harus mengevaluasi kelemahan dan keku-
rangan hukum yang melekat dalam pertimbangan hukum 
hakim. Namun, diakui bahwa pernyataan yudisial, bagaimana-
pun diklaim objektif dalam analisis akhir walaupun mengandung 
unsur subjektivitas.  

Keputusan hukum mencerminkan kepribadian dan latar 
belakang peradilan serta filosofi hakim. Oleh karena itu menjadi 
perlu untuk melakukan penelitian terhadap beberapa per-
tanyaan yang terkait dengan proses peradilan. Penelitian hukum 
dilakukan oleh advokat memainkan peran penting dalam proses 
pengambilan keputusan. Pengacara yang muncul dalam kasus 
sebenarnya dengan otoritas yang relevan dan argumen yang 
beriorientasi kebijakan. Oleh karena itu, sebuah studi tentang 
latar belakang sosial dan pendidikan advokat dan pelatihan 
mampu memahami proses pengambilan keputusan dan proses 
peradilan. Oleh karena itu, studi perilaku para pengacara dan 
hakim menjadi perlu untuk menghargai realitas proses peradilan. 

Secara metodologis meneliti yang digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan dan premis teoretis, sosial dan filosofis 
yang digunakan untuk itu. Idealnya keputusan yudisial mem-
butuhkan 3(tiga) jenis input penelitian, konseptual atau ideologis, 
doctrinal, dan empiris. Studi semacam itu akan mengesam-
pingkan proses peradilan dan dengan demikian akan mem-
bangun legitimasi yang lebih besar dari proses peradilan dan 
memperkuat rasa hormat masyarakat terhadap pengadilan 
sebagai lembaga peradilan. Beberapa pertimbangan penelitian 
hukum adalah: 
1. Penelitian Doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip,

konsep atau doktrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang
teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum,
prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan
dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses peng-
ambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya.

2. Penelitian dalam teori adalah penyelidikan ke dasar konsep-
tual aturan hukum, prinsip, atau doktrin. Ini memberikan
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stimulus dan infrastruktur intelektual untuk penelitian 
empiris serta untuk kemajuan dalam hukum melalui proses 
legislatif, yudisial, dan administrasi. 

3. Investigasi empiris adalah menilai dampak hukum dan
mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan
realitas sosial. Menganggap gagasan hukum sebagai feno-
mena sosial, seorang peneliti mengeksploitasi dimensi sosial,
politik, ekonomi, dan budaya atau implikasi hukum.

4. Penelitian berorientasi reformasi adalah berdasarkan pada
studi empiris dan pemeriksaan kritis terhadap hukum,
merekomendasikan perubahan dalam hukum dan institusi
hukum.

C. Konsep Metode Penelitian Hukum dan Ilmu Hukum
Menurut Radbruch membedakan dua jenis konsep hukum

yakni Konsep Yuridis Relevan (legally relevantconsept) dan 
Konsep Hukum Asli (genuine legal concepts). Konsep hukum asli 
selanjutnya disebut sebagai Konsep Hukum. Konsep yuridis 
relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya 
konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam 
kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan 
dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda mem-
bawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi). 
Sementara konsep hukum (genuine legal concepts) adalah 
konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk mema-
hami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, 
hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, 
waris dan jual beli).101 

Dari konsep hukum diatas maka dikenal lima tipe kajian 
dalam penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah 
fungsi konsep. Kelima metode kajian tersebut adalah sebagai 
berikut: 

101  Gustav Radbruch (1950), “Legal Philosopy”, Koehler Verlag, Stuttgarrt, hal.148  



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

68       Character Building Through Education 

1. Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan
bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang
bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe kajian ini ber-
orientasi kefilsafatan, dengan menggunakan metode logika-
deduksi dari premis normatif yang diyakini bersifat self-
evident. 

2. Tipe kajian hukum murni yang mengkaji “law as it is written 
in the books” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum
adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional. Berorientasi positivistis, dan
menggunakan metode doktrinal bersaranakan logika
deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

3. Tipe kajian American Sociological Jurisprudence yang
mengkaji Law as it is by Judges Through Judicial Process, 
yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa
yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi
sebagai Judge Made Law. Berorientasi Behavioural dan
sosiologi serta menggunakan metode doktrinal dan non
doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji “Court 
Behaviours”.

4. Tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji “Law As it is an
Society” yang bertolak dari pada pandangan bahwa hukum
adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis
sebagai variable sosial yang empirik. Berorientasi struktural
dan menggunakan metode sosial atau non doktrinal dengan
pendekatan struktural atau makro dan umumnya kuantitatif

5. Tipe kajian sosiologi dan/atau antropologi hukum yang
mengkaji Law as it is in (Human) Action, yang bertolak dari
pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-
makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam
interaksi mereka. Berorientasi simbolik interaksional dan
menggunakan metode sosial atau non doktrinal dengan
pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis
kualitatif.
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Keterangan: 
1. Tiap kajian hukum (1) (2), dan (3) berada dalam tipe penelitian

hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang
disebut Penelitian Normatif. Metodenya disebut dengan
metode Doktrinal-Monologik yang bertolak dari kaidah
sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Tipe
kajian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah
dan Metode Doctrinal adalah metode yang digunakan dalam
kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum.

2. Sedangkan tipe kajian hukum (4) dan (5) termasuk penelitian
hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau
perilaku yang berulang setiap kali terjadi hal yang sama, yang
disebut Penelitian Sosial atau Penelitian Empiris. Hukum
bukanlah kaidah, melainkan sebagai regularitas atau
menentu perilaku yang berpola. Metodenya disebut Metode 
Non Doktrinal Nomologik. Metode ini digunakan dalam
penelitian sosial terhadap kaidah hukum yang digunakan
dalam disiplin hukum yang bersifat empiris seperti sosiologi
hukum, dan antropologi hukum.
Dari paparan diatas ada penjelasan pemakaian dalam

metodologi dalam hukum yang sering menjadi perdebatan 
tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh 
perdebatan ilmu-ilmu sosial telah berlangsung hingga kini. 
Mengingat, ada anggapan bahwa ilmu sosial adalah Genus 
(umum), sedangkan ilmu hukum merupakan Species (khusus) 
dari ilmu sosial. Sebagai konsekuensi masuknya ilmu hukum 
dalam genus ilmu sosial tersebut, maka perdebatan tentang 
metodologi dalam ilmu sosial juga masuk dalam ilmu hukum, 
namun ilmu hukum memandang hukum dari (2) dua aspek, yaitu 
sebagai sistem nilai atau sebagai aturan sosial. Sebagai titik temu 
mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan 
hukum. Untuk membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain 
yang mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut 
memandang hukum dari luar. 
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Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum 
sebagai gejala sosial. Sebaliknya, studi-studi yang bersifat 
evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas, 
namun penelitian hukum berbeda sekali dengan penelitian 
ilmiah dan sosial diatas. Penelitian hukum tidak perlu dimulai 
dengan hipotesis sehingga tidak dikenal istilah variable bebas 
dan variable terikat. Dalam penelitian hukum juga tidak dikenal 
istilah data, begitu pula dengan istilah analisis kualitatif dan 
kuantitatif yang tak lazim dalam penelitian hukum karena 
prosedur tersebut biasanya digunakan di dalam penelitian yang 
bersifat deskriptif atau untuk ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, 
langkah-langkah dan prosedur yang terdapat dalam penelitian 
sosial tidak berlaku dalam penelitian hukum.  

Kesalahan paling mencolok yang banyak dilakukan oleh 
ilmuwan hukum dewasa ini ialah besarnya keinginan untuk 
menarik hukum masuk dalam genus ilmu sosial dengan 
melupakan karakter hukum sebagai ilmu normatif. Dalam posisi 
tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum 
adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan optik 
preskriptif. Metode normatif yang sering disebut juga metode 
doktrinal sebagaimana yang dijelaskan merupakan ciri khas tipe 
penelitian di fakultas hukum, untuk membedakan beberapa tipe 
penelitian hukum yang diajarkan pada fakultas lain yang 
menjadikan hukum sebagai objek penelitiannya, misalnya 
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. 

Menurut Soetandyo menyebut bahwa diluar penelitian 
hukum normatif adalah penelitian hukum empiris. Jika ilmu 
hukum empiris melalui pengolahan terhadap data-data empiris 
(ex post), memiliki kemampuan untuk meramalkan berbagai 
kemungkinan yang bakal terjadi. Dengan kemampuan tersebut 
memberikan umpan balik bagaimana mengendalikan proses 
social. Sedangkan ilmu hukum normatifnya dimaksudkan untuk 
mengubah keadaan (ex ante), dan melalui analisis terhadap 
bahan hukum positif dan menawarkan penyelesaian terhadap 
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problem kemasyarakatan yang konkret.102 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya 
yang preskriptif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di 
dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran 
ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, 
penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan 
masalah. Jika dalam keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban 
yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan 
dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate 
atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang 
diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. 

D. Pendekatan Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu Hukum
Pengembangan metode penelitian hukum yang terpenting

dalam mengatasi problematika dalam ilmu hukum yaitu 
“Menjawab keraguan dalam penyelesaian masalah yang timbul 
(apa hukum yang paling tepat atau paling dapat diterima dalam 
situasi yang konkret tertentu?) hal ini menganalisa sesuatu 
tentang “hak dan kewajiban” dalam pelaksanaan yang Dipak-
sakan. Meninjau segi obyek dalam ilmu maka ada (2) dua yang 
dapat dianalisa yaitu mengenai penerapan kaidah hukum dan 
penentuan terjadi berdasarkan sebuah “Penilaian”. Timbul 
sebuah pertanyaan (apakah pemberlakuan wilayah penerapan 
kaidah yang terkandung dalam aturan hukum melegitimasi 
penerapannya terhadap kejadian tertentu?). maka hal ini dapat 
terjawab pada analisa berikutnya.103  

Meninjau sejarah perkembangan ilmu hokum diawali 
dengan filsafat hokum dan diikuti dogmatik hukum (ilmu hukum 

102  Soetandyo Wignyosoebroto, Sulistyowati dan Shidarta (2009), “Metode Penelitian Hukum: 
Konstelasi dan Refleksi”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 86-93 

103  Ani Purwati (2020), Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, Jakad Media Publishing, 
Surabaya, hal.16-17 
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posutif), yang berarti filsafat bersifat spekulatif dan hukum positif 
sangat teknis. Dalam hubungan tersebut harus dibutuhkan 
disiplin ilmu yang menghubungkan antara filsafat hukum dan 
ilmu hukum positif yang bermula pada ajaran hukum umum 
(algemene rechtsleer) seperti asas-asas hukum berbagai system 
hukum. Dari ajaran hukum ini berkembang teori hukum. Per-
kembangan dalam lapisan hukum muncul dogmatik hukum, 
teori hukum, filsafat, yang akhirnya diarahkan yaitu pemben-
tukan hukum dan penerapan hukum. Namun dalam perkem-
bangan muncul permasalahan dalam penerapan hukum yang 
bisa terjadi seperti; interpretasi hukum, kekosongan hukum 
(Leemten In Het Recht), anatomi dan norma yang kabur (Vage 
Normen). 

Pengembangan ilmu hukum akan lebih terarah untuk 
memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum untuk 
menjamin stabilitas dan prediksi dalam mewujudkan kepastian 
dan keadilan dalam masyarakat, untuk itu diperlukan langkah 
tercepat dalam proses penyelesaian terhadap masalah hukum 
diperlukan Argumentasi Yuridis dan Penalaran Hukum, yang 
mencakup tipe penalaran sebagai proses intelektual mencapai 
kesimpulan dalam memutus perkara yang dipergunakan oleh 
hakim, balance antara justifikasi rasionalitas dan konsistensi 
doctrinal dalam melaksanakan aktivitas yuridis seperti pemben-
tukan undang-undang, penerapan hukum, penyelenggaraan 
peradilan, perancangan hukum, negoisasi transaksi hukum.104 

Argumentasi yuridis terdiri atas unsur-unsur diskursus 
hukum, retorika hukum dan logika hukum melibatkan kaidah 
logika formal dan metode penelitian lainnya. Retorika adalah 
langkah yang diawali usaha menarik simpati dilanjutkan dengan 
langkah argumentasi yang sampai kepada langkah legal opinion. 
Retorika mengacu pada kewenangan (dasar hukum) yaitu 
perundang-undangan (termasuk traktat), preseden (yurisprusensi), 
kebiasaan dan kesadaran hukum atau rasa keadilan. Salah 

104  Ani Purwati, Ibid, hal.17 
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bentuk retorika hukum adalah logika hukum (silogisme hukum). 
Patterson merumuskan logika sebagai (aturan tentang cara 
berpikir lurus), Irving M. Copi merumuskan logika sebagai ilmu 
yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan 
untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang 
salah. Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam 
memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, meng-
hubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik 
kesimpulan atas dasar proposisi tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan sebuah 
bentuk pemikiran. Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian 
atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Pengertian proposisi 
dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena 
penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena 
penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan 
pengertian. (tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada 
penalaran tanpa proposisi). Pengertian sederhana penalaran 
hukum adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian. 
Kualitas logika penalaran hukum ada 3 (tiga) indikator: penalaran 
hukum berusaha konsisten dalam aturan hukum dan putusan 
hukum (keyakinan bahwa hukum yang berlaku sama bagi semua 
orang termasuk kedalam yuridiksinya).105 
1. Penalaran hukum diperlukan konsistensi dalam waktu 

(penalaran hukum) mengacu pada aturan-aturan hukum 
yang terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum 
terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan predikatbilitas. 

2. Penalaran hukum terjadi penalaran dialektika yaitu 
menimbang-nimbang klaim perlawanan baik perdebatan 
pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses 
mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan 
para pihak dalam proses peradilan atau proses negosiasi. 
 Untuk mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan 

suatu kerangka berpikir secara cepat dan sistematis harus 

 
105  Ibid.,  
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mengetahui dan memahami bagan berikut: 

Bagan 1.3 Pembagian Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu 
Hukum 

 

Menentukan mengembangkan 

 
   

Keterangan: 
1. Ilmu hukum sebagai Sui Generis (karakter normatif ilmu

hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan
lapisan ilmu hukum), dalam menentukan metode penelitian
hukum dapat memahami segala hal yang berhubungan
dengan hukum yang bertujuan “untuk memperoleh penge-
tahuan ruang lingkup mulai dari asas hukum sampai ke
masalah apakah ilmu hukum itu. Ilmu hukum adalah ilmu

(1) 

Ilmu(konsep) 
hukum 

(2) Metode
Penelitian 

Keragaman pendekatan 
penelitian hukum 

(4,5) 
Karakteristik 
dan prosedur 

sendiri 

(3) Penelitian hukum dengan
pendekatan doktrinal

(3) penelitian hukum
dengan pendekatan

non doktrinal 

Jenis penelitian 
doktrinal 

(6,7) karakteristik (8) prosedur penelitian
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memaparkan, mengintreprestasikan dan mensistematisasi 
hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau Negara 
tertentu yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan 
hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh 
pengembang kewenangan hukum dalam masyarakat jadi 
ilmu hukum bersifat nasional 

2. Dua pendekatan untuk memperjelas hakikat keilmuan
hukum dengan pendekatan (falsafah ilmu dan pendekatan
pandangan teori hukum). Sehingga tidak terjadi kesalah-
pahaman penelitian kualitatif yang notabene memakai
penelitian empiris adalah (hasil prosentase kuantitatif dan
kualitatif) belum bisa mengidentifikasi indikator permasa-
lahan apabila dikaitkan norma (perundang-undangan),
terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas
dari kaitannya dengan masyarakat adakalanya hukum
dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-
tengah masyarakat. Pada mula nya metode penelitian yang
dipergunakan oleh ilmu hukum adalah Metode Penelitian
Yuridis Dogmatis.
Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian

yang dipergunakan dalam filsafat. Metode penelitian yuridis 
dogmatis masih bersifat deduktif dan idealistis tanpa mengait-
kan antara hukum tersebut dengan masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih 
menganggap bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata 
untuk keperluan ilmu itu sendiri. Tokoh yang berpendirian 
demikian, misalnya Hans Kelsen dalam buku nya Die Reine 
Rechtslehre. Dalam tahap berikutnya muncul pula aliran histories 
yang diprakarsai oleh Carl Von Savigny. Aliran ini tidak saja 
memandang hukum sebagai ide, tetapi melihat hukum sebagai 
sebuah gejala sosial. Dalam hal ini sangat terkenal pandangan 
Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat 
oleh manusia, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara 
historis bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan. 
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Pemikiran aliran historis ini kemudian berlanjut dengan 
pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu 
bukan hanya norma-norma yang tersusun secara sistematis, 
tetapi juga sekaligus hukum itu adalah sebuah gejala sosial. Oleh 
karena itu timbullah aliran yang dikenal dengan aliran sosiologis 
yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich, murid utama dari Carl Von 
Savigny. Metode penelitian hukum yang dipergunakan aliran ini 
adalah metode penelitian hukum sosiologis.   

Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu hukum kemu-
dian mengalami perkembangan ke arah Functional Yurispru-
dence atau ilmu hukum fungsional. Aliran yang dipelopori oleh 
Roscoe Pound ini menyatakan bahwa Jurisprudence Is The Eye 
Of the Law.106 Menurut aliran ini hukum juga harus memper-
hatikan ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, ekonomi, dan antro-
pologi.107 Oleh karena itu dewasa ini banyak diyakini bahwa 
penelitian hukum tidak bisa lagi menggunakan satu metode saja.  

E. Jenis-jenis Penelitian Hukum.
Dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang

menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pene-
litian kuantitatif. Bogdan dan Taylor108 menjelaskan bahwa “meto-
dologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang meng-
hasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati”, dan untuk 
penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasa-
lahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan 
dukungan data dari lapangan seperti kuesioner. 

Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam bidang ilmu 
alam, psikologi, sosiologi serta jurnalisme. Tujuan penelitian 
dengan metode kuantitatif adalah untuk pengujian suatu teori, 
memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, 

106  Harun Al Rasyid (1982), “Kumpulan kuliah Hukum Tata Negara”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
hal. 24  

107  Sunaryati Hartono (1994), Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni 
Bandung, hal. 121-123   

108  Lexy J. Moleong (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung.hal.3 
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pengembangan konsep dan pemahaman. Ada beberapa per-
bedaan tentang penelitian dengan metode kualitatif dan kuan-
titatif antara lain pada metode penelitian kuantitatif desain terinci 
dan telah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. 
Sedangkan pada metode penelitian kualitatif desain tidak terinci, 
fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diada-
kan penelitian. Dalam hal analisa data metode penelitian kuan-
titatif analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul pada 
tahap akhir, sementara untuk metode penelitian kualitatif analisis 
dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua 
macam, yaitu: 
a. Penelitian hukum normatif
b. Penelitian hukum empiris109

Sedangkan Soetantyo Wignyosoebroto, membagi penelitian
hukum menjadi dua macam, yaitu: 
a. Penelitian doctrinal; dan
b. Penelitian non doctrinal.110

Penelitian hukum doctrinal merupakan penelitian yang
mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas 
dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang 
pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum non doctrinal 
adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikem-
bangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup 
dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat.  

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus 
kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3(tiga) tipe, 
yakni:111 
a. Penelitian hukum normatif (normatif law research)
b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga

penelitian hukum normatif-terapan (applied law research)
c. Penelitian hukum empiris (empirical law research).

109  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1995), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.13-14 

110  Soetantyo Wignyosoebroto, Op.cit, hal.147-160 
111 Abdulkadir Muhammad, Op.cit.hal.52-54  
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Penelitian hukum normatif (normatif law research), meru-
pakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsep-
kan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, 
dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum 
normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum 
normatif-terapan (applied law research), merupakan penelitian 
hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi keten-
tuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara 
faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Penelitian hukum empiris (empirical law research), disebut juga 
penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang 
mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual 
behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang 
dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. 

Penelitian hukum yang umum berlaku dikalangan peneliti, 
dosen dan mahasiswa hukum baik pada tingkat S1,S2 maupun S3 
dibedakan menjadi tiga jenis penelitian yakni:  
1. Penelitian hukum normatif
2. Penelitian hukum empiris; dan
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Masing-masing jenis penelitian itu, berbeda sistematika dan
objek kajiannya. Pilihan untuk menggunakan 3 metode pene-
litian tersebut diserahkan kepada peneliti/mahasiswa berdasar-
kan proses pembimbingan dan karakteristik penelitian yang 
akan dilakukan. Namun demikian penelitian hukum normatif 
merupakan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan oleh 
peneliti baik dosen maupun mahasiswa hukum ditingkat S1,S2 
maupun S3, dalam pengerjaan penelitian hukum normatif mela-
lui skripsi, tugas akhir, jurnal ataupun disertasi. Hal ini dikare-
nakan bahwa penelitian ini lebih mudah dalam pelaksanaannya 
yakni cukup dengan duduk didepan omputer, ruang kerja atau 
perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas 
permasalahan yang diteliti, tanpa harus mencari data tentang 
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pelaksanaan atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.112 
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, menyebutkan varian yang 

menimbulkan berbagai macam atau jenis penelitian hukum 
terdiri dari Varian berdasarkan sifat hukum itu sendiri, berda-
sarkan sumber data, berdasarkan sifat kebenaran hukum yang 
dicari, berdasarkan tujuan penelitian, dan berdasarkan keda-
laman dan keluasaan materi.113 

Sifat hukum yang mengharuskan atau bersifat preskriptif, 
maka yang dicari dalam penelitian hukum adalah kebenaran 
hukum, yakni bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh 
masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam 
masyarakat, sesuai dengan tujuan berlakunya hukum yakni men-
ciptakan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan fungsinya 
adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan tugas 
kaidah hukum itu sendiri adalah mengusahakan kesinambungan 
tatanan dalam masyarakat. Penelitian hukum dari sifat hukum 
tersebut adalah bertujuan mengkaji hukum positif bahwa kajian 
tentang hukum positif perundang-undangan itu terdiri dari 
kajian tentang isi, kajian tentang penerapan, dan kajian tentang 
pembentukannya, maka sasaran bahasanya terdiri dari dog-
matika hukum atau dass sollen dan realisasi ketentuan hukum 
yang berlaku dan menjadi kenyataan kehidupan dalam masya-
rakat atau das sein secara beriringan. 

Penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari kaidah 
hukum dalam arti das sollen merupakan sasaran studi ilmu 
hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam 
arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit, dan sistem hukum, 
sehingga penelitian hukum yang bertujuan mencari kaidah 
hukum dalam, arti norma, maka penelitian hukum seperti ini 
sering disebut penelitian hukum normative. 

Soerjono Soekanto, menjelaskan secara umum penelitian 
dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari 

 
112  Muhaimin, op.cit.hal.30 
113  Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, langkah-langkah untuk 

menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 60 
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masyarakat dan dari bahan Pustaka.114  Data diartikan sebagai 
informasi yang terkait dengan variable yang dipertanyakan 
dalam permasalahan suatu penelitian. Data merupakan kete-
rangan yang benar yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian/ 
analisis dalam penelitian. Data diperlukan untuk menjawab dan 
menyelesaikan permasalahan-permasahalan dalam penelitian. 

Data adalah bentuk jamak dari kata latin datum, yang berasal 
dari kata infinitive dare yang berarti memberi, bentuk kata kerja 
dare dalam Bahasa latin untuk masa sekarang (present tense), 
masa lalu (past tense), dan past participle-nya adalah do, dedi, 
datum. Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 
hukum adalah informasi tentang dua hal, yaitu: 
a. Tentang keputusan hukum yang berkaitan dengan variable

tersebut, dan
b. Tentang fakta yang berkaitan dengan variable yang

dipertayakan dalam permasalahan tersebut.
Secara umum, berdasarkan data, penelitian dapat dibedakan

antara penelitian lapangan (field research), penelitian Pustaka 
(library research), dan penelitian laboratorium. Penelitian labo-
ratorium merupakan penelitian yang dilakukan dalam suatu 
ruangan dengan peralatan tertentu, jarang dilakukan dalam 
penelitian hukum, meskipun sering pula disebut bahwa labo-
ratorium penelitian hukum adalah masyarakat. 

Dalam penelitian hukum Sebagian kalangan berpendapat 
bahwa data diperlukan dalam penelitian hukum, karena pene-
litian hukum tersebut diajukan untuk memecahkan masalah 
hukum yang diajukan dalam arti preskriptif atau normatif yaitu 
apa yang seharusnya. Contoh sederhana tentang masalah-
masalah hukum yang timbul dari system omnibuslaw dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dengan system perundang-undangan di Indonesia. Jawaban dari 
permasalahan tersebut dapat diperoleh melalui pemahaman 
yang mendalam terhadap substansi Undang-Undang tersebut 

114  Soerjono Soekanto, Sri mamudji, (2015), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajagrafindo, Jakarta, hal 12. 
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dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normative adalah 
bahan hukum yang tidak disebut dengan data, melainkan 
sumber bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, 
ataupun tertier. Dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara 
meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang disebut dengan 
penilitian hukum normative, yang mengkaji kaidah hukum 
dalam arti norma atau das sollen. 

Data dibutuhkan dalam penelitian empiris, yakni mem-
butuhkan data primer, yaitu prilaku masyarakat, sehingga 
penelitian empiris harus dilakukan penelitian lapangan (field 
research), data penelitian lapangan membutuhkan data primer 
yang diperoleh secara langsung dari prilaku masyarakat yang 
memandang hukum sebagai kaidah sosial yang setiap saat 
berubah dan berkembang, sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Kaidah sosial tersebut berlaku disuatu masyarakat 
bahkan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat (the living law). 

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya, penelitiannhukum 
terdiri dari penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum 
kuantitatif,115 Penelitian hukum kualitatif adalah penelitian yang 
ingin mengungkap atau mencari kebenaran yang didasarkan 
pada nilai atau kualitas data yang diperoleh untuk melihat 
kesesuaian sesuatu, atau sebaliknya dengan ketentuan hukum 
yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus 
dipenuhi. 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 
penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 
fungsionalisasi organisasi, dan aktivitas sosial. Pendekatan kuali-
tatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa 

115  Elisabeth Nurhani Butarbutar, op cit, hal 66 
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yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu 
yang sulit untuk dipahami secara memuaskan, penelitian ini 
menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Penelitian hukum kuantitatif adalah penelitian yang ingin 
menemukan kebenaran hukum yang didasarkan kepada kese-
suaian sesuatu dengan ketentuan hukum yang menetapkan 
persyaratan berupa jumlah atau kuantitas tertentu yang harus 
dipenuhi, misalnya penelitian terhadap syarat dukungan partai 
politik terhadap calon kepala daerah atau calon Presiden dan 
Wakil Presiden. 

Penelitian hukum ketika dikaji dari tujuan penelitian, maka 
dapat dibedakan atas penelitian eksploratoris, penelitian hukum 
deskriptif, penelitian hukum inferensial, dan penelitian hukum 
eksplanatif.116 Penelitian eksploratoris bertujuan untuk mene-
mukan problematic atau permasalahan baru, penelitian ini bersift 
mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, infor-
masi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga 
penelitian eksploratoris sering disebut dengan studi kelayakan 
(feasibility study). 

Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan 
untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang 
keberadaan gejalan sosial tertentu atau peristiwa hukum 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian ini 
hanya menggambarkan objek atau masalah tanpa bermaksud 
mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang 
berlaku secara umum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan masalah dalam masayarakat, tata cara yang 
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, 
proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu feno-
mena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam 
masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak untuk menguji 
hipotesis, melainkan hanya mengembangkan konsep, dan 

116  Elisabeth Nurhani Butarbutar, op.cit 68. 
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menghimpun data. 
Penelitian hukum eksplanatoris adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan kebenaran hukum (bersifat ev-
aluatif) sehubungan dengan variable yang dipermasalahkan, 
yang hubungan nya dapat merupakan hubungan sebab akibat, 
hubungan korelasi, hubungan perbandingan, atau hubungan 
pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian 
ekspplanatoris bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji 
suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan 
menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. 
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A. Pengertian Penelitian Hukum Normatif
Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal

dari bahasa Inggris, yaitu normative legal research, dalam bahasa 
Belanda disebut dengan istilah normative juridsch onderzoek, 
sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah nor-
mative juristische recherche”.117 Berbagai istilah tersebut diter-
jemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah 
satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa 
hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup 
dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali 
data yang berasal dari masyarakat. 

Menurut Sunaryati Hartono, “sebenarnya penelitian hukum 
normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang mahasiswa/ 
sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif 
hanya mampu dilakukan oleh seorang mahasiswa atau sarjana 
hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami 
dan menguasai disiplin hukum”.118 Sunaryati menjelaskan pula 
bahwa “karena sudah bertahun-tahun terjadi salah paham, maka 
seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat 
socio-juridis atau socio legal. Oleh karena itu, kini perlu disadari 
kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif itu 
karena sebagai mahasiswa/sarjana hukum, merupakan kewa-
jiban dan keharusan para mahasiswa/sarjana hukum yang per-
tama menguasai metode penelitian hukum”.119 

Adapun pengertian Penelitian hukum normatif dapat dikaji 
dari beberapa pendapat para ahli berikut ini. E. Saefullah 
Wiradipraja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif 
merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum 
positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum 
normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang 
bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis 

117  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.op.cit.hal.18  
118  Sunaryati Hartono (1994), Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, Alumni, 

Bandung, hal.139-140.;  
119  Ibid.,  
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dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. 
Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian 
hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengem-
bangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.120 

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian 
penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang 
meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang 
dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian 
serta doktrin (ajaran).121 

Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum 
normative (legal research) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-
asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan 
hukum atau disebut dengan penelitian dogmatika hukum 
(penelitian hukum dogmatik)”. Penelitian yang kegiatan peng-
kajiannya meliputi penginventarisan, pemaparan, penginterpres-
tasian, mensistematisasikan, dan mengevaluasi seluruh hukum 
positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau 
Negara tertentu dengan menggunakan sarana konsep-konsep 
(pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-
klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk, dan dikem-
bangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut 
yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk memper-
siapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap 
masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi 
dalam masyarakat. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki122 penelitian hukum (pene-
litian normatif) adalah “…suatu proses untuk menemukan suatu 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 
hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. … 

 
120  E. Saefullah Wiradipraja (2015), Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, hal.5.  
121  Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal.34 
122  Peter Mahmud Marzuk (Peter Mahmud 1) (2005), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, hal.47  
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penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan 
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi…”123  

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji124, menjelaskan pene-
litian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan kepustakaan (di samping adanya 
penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti 
data primer)”. 

Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian 
hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang 
dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut 
sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya."125  

Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif 
adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan meru-
muskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok 
permasalahan”.126  

Penelitian hukum normatif Roni Hanitijo Soemitra diartikan 
sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-
kaidah dan asas-asas hukum”.127 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat 
diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses 
penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 
norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori 
hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan 
hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat 
diatas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan 
studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang 
berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan 
pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, 

123  Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hal.35  
124  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1995), Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan 

singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 15 
125  Soetandjo Wignjosoebroto., Op.cit. hal.148  
126  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati (2005), Argumentasi Hukum, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, hal.3 
127  Rono Hanitijo Soemitra (1994), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal.10. 
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teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.128 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis 

penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup; 
a. penelitian terhadap asas-asas hukum
b. penelitian terhadap sistematika hukum
c. penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal
d. penelitian perbandingan hukum
e. penelitian sejarah hukum.129

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan
pada: 
a. penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu: penelitian

terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (norm-wissen-
schaft/sollenwissenschaff) yang menghasilkan kaidah-
kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata
(tatsachenwissenschaff/seinwissenschaff) yang menghasil-
kan tata hukum tertentu

b. penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan
identifikasi terhadap pengertian pokok dalam subyek
hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam
peraturan perundang-undangan.

c. Peneliti terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan
baik sinkronisasi secara vertical ataupun secara horizontal
yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan per-
undang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan
hierarki perundang-undangan (stufenbau theory)

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu mem-
bangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan
membandingkan sistem hukum disuatu Negara dengan
sistem hukum di Negara lainnya.

e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan
hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam

128  Muhaimin., Op.cit. hal.47-48.  
129  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit. hal.14  
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kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, 
perpajakan, perusahaan dan sebagainya).130 
Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 
diatas dapat diuraikan contoh: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. Misalnya penelitian
terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian
terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam
masyarakat

b. Penelitian terhadap sistematika hukum. Misalnya dilakukan
dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Sinkronisasi secara
vertikal merupakan sinkronisasi yang didasarkan atas hirarki
suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya antara
Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-undang, Per-
aturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden
dan Peraturan Daerah. Sedangkan sinkronisasi horizontal,
merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang
mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama
derajatnya, misalnya; sinkronisasi antara Undang-undang
dengan Undang-undang lain yang mengatur hal yang sama,
atau peraturan pemerintah yang satu dengan peraturan
pemerintah yang lainnya.

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum. Misalnya pene-
litian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan
perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem
hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan
hukum islam, perbandingan sistem hukum perkawinan
Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah
di Indonesia dengan Amerika. Perbandingan pengaturan
perbankan konvensional dengan perbankan syariah,
perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan

130  Ibid, hal.14-15. 
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Brunei Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia 
dengan Saudi Arabia, dll. 

e. Penelitian sejarah hukum. Misalnya perkembangan hukum
positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu
tertentu (misalnya hukum tanah perkawinan, perpajakan,
perusahaan, sejarah pembentukan hukum, sejarah pem-
bentukan perundang-undangan tertentu, sejarah konstitusi
Indonesia, sejarah otonomi daerah di Indonesia, sejarah
pengaturan perusahaan, sejarah pengaturan perbankan,
sejarah kodifikasi hukum, dan lain-lain.
Sementara Ronny Hanitijo Soemitra menjelaskan jenis-jenis

penelitian hukum normatif (legal research) meliputi: 
a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif
b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas

dan falsafah dasar (dogma atau doktrin) hukum positif.
c. Penelitian berupa usaha penemuan hukum in concreto yang

sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu per-
masalahan tertentu.131

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo
Soemitra, meliputi: 
a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif
b. Penelitian menemukan asas-asas hukum dan penelitian

terhadap asas-asas hukum
c. Penelitian hukum klinis atau penelitian untuk menemukan

hukum in concreto 
d. Penelitian mengenai sistematika intern dan perundang-

undangan hukum positif
e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan

sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan
hukum positif.132

Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan penelitian hukum
dapat dibedakan kedalam dua golongan besar yaitu: 

131  Ronny Hanitijo Soemitra (1984), Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 
hal.10  

132  Ronny Hanitijo Soemitra (1999), Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu 
Sosial, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.15 
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1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
a. penelitian inventarisasi hukum positif
b. penelitian asas-asas hukum
c. penelitian hukum klinis
d. penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan

perundang-undangan
e. penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu

peraturan perundang-undangan
f. penelitian perbandingan hukum
g. penelitian sejarah hukum

2. Penelitian hukum yang sosiologis yang terdiri dari:
a. penelitian berlakunya hukum

1) penelitian efektivitas hukum
2) penelitian dampak berlakunya hukum

b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.133

Sutandyo Wignyosubroto menguraikan bahwa,134 penelitian
doctrinal dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 
a. penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikon-

sepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral
menurut sistem hukum alam

b. penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsep-
kan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin
positivism.

c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsep-
kan sebagai putusan hakim in concreto menurut doktrin
realisme.
Apabila disintesiskan dari kedua pendapat di atas, maka

menurut Salim HS dan Erlies ada 7 obyek penelitian hukum 
normatif yaitu: 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum
c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum

133  Amiruddin dan Zainal Asikin (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Radjagrafindo 
Persada, Jakarta, hal.29-30 

134  Sutandyo Wignyosubroto, Op.cit, hal.147-160  
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d. Penelitian sejarah hukum
e. Penelitian perbandingan hukum
f. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif
g. Penelitian menemukan hukum in concreto.135

Objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan
pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan 
hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu 
peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk 
memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan 
apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana 
sebaiknya peristiwa nya menurut hukum, sehingga untuk 
memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa 
hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma 
hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas 
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli 
hukum untuk mencari kontruksi hukum maupun hubungan 
hukum.136 

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup kon-
sepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak 
sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau 
penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-
lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif 
menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem 
norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur 
norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana 
seharusnya manusia bertingkah laku.137 Beberapa unsur-unsur 
norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian 
hukum normatif adalah sebagai berikut: 
a. Norma dasar
b. Asas-asas hukum
c. Peraturan perundang-undangan
d. Peraturan lembaga-lembaga Negara

135  Salim HS dan Erlies, Op.cit, hal.14 
136  Muhaimin, Op.cit, hal.52  
137  Ibid.,  
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e. Peraturan lembaga-lembaga hukum
f. Doktrin atau ajaran hukum
g. Dokumen perjanjian (kontrak)
h. Putusan pengadilan
i. Keputusan pejabat
j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal

dan mempunyai kekuatan mengikat.
Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut

secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum 
secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argu-
mentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang 
seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai 
suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.138 

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum normatif 
dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut: 
1) Penelitian asas-asas hukum

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum
yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin 
hukum positif yang berlaku”.139 Penelitian terhadap asas hukum 
dapat juga disebut “penelitian menarik asas hukum atau mencari 
asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif 
tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara 
tersirat maupun tersurat”.140 Dalam studi ilmu hukum, kajian 
tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas 
hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan 
peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai 
“asas hukum sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan 
hukum. dikatakan demikian karena asas hukum merupakan 
landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan 
hukum”.141 

138  Ibid., hal.53  
139  Bambang Sunggono (2015), Metodogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers Jakarta, hal.86  
140  Sri Mamudji, dkk (2005), Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.10.  
141  Satjipto Rahardjo (2000), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.45 
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Hal ini ditegaskan oleh Yudha Bhakti, “asas hukum adalah 
konsep-konsep dasar pembimbing bagi pembentukan hukum, 
yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut 
dan dikonkritkan. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar 
normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum 
positif tak memiliki makna apa-apa, dan kehilangan watak 
normatifnya yang pada gilirannya asas hukum membutuhkan 
bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif”.142  

Lebih lanjut Rahardjo mengungkapkan bahwa “dengan 
adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan dari 
peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan 
tuntutan etis. Karena itu asas hukum merupakan jembatan 
antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan 
pandangan etis masyarakatnya”.143 Bahkan menurutnya, “asas 
hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan 
suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan 
melahirkan suatu peraturan-peraturan selanjutnya”.144 Oleh 
karena itu harus diakui bahwa asas hukum mengambil tempat 
sentral dalam hukum positif. 

Dalam penelitian ini, “asas-asas hukum itu dipertanyakan 
dari manakah asas hukum tersebut ditarik atau berasal? Faktor-
faktor apa sajakah yang mempengaruhinya?”.145 Contoh pene-
litian ini misalnya penerapan asas contrariu actus dalam sengketa 
sertifikat ganda atau penerapan asas diskresi oleh kepolisian 
dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Bagi seorang 
mahasiswa hukum pada tingkatan pascasarjana, penelitian 
terhadap asas-asas hukum ini penting untuk melakukan 
penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan atau untuk 
melakukan anotasi terhadap putusan-putusan hakim, apakah 
telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku atau tidak. 
Menurut Amiruddin dan Asikin, kegiatan penelitian hukum jenis 

 
142  Yudha Bhakti (2006), Asas Retoratif, BPHN, Jakarta, hal.7  
143  Satjipto Rahardjo, loc.cit.  
144  Ibid.  
145  Amiruddin dan Zainal Asikin (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hal.123  
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ini meliputi: 
“(1) memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum 

yang menjadi objek penelitian. Misalnya, memilih pasal-pasal 
yang mengatur tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, seperti 
pasal 44, 48, 49, 50 dan pasal 51 KUHP; (2) klasifikasikan pasal-
pasal tersebut seperti, gila, belum dewasa, keadaan terpaksa, 
melaksanakan perintah atasan, dan sebagainya; (3) analisis pasal-
pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang 
ada, dan kemudian; (4) konstruksikan dengan ketentuan: 
mencakup semua bahan hukum yang diteliti; konsisten, estetis; 
dan sederhana dalam perumusannya”.146  

2) Penelitian sistematika hukum
Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan

pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum 
tertulis. Fokusnya kata Amiruddin dan Zainal Asikin “bukan pada 
peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusun-
annya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem 
hukum yang terdapat di dalam peraturan yang akan diteliti”.147 
Jadi penelitian terhadap sistematika hukum merupakan 
penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian- 
pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi 
subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek 
hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-
undangan.148  

Menurut Bambang Sunggono, “penelitian ini penting artinya 
karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mem-
punyai arti penting dalam kehidupan hukum, misalnya; penger-
tian pokok/dasar peristiwa hukum yang mempunyai arti penting 
dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (omstandigheden) 
kejadian (gebeurtenissen) dan perilaku atau sikap tindak (gedra-
gingen)”.149 Apabila dikembangkan, keadaan (omstandigheden) 

146  Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid., hal.124-125 
147  Ibid, hal. 127  
148  Bambang Sunggono, Op.cit, hal.93  
149  Ibid.,  
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misalnya dapat memiliki sifat, yaitu (i) alamiah misalnya dalam 
pasal 362 dan 363 KUHP; (ii) psikis misalnya dalam pasal 44 KUHP; 
dan (iii) sosial misalnya dalam pasal 49 KUHP.150 Penelitian ini 
bermanfaat tidak saja bagi pendidikan hukum, tetapi juga untuk 
menilai peraturan perundang-undangan. selain itu, penelitian ini 
juga berguna bagi penegak hukum.151 contoh pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Polri.  

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam 
usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, 
ada 4 prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu:  

“pertama, Derogasi yaitu menolak suatu aturan yang 
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; kedua, 
Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada-tidaknya 
suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama; 
ketiga, Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua 
aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan 
yang lebih rendah; dan keempat, Eksklusi, yaitu tiap sistem 
hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-
undangan”152 

Dalam tataran aplikasinya, “kegiatan yang pertama adalah 
mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi 
fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan krono-
logis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. 
Kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-penger-
tian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum, 
hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan 
objek hukum. Pada titik ini yang dianalisis, hanya pasal-pasal 
yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian lakukan 
kontruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu dalam 
kategori–kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem 
hukum tersebut”.153  

150  Ibid, hal. 94  
151  Sri Mamudji, dkk., loc.cit.  
152   Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal.128 
153  Ibid, 
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3) Penelitian taraf sinkronisasi hukum
Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti keserasian

hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Jadi di sini yang diteliti adalah 
“sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau perundang-
undangan yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain”.154 Pada 
umumnya teori yang digunakan pengkaji hukum dalam menguji 
taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah 
stufenbau theory dari Hans Kelsen. Menurut teori ini, “norma 
hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata 
susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, 
bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, 
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat 
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif”.155 

Telaah atas derajat sinkronisasi dari suatu peraturan 
perundang-undangan ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui 
dua jalur, yakni secara vertikal dan secara horizontal. “Secara 
vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan 
yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. 
Sementara secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah 
peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur 
bidang yang sama”.156 Sinkronisasi vertikal misalnya dilakukan 
untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma antara 
Peraturan Menteri dengan Undang-undang yang mengatur 
norma yang sama. Sedangkan sinkronisasi horizontal misalnya 
dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma 
antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain 
yang mengatur norma yang sama. 

Dengan perkataan lain, apabila sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan itu ditelaah secara vertikal, berarti akan 
dilihat bagaimana hierarkinya. Untuk itu perlu bagi mahasiswa 
hukum untuk memperhatikan dengan benar asas-asas per-

154  Bambang Sunggono, Op.cit, hal.94  
155  Ni’matul Huda (2008), UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, Jakarta, 

hal.54  
156  Sri Mamudji, dkk, Op.cit, hal.11 
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aturan perundang-undangan, yaitu: (i) undang-undang tidak 
berlaku surut (asas retroaktif); (ii) asas lex superior derogate legi 
inferiori, (iii) asas lex specialis derogate legi generali, (iv) asas lex 
posterior derogate legi priori, dan (v) asas undang-undang tidak 
dapat diganggu gugat. Sementara “apabila sinkronisasi per-
aturan perundang-undangan hendak ditelaah secara horizontal, 
yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-
undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai 
hubungan fungsional secara konsisten”.157 Penelitian ini juga 
‘disamping mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh 
mengenai perundang-undangan tertentu, juga dapat meng-
ungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-
undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan 
demikian, peneliti dapat membuat rekomendasi agar per-
undang-undangan tersebut dilakukan amandemen’.158 

4) Penelitian perbandingan hukum
Dalam penelitian ini peneliti membandingkan suatu sistem

hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum 
atau lembaga hukum tertentu lainnya.159 Terkait hal ini, Wahyono 
Darmabrata menjelaskan: 

Apabila yang diperbandingkan adalah sistem hukum 
tertentu, diperbandingkan dengan sistem hukum tertentu yang 
lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum umum, 
sedangkan jika yang diperbandingkan adalah lembaga hukum 
tertentu yang diperbandingkan dengan lembaga hukum 
tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan 
hukum khusus.160 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk 
menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, 
sekaligus perbedaannya. Bahkan berkaitan dengan hal tersebut, 

157  Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal.129  
158  Ibid, 
159  Sunaryati Hartono (1986), Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, hal.1 
160  Wahyono Darmabrata (2000), “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, Hukum 

dan Pembangunan, Voume 4 Tahun XXX, hal. 322 
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Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: 
“Penelitian terhadap perbandingan hukum ini dapat dilaku-
kan atas dasar keinginan, antara lain untuk: (1) menunjukkan 
perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum 
atau bidang-bidang hukum yang dipelajari; (2) menjelaskan 
mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian 
itu, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya (3) mem-
berikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang 
digunakan; (4) memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa 
yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi 
perbandingan yang telah dilakukan; (5) merumuskan kecen-
derungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan 
hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang 
dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut dan (6) 
salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah 
kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang 
didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan 
cara membandingkan tersebut.”161  

Penelitian dengan jenis yang demikian dapat memberikan 
manfaat praktis dan manfaat teoritis. Hal ini dapat dilihat dari 
penjelasan yang dikemukakan Darmabrata sebagai berikut: 
“Manfaat praktis, penelitian jenis ini dapat membantu upaya 
pembaharuan di bidang hukum, unifikasi hukum, dan manfaat 
lain seperti harmonisasi dibidang hukum serta dapat menum-
buhkan saling pengertian antara bangsa. Sedangkan manfaat 
teoritis, melalui penelitian ini dapat terungkap unsur persamaan 
dan perbedaan objek yang diperbandingkan, memberikan 
pemahaman yang lebih mandalam mengenai objek yang diper-
bandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan 
dan perbedaannya”162 

Di kalangan ahli hukum memandang konsep tentang 
perbandingan hukum dalam dua prespektif, tidak hanya melihat 
perbandingan hukum sebagai ilmu, namun juga sebagai 
metode. Memang diakui bahwa dikalangan para ahli hukum 

161  Satjipto Rahardjo, Op.cit, hal.348-349  
162  Wahyono Darmabrata, op.cit, hal.320 
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ditemui belum adanya kesepakatan yang mantap mengenai 
perbandingan hukum tersebut. Namun demikian hal itu bukan 
berarti bahwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengem-
bangkan model-model ataupun paradigm-paradigma tertentu. 
Akan tetapi yang terpenting menurut Sunggono adalah “metode 
perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai 
unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, 
dimana sistem hukum itu sendiri mencakup tiga unsur pokok, 
yaitu: (i) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga 
hukum; (ii)substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah 
atau perilaku teratur; dan (iii) budaya hukum yang mencakup 
perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat 
dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara 
komulatif”.163 

Sebagai suatu metode dalam mengkaji hukum, perban-
dingan hukum menurut Sunaryati Hartono, dapat dipergunakan 
untuk menjelaskan kepada mahasiswa mengenai berbagai 
masalah, antara lain: 
1. Mengapa berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini

masih juga menunjukkan adanya unsur-unsur persamaan
maupun unsur-unsur perbedaan.

2. Hal-hal apa yang menyebabkan atau menjadi latar belakang
adanya unsur persamaan dan perbedaan pada sistem
hukum yang ada di dunia ini

3. Dalam sistem hukum yang sama, apa kiranya yang dapat
menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan

4. Dalam suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan
perkembangan yang sama akan tetapi dapat pula terjadi
perubahan yang fundamental dari masa ke masa

5. Dalam penyelesaian suatu masalah, maka tidak berlaku
suatu dalil satu jawaban untuk satu masalah, melainkan
bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang

163  Bambang Sunggono, Op. cit, hal. 97-98 
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sama dapat diberlakukan berbagai atau bermacam-macam 
cara. 

6. Dalam penyusunan suatu sistem hukum, maka tidak mung-
kin suatu sistem hukum tersusun secara sempurna dan akan
berlaku untuk selama-lamanya atau sepanjang masa. Pada
suatu saat, akan terjadi perubahan, karena perkembangan
masyarakat.164

5) Penelitian terhadap sejarah hukum
Penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang

meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu 
tertentu.  Penelitian ini menurut Sri Mamudji, “menganalisis 
peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya 
dengan gejala sosial yang ada”.165 Dengan kata lain “penelitian 
sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan 
dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian ini, 
akan terungkap ke permukaan mengenai fakta hukum masa 
silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa silam 
dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini.  

Menurut Bambang Sunggono, “sebagai metode, sejarah 
hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap 
tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit 
ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan perundang-
undangan”.166 Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 
peneliti dalam melakukan penelitian terhadap sejarah hukum. 
Menurut Satjipto Rahardjo, “pertanyaan-pertanyaan yang harus 
dijawab oleh peneliti dalam mempelajari sejarah hukum, dian-
taranya adalah: (1) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 
terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana 
jalannya proses pembentukan itu? (2) faktor apakah yang 
dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu 
lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya? (3) bagaimana 

164  Sunaryati Hartono, Op. cit, hal. 130  
165  Sri Mamudji, Op.cit.hal.11  
166  Bambang Sunggono, Op.cit, hal.98  
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interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar 
dengan kekuatan perkembangan diri dalam masyarakat sendiri? 
(4) bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-
lembaga yang diambil dari sistem hukum asing? (5) apakah suatu 
lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? 
Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? 
apakah perubahan itu bersifat formal atau informal? (6) faktor-
faktor apakah yang menyebabkan hapusnya atau tidak diper-
gunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu? Dan (7) 
dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum 
dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum 
tertentu?”167  

Dengan pertanyaan-pertanyaan demikian dapat dipastikan 
bahwa “studi kesejarahan ini pada hakikatnya bersifat inter-
disipliner, karena menggunakan berbagai macam pendekatan 
sekaligus, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan 
positivistis”.168 Contoh yang dapat diajukan misalnya, penelitian 
tentang politik hukum Undang-undang perkawinan. Untuk 
mengkaji hal ini, peneliti harus meneliti tentang naskah aka-
demik, hasil pembahasan (risalah sidang) di DPR dan dinamika 
pemikiran hukum masyarakat ketika undang-undang per-
kawinan tersebut dibahas di DPR. 

 
6) Penelitian inventaris asi hukum positif  

Sesuai dengan namanya penelitian ini pada dasarnya 
merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 
berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang 
telah berlaku di dalam suatu Negara. Misalnya, peneliti ingin 
menginventarisasi hukum positif dalam bidang hukum pidana. 
Ketentuan itu dapat dikaji hukum pidana yang berlaku sejak 
zaman Belanda maupun hukum pidana yang tersebar di luar 
KUHP. Dalam berbagai literatur penelitian hukum disebutkan 
bahwa “inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan 

 
167  Satjipto Rahajrjo, Op.cit, hal.351  
168  Ibid,. 
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pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian 
lain”.169 

Bahkan Sunggono secara lugas menyatakan bahwa 
“sebelum orang (peneliti) sampai pada usaha penemuan norma 
hukum in cocreto, atau sampai kepada usaha menemukan asas 
dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan 
asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha mene-
mukan teori-teori tentang law in process dan law in action, maka 
mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang 
terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut.”170 

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kegiatan 
inventarisasi hukum positif hanyalah pekerjaan mengumpulkan 
peraturan saja, dan pekerjaan itu sulit disebut sebagai kegiatan 
penelitian. Anggapan tersebut oleh Wignjosoebroto dikatakan 
sebagai sebuah kekeliruan. Alasannya karena “kegiatan meng-
inventarisasi hukum positif dilakukan melalui proses identifikasi 
yang kritis-analitis serta logis-sistematis. Menginventarisasi 
hukum positif biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan meru-
pakan salah satu tahap saja dari serangkaian proses penelitian 
yang menyeluruh, walaupun bersifat penelitian pendahuluan, 
akan tetapi penting bagi penelitian hukum yang lain.”171 

Lebih lanjut Wignjosoebroto menjelaskan bahwa “terdapat 
tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, 
yakni: pertama, menetapkan kriteria identifikasi untuk menye-
leksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma 
hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial 
lainnya yang bersifat non-hukum; kedua, melakukan koreksi 
terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma 
hukum, dan ketiga, mengorganisasikan norma-norma yang 
sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu 
sistem komprehensif”.172 

 

 
169  Bambang Sunggono, Op.cit, hal.81  
170  Ibid.,  
171  Amirudin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal.121  
172  Bambang Sunggono, Op.cit, hal, 82-83  
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Dalam mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi 
pokok yang harus diperhatikan. Pertama, “konsepsi legistis-
positivistis, yang mengemukakan bahwa hukum itu identik 
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau oleh pejabat Negara yang berwenang. Berda-
sarkan konsep ini, pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikum-
pulkan hukum perundang-undangan dan peraturan tertulis saja 
ke dalam koleksinya dan menyampingkan norma-norma lain, 
dengan menganggap bahwa norma-norma lain itu bukan norma 
hukum”.173 

Kedua, “lebih menekankan pada arti pentingnya norma-
norma hukum tidak tertulis untuk ikut serta dimasukkan sebagai 
hukum. Berbeda dengan konsepsi pertama yang melihat hukum 
sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup 
dan terlepas dari kehidupan masyarakat, maka konsep kedua 
mengkontruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masya-
rakat itu sendiri. Dalam mengidentifikasi hukum menurut 
konsepsi kedua, peneliti dianjurkan untuk berhati-hati karena 
acapkali setelah tahap pengumpulan data, dilanjutkan dengan 
mengobservasi yang kemudian dilakukan abstraksi terhadap 
perilaku-perilaku yang benar-benar terjadi. Jika demikian halnya, 
ia sudah memasuki bidang kajian hukum yang sosiologis”.174   

Ketiga, “hukum identik dengan keputusan hakim dan 
keputusan kepala adat. Konsepsi ketiga ini dikemukakan oleh 
para ahli antropologi dan para sarjana hukum yang tertarik pada 
kajian hukum dari masyarakat yang seglemental dan primitif 
sehingga timbul kesulitan untuk menggunakan konsepsi logistis 
sebagai dasar penelitian, karenanya perlu untuk merumuskan 
konsepsi baru yang dapat dipergunakan untuk melakukan 
perbandingan antar-budaya. Peneliti hukum adat dapat 
memanfaatkan konsepsi ini, karena konsepsi ini dapat diterapkan 
untuk penelitian inventarisasi hukum tidak tertulis.”175 

 
173  Amirrudin dan Zainal Asikin, Op.cit. hal. 121  
174  Ibid.,  
175  Ibid., hal.123  
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7) Penelitian penelitian hukum in concreto 
Penelitian hukum ini pada dasarnya dilakukan dengan

tujuan pokoknya adalah “hendak menguji apakah suatu postulat 
normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk 
memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto”.176 Jadi 
titik tekannya adalah menemukan hukumnya in concreto bagi 
penyelesaian suatu perkara tertentu. Selain berusaha untuk 
“menemukan hukum in concreto bagi suatu perkara tertentu, 
penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum 
postif in abstracto”.177 

Terkait hal ini dijelaskan Sunggono sebagai berikut: “usaha 
untuk menemukan hukum in concreto hanya mungkin 
dilakukan apabila peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi 
menyeluruh dari...pengetahuan tentang hukum positif in 
abstracto yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini norma 
hukum in abstracto dipergunakan sebagai premis mayor, 
sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal fact) 
dipergunakan sebagai premis minor. Melalui proses silogisme 
akan diperoleh kesimpulan (conlusion) hukum positif in concreto 
yang dimaksud”.178 

Oleh karena itu, “penelitian hukum ini disebut juga penelitian 
hukum klinis (clinical legal research) yaitu diawali dengan 
mendeskripsikan legal fact, kemudian mencari pemecahannya 
melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif 
yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum in concreto untuk 
menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu”.179 Mengenai 
penelitian hukum klinis ini, Amiruddin dan Asikin menulis 
sebagai berikut: 

“Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang 
berlaku umum, hanya berlaku terhadap kasus-kasus tertentu, 
karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi 
menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian 

176  Bambang Sunggono, op.cit., hal. 91 
177  Ibid, hal. 125  
178  Bambang Sunggono, Loc.cit.  
179  Amiruddin dan Zainal Asikin, loc.cit 
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hukum klinis tujuannya bukan untuk menemukan hukum in 
abstracto, tetapi untuk menguji apakah postulat-postulat 
normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk 
memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto”.180  

Sementara itu, “proses search dan research dalam pene-
muan hukum in cocreto melalui dua tahapan. Pertama, proses 
yang dikenal sebagai searching for the relevant facts yang 
terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi 
(sebagai bahan premis minor). Kedua, proses searching for the 
relevant abstract legal prescription yang terdapat yang terdapat 
dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku 
(sebagai bahan premis mayor)”.181 

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian 
terhadap unsur-unsur hukum. Unsur-unsur itu, meliputi:182 
a. Unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum 

melalui filsafat hukum; dan 
b. Unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu. 

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data 
dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu meliputi: 
a. Sumber data primer; dan 
b. Sumber data sekunder 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer 
disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data 
sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepus-
takaan atau literature yang mempunyai hubungannya dengan 
obyek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka 
sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. 

 
B. Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif 

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, 
tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepus-

 
180  Ibid, hal. 126  
181  Bambang Sunggono, Loc.cit. 
182  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, hal.14 
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takaan yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. 
Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan 
hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini 
dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. 
Beberapa perbedaanya antara lain: 
a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang 

disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi. 
b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan 

hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi 
yang perlu dicari diluar sistem hukum. 

c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif 
dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara 
penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk 
sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis 
empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau 
observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau 
pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum. 
Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai 

macam tingkatan, yaitu:183 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan 
pengadilan dan dokumen resmi Negara. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; 
buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar 
(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil 
penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. 
Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk 
memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau 
fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum 
sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan 
dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar 
komentar yang diberikan menjadi objektif. 

 
183  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.141-169 
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c. Bahan Non-hukum, yaitu bahan penelitian y ang terdiri atas 
buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian 
seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan 
tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. 
Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung 
dalam proses analaisa terhadap bahan hukum.  
Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri 

dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian 
ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang 
digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep 
norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat184, 

yang terdiri dari: 
1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aman-
demennya. 

2. Peraturan Dasar yang meliputi; Batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat) 

3. Peraturan Perundang-Undangan: 
Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 
Tahun 2019 dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan terdiri atas: 
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3) Undang-Undang 
4) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang 
5) Peraturan Pemerintah 

 
184  Amiruddin dan Zainul Asikin, Op.cit, hal.31  
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6) Peraturan Presiden
7) Peraturan Daerah Provinsi dan
8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Kemudian dalam pasal 8, dijelaskan bahwa Jenis
Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstutusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang
dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas
perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepala desa
atau yang setingkat.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum
adat

5. Yurisprudensi
6. Traktat
7. Bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang

yang masih berlaku seperti: KUHP, KUHPerdata, KUHD
dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Ran-
cangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian
dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar
dibidang hukum.185 Sementara Peter Mahmud menjelaskan
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum,
jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.186

185  Amiruddin, Loc.cit.,  
186  Peter Mahmud, Loc.cit.  
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus
hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia
hukum, Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum,
meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa
Inggris dan Black’s Law Dictionary (kamus hukum).187

Beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier,
yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia. 
Dan penulis menggunakan istilah bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-
sumber penelitian.  

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif 
adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka 
sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah 
segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan 
menganalisis hukum yang berlaku. Sumber-sumber penelitian 
hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 
yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder.  

Penelitian hukum normatif, acapkali dikonsepkan sebagai 
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in 
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 
yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap 
pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya 
hanyalah data sekunder,188 

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya 
menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan 
kerangka teoritis yang bersifat tentative (skema) dapat diting-
galkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak 

187  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., Op.cit, hal.16 
188  Ronny Hanitijo Soemitro (1984), Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 

hal.52 
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diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat 
dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. 

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan 
hipotesis, kalaupun ada hanya hipotesis kerja. Keempat, konse-
kuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada 
penelitian hukum normatif, tidak diperlukan sampling, karena 
data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan 
kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis 
lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan 
analisisnya.189 

Mengingat Indonesia bekas jajahan belanda, sebagaimana 
Negara-negara Eropa continental lainnya dan bekas jajahannya, 
Indonesia merupakan civil law system. Tidak seperti Amerika 
Serikat dan Negara-negara penganut common law lainnya, 
bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan 
peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. 
Untuk bahan hukum primer yang berupa perundangan, yang 
memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang dasar karena 
semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak 
boleh bertentangan UUD tersebut.  

Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. 
Undang- undang merupakan kesepakatan antara pemerintah 
dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk 
menyelenggarakan kehidupan bernegara. Bahan hukum 
sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai 
prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping 
buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan 
tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.  

Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkem-
bangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang 
tertentu. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam memper-

189  Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal 118-120 
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siapkan penelitian nya lebih dahulu merujuk kepada bahan 
sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku 
maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada 
bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui perkem-
bangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti, perlu dikemu-
kakan disini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa 
buku-buku hukum ini pun juga harus relevan dengan topik 
penelitian. Seorang peneliti dalam bidang hukum pidana. 
Misalnya apabila topik penelitiannya tidak menyangkut hukum 
tata Negara tidak perlu menjadikan tulisan C.E Strong Modern 
Political Constitution sebagai bahan hukum.190 

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-
bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-
bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non 
hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, 
ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan 
penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang 
mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non 
hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan 
memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-
bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap 
bahan-bahan itu.191 

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian 
hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, 
tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan 
hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi 
dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai 
dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan 
perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah 
ada.192   

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

 
190  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.140  
191  Ibid, 
192  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., Op.cit, hal.19 
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 
Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang 
meliputi: 
a. alisis kualitatif193 
b. Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan 
atas perhitungan atau angka atau kuantitas. Misalnya, meng-
gunakan angka statistik. Analisis kualitatif merupakan analisis 
data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan 
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-
temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas 
dari data, dan bukan kuantitas. 

Dari kedua analisis data yang disajikan diatas, maka analisis 
data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah 
analisis kualitatif.  

 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan 
melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum 
yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan 
bergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, 
maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, meng-
umpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan 
dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi doku-
mentasi, baik melalui took-toko buku, perpustakaan dan media 
internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang 
mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang 
berkenaan permasalahan penelitian.194 

 

 
193  Lexy J. Moloeng (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung. hal.112 
194  Muhaimin., Op.cit, hal. 64-65  
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Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (docu-
menter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card 
sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) 
sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik 
pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam 
penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka 
terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan 
non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilaku-
kan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun pene-
lusuran bahan hukum melalui media internet atau website.195   

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3(tiga) jenis 
metode pengumpulan data sekunder, yaitu:196 
a. Studi pustaka (bibliography study); 
b. Studi dokumen (document study) 
c. Studi arsip (file or record study). 

Adapun penjelesan dari masing-masing adalah, sebagai 
berikut: 
a. Studi pustaka (bibliography study); adalah pengkajian infor-

masi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai 
sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 
dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber infor-
masi tertulis tersebut adalah:  
1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya 

disebut perundang-undangan. 
2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim 

(yurisprudensi). 
3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya 

disebut kontrak, konvensi. 
4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu 

hukum. 

 
195  Ibid., 
196  Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal. 81-84 
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5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan 
penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.  

6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan 
hukum yang termuat dalam media cetak. 

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang 
ditempuh adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan 

hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau 
langsung pada sumbernya.  

2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan 
peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut. 

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan 
pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus 
dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan 
hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum-
nya dan urutan perolehannya. 

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai 
dengan masalah dan tujuan penelitian.  

b. Studi dokumen (document study); adalah pengkajian 
informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipubli-
kasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak 
tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: 
1. (pembuat) peraturan perundang-undangan undang-

undang 
2. (Hakim) pengadilan 
3. Pihak yang berkepentingan 
4. Ahli hukum 
5. Peneliti hukum 

c. Studi arsip (file or record study): pengkajian informasi tertulis 
mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau 
(termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, 
disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. 
Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen 
tertentu.  
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Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan 
memiliki reliabilitas yang dipertanggung jawabkan dan memiliki 
tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan 
seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya 
keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang 
dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi 
terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. 

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Tehnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah

terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, 
klasifikasi dan melakukan sistematisasi.197 Inventarisasi meru-
pakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan 
dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier yang didasarkan pada relefansi isu hukum penelitian. 
Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian 
bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 
konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai 
kesesuaian atau relefansi dengan isu hukum, bahan hukum, 
khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau 
dikontruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau 
standar baik dalam teori maupun konsep hukum. Langkah 
klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan 
sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. 
Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan 
struktur bahan hukum.  

Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kon-
tradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan 
hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian 
ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pen-
dekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk 
memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan 

197  Suratman dan H. Philip Dillah, Op.cit, hal. 82-85  
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yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan 
hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan 
sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan 
seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut 
penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum dan 
menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian 
secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan 
keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan 
hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban 
dari hasil penelitian. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis yang bersifat kualitatif.198 Analisis kualitatif 
merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, 
melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan 
kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih meng-
utamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas. Analisis 
kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) 
terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan 
metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan 
hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya 
bahan hukum primer terhadap kekosongan norma hukum, 
antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.199 

Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum dianta-
ranya meliputi: 
a. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah 

memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai 
dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter 
Mahmud menjelaskan interpretasi makna kata dalam 
undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan 
makna kata-kata undang-undang 

b. Penafsiran sistematis jika suatu istilah atau perkataan 
dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu 
undang-undang, maka pengertiannya harus sama. 

 
198  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.cit, hal. 19  
199  Ibid, hal. 87  
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c. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan 
kebalikan dari pengertian suatu istilah (term) hukum yang 
lebih diteliti. 

d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas 
yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam 
suatu undang-undang 

e. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum 
atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan 
ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. 
Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidak-
tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah 
maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui 
dokumen pembuat undang-undang. Peter Mahmud 
Marzuki mengatakan interpretasi historis, makna ketentuan 
undang-undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan ter-
sebut. Dapat dilihat dari naskah akademis, risalah pemba-
hasan sampi menjadi peraturan perundang-undangan.200 

f. Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan 
penyelesaian suatu isu hukum (legal issue) dengan mem-
bandingkan berbagai stelsel hukum. 

g. Penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum 
dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum 
berlaku. 

h. Penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari 
suatu peraturan perundang-undangan.201 Peter Mahmud 
Marzuki menjelaskan penafsiran teleologis yang menen-
tukan adalah tujuan adanya undang-undang (peraturan 
perundang-undangan) tersebut. Yang ditelaah apakah yang 
melandasi adanya undang-undang tersebut. Di samping itu, 
perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat 
undang-undang tersebut.202 
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa interpretasi 

 
200  Peter Mahmud, Ibid, hal.109-111  
201  Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal.155-166  
202  Peter Mahmud, Op.cit, hal.113  



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 
 

 

 

 
 

120       Character Building Through Education 

hukum yaitu ; interpretasi berdasarkan kata undang-undang, 
interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, 
interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, 
interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern, interpretasi 
gramatikal dan interpretasi autentik.203 Sudikno Mertokusuma 
menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu: interpretasi grama-
tikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi 
teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.204 
Bruggink mengelompokkan interpretasi dalam 4 macam 
(model), yakni: interpretasi bahasa, interpretasi historis undang-
undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi kemasya-
rakatan.205 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis 
penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut: 
a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun 

dari data hukum positif tertulis 
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum 
c. Pembentukan standar-standar hukum 
d. Perumusan kaidah-kaidah hukum206 

Metode analisis pada penelitian hukum doctrinal atau 
normatif meliputi: 
a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa 

perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan 
b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan 

fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan 
atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan 
konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan 
yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan. 

c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta 
hukum.207  

 
203  Peter Mahmud, Ibid, hal. 107 
204  Sudikno Mertokusumo (2004), Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hal. 57 
205  Bruggink (2005), Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.26.  
206  Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid, hal.167  
207  M. Syamsudin (2007), Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hal.143-145  
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Analisis bhan hukum dilakukan sebagai kegiatan mem-
berikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, 
mendukung, menambah, atau memberikan, komentar, dan 
kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian 
dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah 
digunakan. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif 
yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang 
dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi 
atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa 
yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma 
hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum 
terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya 
sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan 
sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada 
dalam penelitian hukum normatif.  

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian 
dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis 
sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian 
menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesim-
pulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) 
metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan 
secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif 
biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif 
yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 
umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.  

 
E. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif 

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara 
pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang 
diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi 
karya ilmiah”.208 Dengan pendekatan peneliti akan mendapatkan 
informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak 
dijawab. 

 
208  I Made Pasek Diantha (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

Teori Hukum, Kencana, Jakarta, hal.156  
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Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas 
penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 
diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian 
tentang masalah penelitian. Johnny Ibrahim membagi pen-
dekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, 
yang meliputi: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
c. Pendekatan analitis (analytical approach)
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
e. Pendekatan historis (historical approach)
f. Pendekatan filsafat (philosophical approach)
g. Pendekatan kasus (case approach)209

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam
penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan, yang 
meliputi: 
a. Pendekatan undang-undang (statute approach)
b. Pendekatan kasus (case approach)
c. Pendekatan historis (historical approach)
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)210

Hal-hal yang berbeda dalam kedua pandangan diatas, yaitu
Johnny Ibrahim menambah dua pendekatan dalam penelitian 
hukum normatif, yang meliputi pendekatan analitis dan 
pendekatan filsafat. Hal-hal yang sama, meliputi pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), Pendekatan perban-
dingan (comparative approach), Pendekatan historis (historical 
approach), dan Pendekatan kasus (case approach). 

Pengertian dari kelima pendekatan itu, disajikan secara 
sistematis oleh Peter Mahmud Marzuki. pendekatan perundang-
undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:  

209  Johnny Ibrahim (2008), Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 
Publishing, Malang, hal. 300.  

210  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.93  
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a. Semua undang-undang 
b. Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. 
Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara:  

a. Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap 

b. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia 
maupun di luar Negara lain 

c. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio 
decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan 
untuk sampai kepada suatu putusan. 
Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus (case 

approach) tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam 
pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi 
suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi 
terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.  

Pendekatan historis (historical approach) dilakukan dengan:  
a. Mengkaji latar belakang apa yang dipelajari 
b. Perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 

Pendekatan perbandingan (comparative approach) ini 
dilakukan dengan: 
a. Membandingkan undang-undang suatu Negara; dengan 
b. Undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai 

hal yang sama. 
Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pen-

dekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pen-
dekatan. Pendekatan tersebut adalah:   
1. Pendekatan undang-undang (statute approach) 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “mene-
laah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.211 

 
211  Bambang Sunggono, loc.cit. 
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Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan 
pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan 
atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keber-
adaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan 
perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau 
apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-
undangan yang lama atau yang baru”.212 Jadi fokus perhatiannya 
ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan 
perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang 
diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.  

Suatu penelitian normatif menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 
penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai 
sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:213 
a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada 

didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis 
b. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, 
sehingga tidak akan ada kekurangan hukum 

c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan 
yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun 
secara hierarkis. 
 

2. Pendekatan kasus (case approach) 
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa 
kasus yang terjadi di Indonesia maupun diluar negeri”.214 Objek 
kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “ratio decidendi 
atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai 

 
212   I Made Pasek Diantha, Op.cit, hal.159  
213  Endang Prasetyowati (2010), Metode Penelitian Hukum, Untag Press, Surabaya, hal.113-114 
214  M. Syamsudin (2007), Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal.58  
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pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun 
untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut 
merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam 
pemecahan isu hukum”.215 

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif 
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama 
mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat 
dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang 
menjadi fokus penelitian, jelas kasus yang telah terjadi bermakna 
empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut 
dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak 
dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik 
hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan 
masukan (input) dalam eksplanasi hukum. 

Dalam tradisi common law, sebagaimana yang telah dibahas 
terdahulu, Edward J. Levy mamperkenalkan penalaran dari kasus 
ke kasus: “reasoning from the example from case cae.” Yaitu jenis 
penalaran seperti itu menimbulkan argumentasi kontra dari 
Eissenberg yang menjelaskan dan menguraikan beberapa jenis 
penalaran yang dapat diterima dalam tradisi common law. 216 

 
3. Pendekatan konseptual (conseptual approach) 

Pendekatan konseptual (conseptual approach) ini, Peter 
Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual 
dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum 
yang ada. Hal itu dilakukan karna memang belum atau tidak ada 
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.217 Peter Mahmud 
Marzuki juga menyatakan “Dalam membangun konsep, peneliti 
bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, 
melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan- 
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

 
215  Ibid.,  
216   Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.135 
217  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.177  
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hukum”.218  
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide 
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 
hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. 
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun 
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 
dihadapi”.219 

Konsep (inggris: concept, latin: conceptus dari concipere) 
yang berarti memahami, menerima, menangkap, merupakan 
gabungan dari kata con (bersama) capere (menangkap, men-
jinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam 
pengertian yang relevan adalah unsur unsur abstrak yang 
mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang 
kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang di abs-
traksikan dari hal-hal yang particular. Salah satu fungsi logis dari 
konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian 
dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam 
pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, 
konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan 
objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan di 
tentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya 
dalam proses pikiran.220  

Menurut Ayn Rand, secara filosofis konsep merupakan inte-
grasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut 
ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan 
pengisolasian yang terlibat merupakan proses abstraksi yaitu 
fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan 
aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyautan yang 
terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi, 
yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas 

 
218  Ibid.,  
219  M. Syamsudin, Op.cit, hal.60  
220  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.118  
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mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran 
(namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala 
diperlukan). Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum 
perdata, akan berbeda dengan dengan konsep dalam hukum 
pidana.221 Demikian juga dengan konsep dalam hukum 
administrasi yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep 
hukum pidana dan hukum perdata. 

Penelitian hukum ada dua konsep tentang Negara hukum. 
Di dalam sistem hukum Eropa Continental (civil law system) 
dikenal dengan Rechtsstaat, konsep rechtsstaat berkarakter 
administratif dan bersifat revolusioner yang bermula dari 
penentangan terhadap absolutisme raja sehingga kekuasaan 
raja harus dibatasi dan pembatasan itu harus melalui hukum 
positif. Dalam konsep Negara hukum, asas legalitas pembagian 
kekuasaan Negara tidak boleh terpusat pada satu tangan, 
pengakuan terhadap hak-hak dasar yang harus di lindungi, dan 
pengawasan pengadilan sehingga saluran melalui pengadilan 
yang bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatig heid-
stoetsing) tindakan pemerintah. Dalam suasana seperti itu 
pemikiran tentang perlunya hukum administrasi berkembang 
dan memuncak dengan tuntutan adanya kebutuhan bahwa 
peradilan administrasi mutlak harus ada. Sementara itu, yang 
dikenal dalam sistem hukum anglo saxon (common law system) 
adalah Rule of Law.222 

Ide tentang rule of law yang popular di inggris tersebut 
memiliki karakter judisial yang berkembang secara evolusi. 
Berbeda dengan apa yang berkembang secara revolusi. Berbeda 
dengan apa yang berkembang dalam konsep Negara hukum, 
dalam konsep rule of law pemikiran-pemikiran yang berkem-
bang yakni mengenai kebutuhan bagi adanya langkah-langkah 
untuk suatu peradilan yang benar-benar adil. Semua golongan, 
baik pemerintah maupun rakyat harus taat pada hukum. 
Undang-undang bukan dianggap sebagai sumber hukum 

221  Ibid., hal.118-119  
222   Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.123 
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utama, bahkan pemikiran tentang konsekuensi dari hak-hak 
individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. 
Dengan latar belakang pemikiran tersebut, adanya suatu hukum 
administrasi melahirkan peradilan administrasi dalam konsep 
rule of law dianggap sebagai suatu deskriminasi yang justru 
harus dicegah.223 

4. Pendekatan sejarah (Historical Approach) 
Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”,224 atau “mene-
lusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa 
aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada 
relevasinya dengan masa kini”,225 atau “menelaah latar belakang 
apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai 
masalah yang dihadapi”.226 Menurut Peter Mahmud Marzuki, 
pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami 
filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat 
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melan-
dasi aturan hukum tersebut”.227 

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang 
sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang 
sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang 
sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, 
maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang 
sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam 
aturan perundang-undangan yang dimaksud. Menurut 
perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan 
perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah 
hukum (rechts historische interpretatie) dan kedua, penafsiran 
menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan 

223  Ibid., hal.123  
224  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.166 
225  I Made Pasek Diantha, Op.cit, hal.160  
226  M. Syamsudin, Op.cit, hal.59  
227  Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit.  
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(wets historische interpretatie). 228 
Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah 

memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum 
secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau 
suatu peraturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil 
kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu 
lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Hukum pada masa kini 
dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang 
berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus 
sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada 
masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum 
yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata 
hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata 
hukum pada masa yang akan datang.229 

5. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi

perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri 
merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu 
Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu 
tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.230 Tujuan dari 
perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan 
dan perbedaan hukumnya. Menurut Dianitha, “pendekatan 
perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal 
permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya keko-
songan norma. Artinya tidak ada norma yang dapat diterapkan 
pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang 
sama sekali baru untuk mengaturnya”.231  

Misalnya, perubahan konstitusi menghendaki agar dibentuk 
undang-undang tentang lembaga Negara baru yang berwenang 
melakukan uji materiil (judicial review) atas konstitusional suatu 
undang-undang. Akan lebih komprehensif kajiannya jika peneliti 

228  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.132  
229  Ibid, hal.133 
230  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hal.173 
231  I Made Pasek Diantha, Op.cit, hal.162  
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melakukan pendekatan studi perbandingan dengan konstitusi 
Negara lain yang juga mengatur lembaga juridical review, 
sehingga hasil kajiannya dapat memperkaya wawasan peneliti 
dalam penyusunan laporan hasil penelitian. 

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum 
karena dalam bidang hukum tidak mungkinkan dilakukannya 
suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam 
ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu 
cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk 
membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) 
dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang 
kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari per-
bandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan 
dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan 
akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang di selidiki, 
sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya 
perbedaan iklim, suasana dan sejarah masing-masing bangsa 
yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda. 
Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan 
hukum akan dapat ditarik kesimpulan bahwa:232 
a. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan

menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula.
b. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan

suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang
berbeda pula.
Pendapat Sunaryati Hartono tersebut didukung oleh Michael

Bogdan yang menyatakannya dalam bahasa yang berbeda. 
Konsekuensi logis studi perbandingan hukum akan membawa 
seorang peneliti pada sejarah hukum dan hal itu tidak mungkin 
dihindari sebagaimana dikatakan oleh F. Pringsheim bahwa: 
“Comparative Law without the history of law is an imposibble 
task”. Perbandingan hukum memiliki dimensi empiris yang 
dapat digunakan sebagai ilmu bantu (hulp wetenschap) untuk 

232  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.127-128  



BAB IV PENELITIAN HUKUM NORMATIF 

     Character Building Through Education 131 

keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum. Pendekatan 
perbandingan adalah bersifat empiris dan interdisiplin sehingga 
dapat digunakan dalam penelitian normatif guna meng-
identifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-
bentuk penormaannya. Dengn demikian, penelitian normatif 
dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu 
empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai 
ilmu bantu (hulp wetenschap) sehingga tidak mengubah hakikat 
ilmu hukum sebagai ilmu normatif.233  

Umumnya pendekatan perbandingan yang dilakukan 
dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan 
isi aturan hukum Negara lain yang spesifik dengan aturan hukum 
yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan 
dalam hukum positif. Penelitian seperti itu hanya dilakukan 
terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (tertium 
comparationsis) dengan bahan hukum yang menjadi fokus 
penelitian. Sekali lagi Meuwissen mengingatkan bahwa “De 
rechsvergelijking kan functioneren al een hulpwetenschap voor 
de dogmatische rechswetenschap, in die zin dat dat deze 
bepaalde regelingen en oplossingen uit andere rechtsstelsels 
overweegt en beoordeelt op hun adequaatheid voor het eigen 
recht.” (perbandingan hukum dapat berfungsi sebagai ilmu 
bantu terhadap dogmatic hukum, dalam arti ia memper-
timbangkan pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian ter-
tentu dari tatanan hukum lain dan menilai kekuatan mereka 
untuk hukum itu sendiri)234.      

6. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang 
digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsep-
tual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan 
putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua peme-

233  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.130  
234  Ibid, hal.131  
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riksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna 
baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 
Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik 
melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Pengertian 
hukum (rechtsbegrip) menduduki tempat penting, baik yang 
tersimbolkan dalam kata-kata yang digunakan maupun yang 
tersusun dalam sebuah definisi yang terdapat dalam sebuah 
aturan hukum. Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang 
terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas 
makna nya. Kemungkinan, makna yang pernah diberikan kepada 
suatu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai, baik oleh 
perkembangan jaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat 
sebuah sistem yang all-insclusive sehingga diperlukan pem-
berian makna yang baru pada kata atau definisi yang ada, karena 
ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum.235  

Sementara itu, menemukan makna (begrip) definisi hukum 
merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya. 
Dengan demikian dapat di katakana bahwa pada dasarnya tugas 
analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas 
hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep 
yuridis. Misalkan konsep yuridis tentang subjek hukum, objek 
hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan 
kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar 
hukum, delik dan sebagainya. Pentingnya pendekatan analisis 
pernah dikemukakan oleh George Whitecross Paton sebagai 
berikut: “Austin beleieved that chief of tool jurisprudence was 
analysis…. An analysis of judicial method shaws that law is not a 
static body of rules, but is rather an organic body of principles with 
an inherent power of growth.”236  

Sebenarnya, Paton ingin menunjukkan bahwa Austin 
melihat kepentingan analisis hukum sebagai metode ilmu 
hukum (method of jurisprudence) dari berbagai perspektif aturan 
hukum yang statis. Paton berpendapat bahwa analisis hukum 

235  Ibid, hal.123-124  
236  Ibid, hal.125  
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seperti itu tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai 
permasalahan hukum dan menyodorkan analisis hukum dari 
perspektif hukum sebagai suatu bentuk organ dari berbagai 
prinsip hukum yang bergerak secara dinamis. Apa yang 
dikemukakan oleh Paton lebih dapat diterima jika melihat 
perkembangan hukum yang sangat dinamis dewasa ini.237  

 
7. Pendekatan Filsafat (Philisophical Approach) 

Dengan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, 
penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) 
dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya 
secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas 
filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang di ajukan, 
tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demi-
kian penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran antologis (ajaran 
tentang hakikat), aksiologi (ajaran tentang nilai), epistemologis 
(ajaran tentang pengetahuan), teologis (ajaran tentang tujuan) 
untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan 
oleh pencapaian pengetahuan manusia.238 

Penelaahan filsafat dimulai dengan sikap ilmuwan yang 
rendah hati, berani mengoreksi diri, berterus terang dalam mem-
berikan dasar pembenaran terhadap jawaban yang di kuasai saat 
ini telah mencakup segenap pengetahuan yang ada. Pada batas 
manakah ilmu itu dimulai dan pada batas mana ia berhenti, dan 
apakah kelebihan dan kekurangan ilmu itu. 

Berdasarkan hal tersebut, dibantu pendekatan (approach) 
yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan oleh 
Ziegler sebagai Fundamental Research, yaitu suatu penelitian 
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap 
implikasi sosial dan efek penerapan aturan perundang-undangan 
terhadap masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap 
sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial, dan 

 
237  Ibid, hal.125-126  
238  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal .93-95  
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politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.239 
Hal ini menjawab mengenai isu antara ketentuan UU dengan 

filosofi yang melahirkan UU itu. Hal yang sama juga dapat 
dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara 
suatu Negara dengan Negara lain untuk kasus serupa. Objek 
kajian pendekatan konseptual (conseptualical approach), yaitu 
beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam 
ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di 
dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang mela-
hirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang 
relevan dengan isu yang dihadapi.240 

Beberapa manfaat dari penelitian hukum normatif 
diantaranya adalah: 
a. Menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam 

sebuah peristiwa hukum 
b. Memberikan penelitian (justifikasi) hukum terhadap suatu 

peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang 
sebaiknya menurut hukum. 

c. Meluruskan dan menjaga konsistensi dari system 
d. Norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan 

perundang-undangan.241  
Dalam penelitian hukum normatif ada kesalahan yang sering 

terjadi dan dicampuradukkan  dengan penelitian hukum empiris 
atau penelitian hukum lainnya, yakni: biasanya tidak dimulai dari 
hipotesis, istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal, 
tidak mengenal data untuk membuktikan hipotesis, istilah variabel 
bebas dan variabel terikat tidak dikenal, tidak mengenal data 
untuk membuktikan hipotesis, tidak ada sampel, tidak meng-
gunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, penggunaan statistik 
juga tidak berlaku, dan tidak juga mengenal grounded research, 
adapun kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian hukum 
normatif diantaranya: 

 
239  Endang Prasetyowati, Op.cit, hal.134  
240  Ibid., hal.93  
241  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.41  
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a. Format penelitian menggunakan format penelitian empiris 
dan ilmu sosial. Namun adanya penolakan secara ekstrem 
terhadap penelitian hukum empiris dalam format ilmu sosial 
juga kurang bijaksana. 

b. Penggunaan data dan statistik dalam penelitian. Penelitian 
hukum normatif tidak memelukan data, karena yang diper-
lukan analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun tetap 
bisa digunakan analisis ilmu lain (ilmu hukum empiris) untuk 
menjelaskan fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja 
ilmiah serta berpikir yuridis (juridis denken).  

c. Penggunaan istilah empiris dan hipotesis. Istilah yang ber-
makna empiris harus dihindari seperti: sumber data, teknik 
pengumpulan data, analisis data, perumusan kalimat tanya: 
mengapa, seberapa efektif, seberapa jauh, dan lain-lain, 
sehingga penggunaan hipotesis juga tidak diperlukan. 

d. Penggunaan content analysis tidak diperlukan, karena hal ini 
bersifat empiris, sehingga perlu diganti dengan case approach, 
bukan case study.242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
242  Johny Ibrahim (2005), Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, hal.213-220.  
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A. Pengertian Penelitian Hukum Empiris 
Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut 

empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan 
istilah empirisch juridisch onderzoek243 merupakan salah satu 
jenis penelitian hukum yang menganalisis dang mengkaji 
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris 
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata 
(actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, 
yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh 
karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian 
hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; 
1. Empirical legal research, 
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris) 
3. Penelitian sosio legal (socio legal research). 

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis 
penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya 
hukum dalam masyarakat. Terkait penelitian hukum empiris, ada 
beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum 
empiris diantaranya adalah sebagai berikut: 

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian 
hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis 
(peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi 
dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi 
penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut 
hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan 
masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau 
yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.244 

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian 
hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam 
masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku 
nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat”. 
Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola 

 
243  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, hal.20  
244  Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Citraaditya Bakti, 

Bandung, hal.54 
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perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh 
masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup 
dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai 
oleh masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu 
sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai 
oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang 
hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima, dan 
dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-
undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum (public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata 
asusila masyarakat (sosial ethics). Perilaku yang berpola ini 
umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepa-
tutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.245 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan pene-
litian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji 
dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau 
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data 
yang digunakan berasal dari data primer”.246 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian 
sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti data primer”247. 

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian 
hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research 
(penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio 
legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam 
hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh 
karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan 
dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian 
merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku 
individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.248 

 

 
245  Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal.55  
246  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.21 
247  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal.14 
248  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.87. 
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Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata 
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 
masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang 
dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian 
hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosio-
logis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari 
fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum 
atau lembaga pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum 
empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang 
penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, 
kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat 
dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, 
organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan 
penerapan atau berlakunya hukum”.249 

B. Tipe Penelitian Hukum Empiris
Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu

penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi 
tentang hukum perbedaan kedua tipe penelitian ini akan 
membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang 
diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang 
diterapkan.250 Perbedaan penelitian yuridis sosiologis (penelitian 
sosiologis) berdasarkan mazhab sociological jurisprudence. Pene-
litian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan 
perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem 
norma dalam peraturan perundang-undangan, namun meng-
amati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu 
bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut 
sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) yang 
mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, 
yaitu bahwa “law is not just been logic but experience” atau dari 

249  Muhaimin, Op.cit, hal.83 
250  Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, Op.cit, hal.46  
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Roscou Pound tentang “law as a tool of sosial engineering”. 
Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah 

untuk mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari 
penerapan peraturan perundang-undangan” (something behind 
the law). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, 
mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma 
yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkons-
truksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan 
sebagai suatu perilaku yang ajeg, dan terlembagakan serta 
mendapatkan legitimasi secara sosial.251  

Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap 
hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan ilmu yang 
berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, 
sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada 
ilmu sosiologi. Aliran sociological jurisprudence tetap akan 
menempatkan sistem norma peraturan perundang-undangan 
(ketika berinteraksi dengan msyarakat) sebagai objek kajiannya 
sedangkan aliran sociologi of law menempatkan hukum sebagai 
perilaku sosial yang terlegitimasi.  

251  Ibid., hal.48  
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Perbandingan penelitian hukum sosiologis dengan pene-
litian sosiologi tentang hukum: 

No Komponen Penelitian Hukum 
Sosiologis 

Penelitian 
Sosiologi tentang 

Hukum 
1 Berbasis Pada ilmu hukum Pada ilmu sosial 

2 Isu 
penelitian 

Pada sistem norma 
atau peraturan 
perundang-
undangan ketika 
berinteraksi dengan 
masyarakat (law in 
action) 

Melihat hukum 
sebagai perilaku 
sosial yang ajeg dan 
terlembagakan. 
Hukum diposisikan 
sebagai hukum 
yang hidup dalam 
masyarakat. 

3 Teori yang 
digunakan 

Teori bekerjanya 
hukm dalam 
masyarakat; 
efektifitas hukum, 
hukum dn 
pembangunan, law 
enforcement dan 
lain-lain 

Teori ilmu sosial; 
teori struktural 
fungsional, teori 
konflik dan lain- 
lain.   

4 Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif  

Kualitatif 

C. Objek Kajian Penelitian Hukum Empiris
Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian

empiris yaitu: subjek yang diteliti dan sumber data yang 
digunakan. Subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu 
perilaku hukum (legal behavior) yaitu perilaku nyata dari individu 
atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas 
oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian 
hukum empiris, meliputi:252 

252  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.87  
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a. Efektivitas hukum 
b. Kepatuhan terhadap hukum 
c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan 

hukum 
d. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum 
e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu 

atau sebaliknya 
f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. 

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris 
dapat dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian dalam 
penelitian empiris dijelaskan sebagai berikut: 
a) Penelitian efektivitas hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang 
keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan 
hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan 
masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum 
dalam masyarakat”.253 Bagaimana bekerjanya hukum dalam 
masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. 
Menurut Aminuddin Asikin, “penelitian hukum yang hendak 
menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan 
(berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian 
perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal 
hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-
undang atau keputusan hakim (law in book), sementara realitas 
hukum adalah hukum dalam tindakan (law in action). Dalam 
realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap 
sesuai dengan tata kaidah hukum.”254   

Menurut Aminuddin Asikin, “apabila seseorang ingin meneliti 
efektivitas suatu undang-undang, hendaknya ia tidak hanya 
menetapkan tujuan dari undang-undang saja (baik perspektif 
kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung – 
tidak langsung, maupun tujuan instrumental-tujuan simbolis), 
melainkan juga diperlukan syarat-syarat lainnya, agar diperoleh 

 
253  Sri Mamudji, dkk, Op.cit, hal.11  
254  Amirudin dan Zainal Asikin, Op.cit, hal.137  
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hasil yang lebih baik”.255 Syarat-syarat tersebut antara lain: “(1) 
perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; (2) perbandingan 
antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika 
perilaku tidak diatur dalam hukum. Seandainya hukum sudah 
mampu mengubah perilaku hukum warga masyarakat, maka 
perilaku itu seyogyanya akan sama dengan ketika ada hukum 
yang mengatur perilaku tersebut; (3) harus mempertimbangkan 
jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan yang 
sesaat, perlu dikemukakan kondisi-kondisi dari yang diamati 
pada saat itu; (4) harus mempertimbangkan tingkat kesadaran 
pelaku”.256   

Untuk mengetahui perilaku seseorang, tidaklah mungkin 
dijaring dengan wawancara dan/atau mengajukan sederetan 
daftar pertanyaan, melainkan hanya dapat dilakukan melalui 
pengamatan yang berulang kali, dan dihindari pengamatan yang 
sesaat. Sedangkan sikap hanya dapat dijaring melalui wawancara 
dan/atau quesioner, karena sikap tidak lain dari kecenderungan-
kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat; sikap 
terbentuk dari pola piker manusia; dengan kata lain, sikap berada 
di alam piker (abstrak), dan jika sikap tersebut diwujudkan, tentu 
akan menghasilkan perilaku.257 
b) Penelitian kepatuhan terhadap hukum 

Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang 
mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat ter-
hadap hukum. Misalnya, meneliti tentang ketaatan masyarakat 
dalam berlalu lintas. Apakah subjek hukum pengguna jalan telah 
berlalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau 
tidak. Peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan 
hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum didalam 
menegakkan hukum. Misalnya, peran jaksa dalam melakukan 
penuntutan terhadap terdakwa. Apakah jaksa dalam melakukan 

 
255  Ibid.,  
256  Ibid., hal.138  
257  Ibid., hal.143  
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penuntutan telah didasarkan fakta hukum atau telah sesuai 
dengan prosedur hukum acara yang berlaku. 
c) Penelitian implementasi aturan hukum 

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang 
mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau pene-
rapan hukum didalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang 
penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah 
ditentukan syarat sah nya perkawinan, yaitu menurut hukum 
agama masing-masing dan dicatat. 
d) Penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial 

Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu 
atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan 
menganalisis tentang daya yang ada atau timbul sesuatu yang 
ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari 
masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka 
tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
ketentuan hukum yang ada. Hal ini dicontohkan, pengaruh UU 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Keber-
adaan UU ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konflik 
sosial. Apakah dengan adanya UU konflik sosial, maka konflik 
sosial menjadi berkurang atau semakin tinggi tingkat konflik 
sosial. 
e) Penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum 

Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupa-
kan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang peng-
aruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Misalnya, 
meneliti tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang 
berada di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. 
Masyarakat hukum adat terebut, meminta kepada Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa supaya mereka dapat diakui keberadaan 
sebagai masyarakat hukum adat, yang dituangkan dalam 
Peraturan Daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
belum memberikan tanggapan terhadap permintaan masya-
rakat adat tersebut, karena belum dilakukan penelitian secara 
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holistik tentang keberadaan masyarakat hukum adat. 
Dari kelima objek kajian penelitian hukum empiris diatas, 

“hukum dipandang sebagai gejala sosial, dengan titik berat pada 
perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan 
hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian-penelitian yang demi-
kian, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-
faktor nonhukum yang memengaruhi hukum dipandang 
sebagai variabel bebas”.258 Menurut Marzuki, “hasil yang hendak 
dicapai oleh penelitian semacam ini adalah menjawab per-
tanyaan- pertanyaan: apakah ketentuan tertentu efektif di suatu 
daerah tertentu?; apakah ketentuan tertentu efektif untuk 
seluruh Indonesia?; factor-faktor non hukum apakah yang 
mempengaruhi terbentuknya ketentuan-ketentuan suatu 
undang-undang?; dan apakah peranan lembaga tertentu efektif  
dalam penegakan hukum?”.259 

Penelitian dengan masalah-masalah seperti itu biasanya 
dimulai dengan hipotesis. Misalnya, kehadiran LBH di Kota 
Tanggerang Selatan telah mendorong peningkatan pemahaman 
hukum masyarakat Kelurahan Buaran”. Hipotesis ini merupakan 
jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang nantinya 
akan diuji atau dibuktikan peneliti. Hanya saja hipotesis tidak 
harus selalu ada dalam penelitian hukum, tergantung pada 
tujuan dan lingkup permasalahan yang hendak diteliti. Artinya, 
“jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggam-
barkan secara lengkap ciri-ciri atau karakter dari suatu keadaan, 
perilaku individu atau kelompok nasyarakat, maka hipotesis tidak 
diperlukan. Akan tetapi jika penelitian tersebut bertujuan untuk 
memperoleh data tentang hubungan antara suatu gejala 
dengan gejala lain, makan diperlukan hipotesis penelitian”.260  

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada dua jenis 
penelitian hukum empiris jika dilihat dari objek kajiannya, yakni:261 

 
258  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal.128  
259  Ibid, hal.128-129  
260  Bahder Johan Nasution (2016), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

hal,131-132  
261  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.51-56  
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1) Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis
Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku

masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat 
berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul 
sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu 
ketentuan perturan perundang-undangan positif dan bisa juga 
dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam 
mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.  

Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk 
meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 
Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku 
masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-
undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, 
lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; 
tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan 
masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.262 
2) Penelitian Sosiologis Terhadap Hukum

Objek kajian penelitian ini adalah perilaku masyarakat.
Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Hukum dikonsepkan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan 
terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial 
dimana masyarakat taat dan tunduk kepada “hukum” tersebut.  

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik 
sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek 
kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang 
utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai 
yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Nilai dan kepentingan 
merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut oleh 
masyarakat dalam segala aspek kehidupannya seperti aspek 
politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mewarnai serta 
karakteristik bagi kehidupan masyarakat.   

262  Ibid., hal.53 
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Berdasarkan uraian diatas, objek kajian penelitian hukum 
empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, 
mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, 
mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masya-
rakat terhadap hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.   

 
D. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris 

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara meng-
adakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum 
empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum 
dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering diguna-
kan dalam pnelitian hukum empiris, meliputi:263 
1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 
menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang 
terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di 
samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. 
Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masya-
rakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi 
secara sosial.264 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 
hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang 
diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji 
dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masya-
rakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu 
dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari 
realitas sosial di mana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan 
agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang 
dikehendaki hukum. 

 
 

 
263  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, hal.23  
264  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.47-49  
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2. Pendekatan Antropologi Hukum  
Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan 

yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam 
masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi 
melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal-usul manusia 
dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum. Ada tiga alur 
pendekatan antropologi hukum, yaitu: 
a. Ideologis 
b. Deskriptif 
c. Mengkaji ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, 

keluhan-keluhan.265 
Hal-hal yang dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi 

aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku 
dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Ada dua 
dimensi dari norma yaitu: 
a. Dimensi norma ideal 
b. Dimensi perilaku yang terwujud 

Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi 
pedoman bagi orang yang bertindak. Kajian deskriptif 
merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana 
orang nyata-nyata berperilaku. Hal-hal yang dikaji berkaitan 
dengan kajian terhadap ketegangan-ketegangan, perselisihan, 
keonaran, keluhan-keluhan, yang meliputi: 
a. Jenis-jenis sengketa 
b. Motif dari orang yang melakukan 
c. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyele-

saikannya. 
3. Pendekatan Psikologi Hukum  

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di 
dalam penelitian hukum empiris, dimana hukum dilihat pada 
kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang 
kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti 

 
265  Ihromi, T.O(2001)., Antropologi Hukum: Sebagai Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 

hal.196  
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masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.  
Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan 

yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, 
meliputi:266  
a. Pendekatan sosiologi hukum 
b. Pendekatan antropologi jukum 
c. Pendekatan psikologi hukum 
d. Pendekatan konseptual 
e. Pendekatan perbandingan hukum 
f. Pendekatan perundang-undangan 
g. Pendekatan sejarah hukum. 

 
E. Jenis dan Sumber Data dalam Penelitian Hukum Empiris 

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu:  
a. Data primer 
b. Data sekunder 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari 
sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan 
informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian 
hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan itu 
diperoleh dari para responden dan informan termasuk ahli 
sebagai narasumber.  

Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang 
memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan 
peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang 
terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang 
atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan 
oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat 
mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan 
diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan 
data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang mem-
berikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari 

 
266  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, loc.cit, hal.47-49  
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unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.267 
Dari uraian diatas, maka data yang digunakan adalah data 

primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat 
(responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek 
penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen 
bahan hukum. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian 
hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari 
masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok 
masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, 
data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan 
informan serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data 
kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non 
hukum.268 

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi ter-
masuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah 
kegiatan peninjuan awal yang dilakukan di lokasi penelitian 
dengan pencatatan, pemotretan, dan perekam tentang situasi 
dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis 
observasi, yaitu;269 
a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan

penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan
dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data
yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan
kelanjutan dari studi pustaka.

b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi
penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan
data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul
data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian.
Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti
untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang

267  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.174-175 
268  Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, hal.90  
269  Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 

hal.85  
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diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian 
studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif. 
Observasi pra-penelitian diperlukan untuk menentukan 

kelayakan, efisiensi dan signifikan dijadikan lokasi penelitian 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya transfor-
masi ke lokasi penelitian lancar, sumber data yang tersedia 
memadai, data yang diperlukan cukup signifikan, masyarakat di 
lokasi penelitian lancar, sumber data yang tersedia memadai, 
data yng diperlukan cukup signifikan, masyarakat di lokasi 
penelitian mono-etnis atau multi etnis, budaya masyarakat di 
lokasi penelitian masih asli atau sudah ada pembauran, tingkat 
kerawanan dan keamanan, proses pembangunan dan lain-lain. 

Langkah-langkah kegiatan observasi adalah sebagai 
berikut:270 
1) Menuju lokasi yang dipilih sebagai penjajakan awal
2) Identifikasi alasan-alasan memilih lokasi penelitian.
3) Penyusunan rancangan penelitian hukum di lokasi yang

besangkutan.
4) Inventarisasi hal-hal yang perlu diangkat menjadi alat

pengumpulan data
5) Pengamatan terhadap gambaran perilaku anggota masyarakat
6) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Langkah langkah tersebut tidak selalu dilakukan menurut
urutan seperti ini, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, 
bukan yang utama. Misalnya, data tentang hasil musyawarah 
yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Sumber data 
dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data 
lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. 
Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang 
memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 
peneliti.  

270  Ibid., hal.86  
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F. Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum 
Empiris  
Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu 

pengumpulan data primer dan data sekunder. 
1) Data Primer 

Tehnik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum 
empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data 
yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri 
atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekali-
gus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawan-
cara, angket, atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik peng-
umpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik 
pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari 
yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.  
a. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab 
secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara-
sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawan-
cara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum 
empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan 
informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara 
langsung kepada responden, narasumber atau informan. 
Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan 
atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting 
penelitian mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer 
yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan 
(lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:271 
1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, 

pendapat responden mengenai gejala yang ada atau 
peristiwa hukum yang terjadi; 

2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum 
yang terjadi 

 
271  Abdulkadir Muhammad, ibid, hal. 86-87  
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3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum 
4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik 

maupun dalam hal terjadi konflik  
5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. 

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat 
pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap 
responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang 
tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal 
dilakukan pejabat Negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh adat tertentuyang terikat dengan protokoler. 
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 
Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa 
factor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama 
lainnya. Factor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, 
narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. 

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting 
dalam proses wawancara, karena pewawancara akan meng-
ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan, 
sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden 
atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan 
dan dapat menggali atau mengolaborasi atau mengembangkan 
pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai 
dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang pewawancara 
harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki keterampilan 
mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang 
menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, 
orangnya menarik, (atau mampu mengarahkan pertanyaan 
sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicari informasi 
atau jawabannya), sehingga responden atau informan tidak 
bosan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Responden, narasumber dan informan juga memegang 
peranan yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena 
kualitas jawaban yang disampaikannya akan tergantung pada 
apakah ia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawan-
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cara kepadanya, apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut 
dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau 
tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau 
narasumber atau informan memberikan jawaban yang asal-
asalan atau menjawab tanpa berpikir, bahkan mungkin tidak 
berkompeten sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. 
Oleh karena responden, narasumber, atau informan tersebut 
tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka hasil 
wawancara juga akan kurang berkualitas. Oleh karena itu, 
pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan akan dapat 
mempengaruhi hasil wawancara. Daftar pertanyaan yang 
diajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden, atau juga 
harus dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan 
membuat responden bosan. Situasi wawancara juga akan 
mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena 
faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada 
tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya. 

Untuk dapat mencari tujuan wawancara dengan baik, perlu 
peneliti memperhatikan pedoman berikut ini:272   
1) Berpakaian rapi 
2) Sikap rendah hati 
3) Sikap hormat kepada responden, narasumber, atau informan 
4) Ramah dalam sikap dan ucapan disertai muka yang cerah 
5) Sikap yang penuh pengertian terhadap responden dan 

bersikap netral 
6) Bersikap seolah-olah tiap responden yang dihadapi selalu 

ramah dan menarik 
7) Sanggup menjadi pendengar yang baik. 

Dalam penelitian hukum wawancara mempunyai beberapa 
keunggulan, yakni diantaranya: 
1) Bertemu langsung dengan responden atau narasumber atau 

informan 
2) Dapat segera mendapatkan data 

 
272Soffian Effendi (1991), Metode Penelitian Survei,LP3ES, Jakarta, hal.201  
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3) Penelitian relatif cepat dilakukan atau diselesaikan 
4) Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan 

yang kurang relevan atau untuk mengembangkan per-
tanyaan dengan maksud menggali lebih detail. 
Kelemahan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Apabila responden susah ditemui, sehingga penelitian tidak 
dapat lebih cepat diselesaikan 

2) Waktu wawancara yang terbatas, sehingga data yang 
didapat terkadang kurang terperinci 

3) Situasi wawancara sangat mempengaruhi proses wawancara. 
Tehnik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan 

dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden. 
Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya 
jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang 
diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara 
yakni pedoman wawancara (guide interview) yang telah 
disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan 
untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan alat recorder, alat 
perekam, dan alat bantu lainnya. 

Wawancara langsung kepada responden dan informan 
dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (depth inter-
view) dengan menggunakan pedoman wawancara (guide 
interview) maupun melalui penyebaran angket atau quisioner 
(daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab 
sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara 
tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).  

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, 
yaitu:273 
a) Mengkontruksi mengenai: orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-
lain kebulatan. 

 
273  Lexy J. Moleong (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, hal.148  
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b) Mengkontruksi kebulatan- kebulatan demikian sebagai yang 
dialami masa lalu, memverivikasi, mengubah dan mem-
perluas, informasi yang diperoleh orang lain. 
Keberhasilan wawancara sangat ditentukan oleh; sikap, 

pengetahuan, pengalaman responden, situasi dimana wawan-
cara dilakukan, bentuk dan jenis atau model pertanyaan yang 
diajukan, dan waktu wawancara dilakukan. Oleh karena itu, 
dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting 
untuk mengetahui respon, tanggapan, presepsi, pengetahuan 
serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan 
dan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh 
jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan 
menjawab permasalahan yang diteliti. 
b. Kuisioner  

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara 
tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk 
mengumpulkan data primer secara langsung dari responden 
yang ditentukan sebelumnya dilokasi penelitian. Kegiatan peng-
umpulan data primer melalui kuisioner dilakukan dengan cara 
menyampaikan daftar kuisioner kepada responden yang dituju. 
Kuisioner memuat antara lain: identitas penelitian, jenjang 
pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama 
boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban 
responden. Mengenai informasi yang diperlukan biasanya 
berkisar pada gejala hukum atau peristiwa hukum yang ada atau 
terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan proposal atau kebu-
tuhan data penelitian. 

Moh. Nazir mengemukakan beberapa petunjuk pembuatan 
kuisioner sebagai petunjuk wawancara, yaitu hindari:274 peng-
gunaan kata-kata sulit, pertanyaan yang terlalu umum, per-
tanyaan yang mendua arti (ambigu), penggunaan kata yang 
samar-samar, pertanyaan yang berdasarkan preseumsi, per-
tanyaan yang mengandung sugesti, pertanyaan yang menguji 

 
274  Moh. Nazir (1985), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.257  
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responden, pertanyaan yang memalukan responden. 
Kuesioner merupakan instrument penelitian yang terdiri atas 

serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya yaitu untuk men-
dapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih 
(responden dan informan) melalui wawancara langsung atau 
tidak langsung seperti media online, pos dan lain-lain. 
2) Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumen-
tasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan 
hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan hukum tersier. 

G. Analisis (Pengolahan) Data dalam Penelitian Hukum
Empiris
Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian

adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawan-
cara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan 
menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum 
empiris.275 

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan kemudian, 
kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap 
selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola 
data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut 
secara runtut sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti 
dalam melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui 
kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun 
bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa 
setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan 
pengolahan data. 

275  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal27  
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Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap 
diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan 
penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai 
klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul 
ke dalam kelas-kelas dari gejala atau pristiwa hukum yang sama 
atau yang dianggap sama. Untuk mengadakan klasifikasi ada 
beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:276 
a. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang 

dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak 
ada sisa data yng tidak diklasifikasikan. 

b. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pem-
bagian saja 

c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan 
yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama 
yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak 
dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain. 
Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang 

umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait 
dengan masalah penelitian. Analisis data yakni melakukan kajian 
atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau 
dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan 
sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Analisis data 
dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca 
dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data 
dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah 
dibaca dan diberi arti (diinterprestasikan) bila data itu kualitatif. 

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad277 “Analisis 
data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat 
berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau 
memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesim-
pulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan 
bantuan teori yang telah dikuasainya”. 

 

 
276  Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.180  
277  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Ibid, hal.182  
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1) Sifat Analisis 
Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti 

deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Deskriptif  

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti 
dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran 
atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana 
hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan 
justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.  
b. Evaluatif 

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan 
justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan peni-
laian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang 
diajukan diterima atau ditolak. 
c. Preskriptif 

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argument-
tasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi 
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau 
penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya 
menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil 
penelitian.278       
2) Pendekatan Dalam Analisis 
a. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang 
dinyatakan oleh responden tertulis atau lisan serta juga tingkah 
laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data 
mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai 
data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan 
data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada 
hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang 

 
278  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ibid, hal.183-184 
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dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah 
kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data 
atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karena nya, yang 
dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata 
bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga 
memahami kebenaran tersebut. 
b. Pendekatan Kuantitatif 

Pendidikan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap 
data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis 
dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan meng-
gunakan rumus statistik. Hal itu karena dalam proses peng-
umpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-
masing item jawaban telah diberikan skala. Analisis dengan 
pendekatan kuantitaif akan sangat diperlukan apabila peneliti 
mencari korelasi dari dua variable atau lebih.279 

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling 
penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah 
diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis 
data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan meng-
urutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 
dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif 
dan kualitatif.280  

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas 
perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya meng-
gunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan 
analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan mem-
berikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas 
temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) 
dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat 
digunakan dalam penelitian hukum empiris. 

 

 
279  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Ibid, hal.192 
280  Lexy J. Moleong (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, hal.112  
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Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, 
dilakukan karena alasan sebagai berikut: 
1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan 
2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi 
3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka 
4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara 

purposive 
5) Pengumpulan data yang menggunakan pedoman wawan-

cara dan observasi 
6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan. 

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang 
diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut: 
1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka 
2)  Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti 
3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup 
4) Hubungan antar variable sangat jelas 
5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.281  

Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan 
dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Pene-
litian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya 
penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara 
hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara siste-
matis. Sehingga pendekatan yang digunakan bisa menggunakan 
pendekatan kualitatif atau kuantitatif. 

Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan 
fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah 
dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap 
sesuatu dibalik fenomena, sedangkan kuantitatif adalah metode 
analisis yang berdasarkan angka statistik atau bentuk hitungan 
lainnya sebagai pembuktian kebenaran. Hasil dan manfaat 
penelitian yuridis sosiologis (empiris) dalam ilmu hukum adalah 
memberikan sumbangsih dan besar sekali, diantaranya:282 

 
281  Bambang Waluyo (1996), Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.78  
282  Muhaimin, Op.cit, hal.108  
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a) Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi
pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana
seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-
undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan
masyarakat.

b) Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan
tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus
melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih
efektif dalam pengembangan sistem hukum.

c) Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan per-
aturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masya-
rakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki
dalam proses pembangunan.
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A. Pengertian Penelitian Hukum Normatif-Empiris 
Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman 

hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan 
hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma 
hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan 
merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau 
tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan 
perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penelitian 
hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang 
mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum 
positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in 
action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang 
terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk 
memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa 
hukum in concerto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah 
ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan 
sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berke-
pentingan mencapai tujuannya atau tidak.283 

Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) 
adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-
undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi 
secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi 
secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila 
rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta 
lengkap.284 Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula 
dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) 
yang diberlakukan pada peristiwa hukum in corcerto dalam 
masyarakat.  

 
283  Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, 

Bandung, hal. 53  
284  Ibid, hal.134  
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Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat 
gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian 
mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), 
atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum 
empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum 
in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh 
karena itu, penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian 
hukum normatif-empiris (terapan) (applied law research). 
Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data 
sekunder dan data primer.285 Pelaksanaan atau implementasi 
hukum diwujudkan melalui; 
a. Perbuatan nyata (real action) 
b. Dokumen hukum (legal document). 

Berdasarkan hasil penerapan (pelaksanaan atau imple-
mentasi) hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan seba-
gaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil 
penerapan hukum. Apabila hasil yang telah ditentukan telah 
dicapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan 
sebagaimana patutnya (mestinya). Apabila hasilnya tidak 
tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, 
berarti ketentuan (norma) itu tidak dilaksanakan sebagaimana 
layaknya. Dengan kata lain, ketentuan normatif tidak sesuai 
dengan pelaksanaannya.286 

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian 
hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang meng-
kaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan 
aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”. Oleh karena itu, 
untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup 
hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem 
norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan dikaji 
kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam 
masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan 

 
285  Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal.53  
286  Ibid, hal.54  
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dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang 
terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan 
pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. 

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat 
tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana 
yang salah dan mana yang benar atau apa yang seyogyanya atau 
apa yang seharusnya terhadap suatu permasalahan atau 
peristiwa hukum, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan 
evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum 
termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat dalam pelak-
sanaannya. Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan 
dari sudut pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami 
kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu 
diterapkan. Oleh karena itu, peneliti dan ahli hukum harus juga 
melakukan penelitian hukum secaraempiris (sosiologis) tentang 
penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain 
akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum 
dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan 
dalam konteks sosial kemasyarakatan.287 

Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum 
untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mem-
punyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat 
bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan 
peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepen-
tingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkem-
bangan zaman. Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan 
dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam 
pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim. 
Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan 
kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, 
yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau meng-
kompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum 

 
287  Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, hal.117  
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normative dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan 
dalam satu kegiatan penelitian hukum.288  

B. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris
Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian

hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya 
mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-
undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi 
ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam 
masyarakat sebagai objek kajiannya.289 

 Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya 
merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif 
dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-
empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan 
perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya 
pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu 
masyarakat.290 

C. Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif-Empiris
Objek kajian dalam penelitian hukum normatif-empiris,

hampir sama dengan penelitian hukum empiris, diantaranya 
meliputi: 
a. Pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum
b. Pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum
c. Pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di

dalam penegakan hukum
d. Pengaturan dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum
e. Pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah

sosial tertentu atau sebaliknya
f. Pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan

hukum

288  Ibid,.hal 118 
289  Ibid, hal.118 
290  Ibid, hal.119  
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Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji 
norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan 
hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. 
Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris 
adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan 
hukum untuk mencapai tujuan hukum. Penerapan ketentuan 
hukum normatif merupakan proses perilaku nyata menuju hasil 
yang akan dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang 
dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban kewajiban dan 
diperolehnya hak secara timbal balik antara Negara dan warga 
Negara ataupun pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak).  

Penerapan ketentuan hukum normatif selalu ditandai 
dengan pertanyaan yang menyatakan proses, yaitu bagaimana 
(how). Hasil yang dicapai selalu ditandai dengan pertanyaan yang 
menyatakan objek berupa benda, nilai, dan jasa, yaitu apa/apakah 
(what). Bagaimana cara mengetahui apakah penerapan itu 
sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum 
normatif, atau apakah ketentuan hukum normatif itu sudah 
diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak?. Ukuran sesuai 
atau tidak sesuai, diterapkan atau tidak, biasanya diketahui dan 
dibuktikan oleh hasil akhir yang dicapai berupa fakta empiris 
yang dapat diobservasi dan dokumen hukum yang dapat dibaca. 
Artinya hasil yang dicapai itu memuaskan dan memenuhi 
kepentingan pihak yang berkepentingan atau para pihak dalam 
perjanjian (kontrak) atau masyarakat yang melaksanakan aturan 
hukum. 

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, perilaku empiris 
pihak-pihak yang berkepentingan dapat diketahui dengan jelas 
melalui pengamatan (observasi). Namun apabila perilaku terapan 
tersebut sudah selesai pada waktu lampau, perilaku terapan 
tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui dokumen hukum. 
Apabila dokumen hukum itu diragukan keabsahannya, kebe-
naran perilaku terapan dapat diungkapkan dengan melakukan 
pengecekan langsung melalui wawancara dengan pihak yang 
berkepentingan tersebut. Oleh karena itu, obyek penelitian 



BAB VI PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS 

     Character Building Through Education 171 

hukum normatif-empiris meliputi dua peristiwa, yaitu pengkajian 
aturan hukum yang berlaku dan proses penerapan hukum 
normatif dalam mencapai tujuannya dalam masyarakat.  

Objek kajian penelitian hukum normatif-empiris adalah 
norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk 
perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku 
masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat 
berinteraksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. 
Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas 
diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi 
dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum 
positif. Penelitian hukum normatif-empiris juga bisa digunakan 
untuk meneliti pengaturan norma hukum dan efektivitas 
bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum 
yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi 
dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial 
tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agam. Sedang-
kan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-
undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, 
prosedur pelaksanaan peraturan.291 

Hasil dan manfaat penelitian hukum normatif-empiris dalam 
ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, 
diantaranya: 
a. Mengetahui asas, prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum
b. Mengetahui aturan hukum dan norma yang menjadi dasar

dalam pelaksanaan aturan hukum di masyarakat
c. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi

pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana
seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-
undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan
masyarakat.

291Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto,Op.cit,hal.53 
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d. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan 
tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus 
melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih 
efektif dalam pengembangan sistem hukum. 

e. Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan 
peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta 
masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki 
dalam proses pembentukan hukum 

f. Menjelaskan pelaksanaan atau implementasi aturan hukum, 
sebagai bahan perbaikan terhadap norma aturan hukum 
(normatif).  

g. Mengetahui efektifitas hukum, agar dapat dilakukan 
perbaikan atau penyempurnaan kembali aturan hukum 
pada masa yang akan datang oleh pihak terkait. 
 

D. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris 
1. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum 
normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian 
hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang 
menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum 
dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum 
normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan per-
undang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan 
perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai 
dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan 
dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian 
hukum empiris, meliputi:292pendekatan sosiologis, pendekatan 
antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.  

Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan dalam 
penelitian hukum normatif-empiris, meliputi: 

 

 
292  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.23 
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a. Pendekatan konseptual; 
b. Pendekatan perundang-undangan 
c. Pendekatan sejarah hukum 
d. Pendekatan perbandingan hukum 
e. Pendekatan kasus 
f. Pendekatan sosiologi hukum 
g. Pendekatan antropologi hukum 
h. Pendekatan psikologi hukum 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat selain 
pendekatan dalam penelitian hukum normatif, maka digunakan 
pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Sehingga peneliti 
dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian 
hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum 
normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung 
permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Dan pendekatan 
minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-
empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-
undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak 
dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih 
pendekatan dalam penelitian hukum empiris. 

Dalam pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, 
peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

berdasarkan rumusan masalah 
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak 

ukur penerapan yang bersumber dari dan lebih sesuai 
dengan sub pokok bahasan 

3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan 
pada peristiwa hukum dalam masyarakat yang sesuai 
dengan permasalahan hukum yang dibahas. 
Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif-

empiris, ada beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: 
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1. Pendekatan yang mengkaji norma hukum secara kompre-
hensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian 
yang dilakukan 

2. Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan 
oleh para pihak secara damai tanpa campur tangan 
pengadilan (non-litigasi). Fokus pada penerapan hukum 
normatif pada peristiwa hukum tertentu 

3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang 
diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Fokus 
pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum 
tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi 
penyelesaian melalui pengadilan. 

4. Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam 
keadaan berlangsung atau belum berakhir. Fokusnya pada 
penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu 
yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada pende-
katan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung 
terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa 
hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum 
tertentu yang menerapkan aturan hukum. 
 

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-
Empiris 
Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian 

hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. 
Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan 
studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, 
prosedur seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, 
kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di 
samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; 
dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara 
hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan 
dokumen lainnya. 

Data primer merupakan data yang berasal dari data 
lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber 
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data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. 
Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden 
dan informan serta narasumber. Oleh karena itu menurut penulis, 
sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah 
data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang 
lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan 
non hukum) serta data primer yang langsung diperoleh dari 
masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok 
masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi 
kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan. 

 
3. Lokasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. 
Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris 
harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian. 
Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian 
hukum normatif-empiris adalah adanya lokasi penelitian. 
Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan 
data penelitian yang diperlukan, di samping itu, menjelaskan 
secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi 
tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan 
lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, 
jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi 
penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemung-
kinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian. 

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris 
dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah 
tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada 
di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan 
penerapan hukum yang diteliti. 

 
 
 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 
 

 

 

 
 

176       Character Building Through Education 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-
Empiris 
Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik 
pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, 
dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. 
Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data 
sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi 
pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data 
pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan 
responden dan informan serta narasumber, angkat (kuisioner) 
atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian 
yang akan dilakukan. 

 
5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normati-

Empiris 
Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) 

dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan 
data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan 
bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga 
akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah 
terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum mem-
berikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, 
setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan peng-
olahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-
empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 
a. Pemeriksaan data 
b. Penandaan data  
c. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan 

hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang 
diteliti 

d. Penyusunan/sistematisasi data 
e. Validasi data 
f. Analisis data 
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Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris 
dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga 
menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang 
lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau 
telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan 
teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka 
teori/studi pustaka. Analisis data, yaitu menguraikan data dalam 
bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan 
diberi arti (diinterprestasikan) apabila data itu kualitatif. Menurut 
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad293 “analisis data merupakan 
kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, 
mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan 
komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap 
hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori 
yang telah dikuasainya”.  

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian 
adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil 
wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data 
diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat 
digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan 
kualitatif.294  

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas 
perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya meng-
gunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan 
analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan 
memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata 
atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu 
(kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data 
ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris. 

293  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.182  
294  Lexy J. Moleong (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, hal.112  
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Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitan hukum, 
karena alasan sebagai berikut: 
1) Data yang terkumpul berupa kalimat- kalimat pernyataan 
2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi 
3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka 
4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara 

purposive 
5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara 

dan observasi 
6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan 

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang 
diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut: 
1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka 
2) Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti 
3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup 
4) Hubungan antar variable sangat jelas 
5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.295 

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti; 
deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Oleh karena itu, menurut 
penulis sifat analisis penelitian hukum normatif-empiris dianta-
ranya, sebagai berikut: 
1) Deskriptif 

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan 
gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian 
sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa 
melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. 
2) Evaluatif  

Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan 
justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan 
penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum 
yang diajukan diterima atau ditolak. 

 
 

 
 295  Bambang Waluyo, Op.cit, hal.78 
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3) Preskriptif 
Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumen-

tasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi 
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau 
penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya 
menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil 
penelitian.296 

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam melakukan 
analisis penelitian hukum normatif-empiris yaitu: 
a. Pendekatan normatif, diantaranya pendekatan konseptual 

dan peraturan perundang-undangan sebagai syarat minimal 
dalam memahami penelitian hukum normatif 

b. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta 
juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus 
dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana 
yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang 
diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum 
mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya 
dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan 
dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data 
dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis 
terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh 
karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif 
adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan 
kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan 
hukum. 

c. Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap 
data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya 
analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan 
menggunakan angka-angka seperti rumus statistik. Karena 

 
296  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit, hal.183-184 
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dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan 
kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan 
jawaban yang berbeda-beda. Analisis dengan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif akan sangat diperlukan apabila 
peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih.297 
Oleh karena itu, analisis data dan bahan hukum dalam 

penelitian hukum normatif-empiris dilakukan sebagai berikut, 
yakni: analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier secara 
normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan 
perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan 
rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara 
kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang 
diperoleh dari hasil penelitian melalui; observasi, angket (daftar 
pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada 
responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris 
seperti pendekatan sosiologis atau pendekatan lain yang sesuai 
dengan rumusan masalah. Untuk kemudian dilakukan inter-
pretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan 
penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. 

  Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan 
kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan 
dinalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk 
kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau 
penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif-
empiris dibedakan menjadi 2(dua) metode penarikan penyim-
pulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. 
Untuk penelitian hukum normatif-empiris biasanya disimpulkan 
dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu 
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 
konkrit yang dihadapi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 
297  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Ibid, hal.192 



BAB VI PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS 

     Character Building Through Education 181 

Perbandingan penelitian hukum secara normatif dan penelitian 
hukum secara empiris 

Tahap Penelitian Penelitian 
Hukum Normatif 

Penelitian 
Hukum Empiris 

Metode Pendekatan Normatif /Yuridis/ 
Dogmatis (hukum 
diidentifikasi 
sebagai norma, ex: 
UU, Peraturan 

Empiris/sosiologi 
(hukum sebagai 
interaksi manusia) 

Kerangka Teori Teori-teori intern 
tentang hukum, ex: 
UU, Peraturan 

Teori sosial 
mengenai hukum 
sosiologis (data 
primer) 

Data Data Sekunder 
(bahan hukum) 

Data Primer 

Analisis Data Data primer dan 
data sekunder 

Kualitatif dan 
kuantitatif dengan 
data statistik 

Langkah-Langkah 
Penelitian 

Penetapan kriteria, 
identifikasi, 
pengumpulan 
norma-norma 
pengorganisasian 
norma yang 
dikumpulkan 

Permasalahan – 
Teori- metode- 
data-analisis-
kesimpulan. 
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A. Artikel Jurnal Ilmiah 
1. Pengertian Artikel Jurnal Ilmiah 

Jurnal yang bereputasi lebih memprioritaskan menerima 
artikel yang berasal dari hasil riset dan penelitian. Riset yang baik 
akan menjadikan temuan atau novelty sebagai mahkota dalam 
penelitiannya, menjadi landasan penting lahirnya naskah artikel 
yang baik pula. Jurnal senantiasa mengedepankan novelty 
sebagai standar penting perkembangan jurnal. Riset yang terus 
dijaga kesinambungannya mendorong munculnya kegiatan 
pengabdian pada masyarakat, agar riset memiliki manfaat nyata 
dan fungsi Tri Dharma bagi masyarakat sebagai wujud tanggung 
jawab intelektual dan kecendekiaan seseorang. Riset juga 
mendorong kreativitas peneliti dan pengajar untuk senantiasa 
mengembangkan bahan-bahan riset yang berbasis pengajaran 
atau riset berbasis kurikulum dalam arti luas. Sesuatu yang 
bernilai inovatif dan kreatif ketika kurikulum didorong berbasis 
riset, yang pada akhirnya bermuara pada pengembangan bahan-
bahan ajar atau materi perkuliahan yang diperkuat dengan 
muatan hasil riset. 

Bukankah hal ini mencegah terjadinya status quo atau 
stagnasi kemajuan ilmu pengetahuan. Kolaborasi dengan maha-
siswa menjadi solusi untuk mengenalkan kepada mahasiswa 
akan arti pentingnya riset sejak dari awal. Tidak kalah urgennya, 
melalui riset yang handal, indikator “World Class University” dapat 
lebih konkret capaian dan parameternya bagi civitas akademika. 
Keadaan jurnal-jurnal hukum di Indonesia belum seperti di AS 
atau di Eropa. Seperti dengan jarang ditemukannya, jika bukan 
tidak ada, fakultas hukum yang secara khusus memprogramkan 
penlisan artikel hukum, kecuali pada mahasiswa pascasarjana. 
Pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana hasil penelitian 
dituangkan ke dalam naskah artikel, bagaimana argumentasi 
diolah dan disusun, atau kapan sebuah argument perlu 
menggunakan rujukan sebagai pendukung argument seringkali 
kurang memperoleh perhatian. Akibatnya, calon sarjana hukum 
dan bahkan mahasiswa pascasarjana kerap kesulitan ketika 



BAB VII PENULISAN ARTIKEL, PROPOSAL, LAPORAN BERBASIS PENELITIAN 
 
 
 

 
 

                                    Character Building Through Education  185 
 

menulis artikel untuk dimuat jurnal hukum. 
Artikel pada jurnal ilmiah memiliki kebiasaan tertentu yang 

berbeda dari artikel populer di surat kabar, terutama terkait 
dengan topik, bahasa yang digunakan, dan gaya penulisan 
rujukan (sitasi). Selain itu, dibandingkan dengan artikel pada 
jurnal ilmiah pada umumnya, artikel pada jurnal hukum juga 
memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini terutama terkait 
dengan struktur artikel, penggunaan pendekatan tertentu, 
muatan dan karakteristik pada analisis dan pembahasan, serta 
arti pentingnya referensi pendukung. 

Artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang umum 
digunakan oleh para peneliti atau ilmuan dalam meng-
komunikasikan hasil penelitian kepada pihak lain khususnya 
kepada pembaca dan pengambil kebijakan serta stakeholder. 
Salah satu bentuk artikel ilmiah yang dianggap paling tinggi 
nilainya dan mudah dijangkau adalah artikel yang dipublikasi 
dalam jurnal ilmiah atau sering disebut artikel jurnal. Artikel jurnal 
bernilai tinggi karena tulisan yang dipublikasi dalam jurnal pada 
umumnya sudah melalui seleksi dan proses peer-review yang 
dapat dipercaya. Di samping itu, umumnya artikel yang 
dipublikasi dalam jurnal ilmiah dapat diakses dengan mudah. 
Itulah sebabnya aktifitas penulisan artikel jurnal sangat 
dianjurkan kepada setiap peneliti. 

Artikel ilmiah yang ditulis dalam suatu jurnal ilmiah sangat 
berbeda dengan artikel ilmiah yang ditulis pada suatu majalah 
popular atau surat kabar. Pada umumnya, yang seperti ini untuk 
bidang hukum disebut dengan artikel ilmiah hukum popular. 
Artikel ilmiah yang ditulis untuk suatu jurnal ilmiah mempunyai 
kaidah-kaidah khusus yang harus diikuti oleh peneliti. Kaidah-
kaidah tersebut sudah terstandarisasi pada setiap kelompok 
bidang ilmu. Seorang peneliti yang ingin mengirim tulisannya, 
harus mengikuti kaidah tersebut yang biasanya terlihat pada 
petunjuk bagi penulis yang ada disetiap jurnal.  

Pedoman yang dibuat ini disusun mengikuti petunjuk 
umum yang telah ada. Terdapat dua macam publikasi jurnal yang 
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dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti didalam 
mempresentasikan dan memperkenalkan hasil penelitian, antara 
lain: (1) jurnal ilmiah konvensional (cetak) dan (2) jurnal ilmiah 
online. Jurnal ilmiah konvensional merupakan sebuah publikasi 
hasil penelitian berbasis cetak atau hardcopy. Jurnal ini meru-
pakan jenis jurnal yang lazim digunakan oleh para pengelola 
jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Jenis 
lain dari suatu jurnal akademis adalah jurnal online. Jurnal ini 
merupakan sarana publikasi berbasis website dengan sarana 
internet untuk mempublikasikan dan memperkenalkan karya-
karya ilmiah. Sarana ini merupakan motivasi awal untuk 
membantu mahasiswa dalam menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah 
sebagai persyaratan kelulusan. 

2. Publikasi Jurnal Ilmiah
Skripsi, Tesis dan Disertasi serta hasil penelitian hukum yang

telah diuji, maka selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan 
diwajibkan untuk melakukan publikasi terhadap hasil pene-
litiannya. Untuk melakukan publikasi, tahapan yang harus 
ditempuh sebagai berikut: 
a. Mahasiswa menyusun artikel jurnal ilmiah sesuai dengan

pedoman tentang tata cara penulisan artikel jurnal ilmiah
yang akan dituju.

b. Artikel jurnal ilmiah yang ditulis harus memuat hasil-hasil
penelitian yang tercakup dalam hasil penelitian

c. Mahasiswa berkonsultasi/meminta persetujuan dosen
pembimbing mengenai artikel jurnal ilmiah yang telah
selesai ditulis untuk menyesuaikan bentuk dan isi seperti
yang ditentukan dalam aturan penulisan jurnal yang akan
dituju.

d. Artikel jurnal ilmiah selanjutnya dipublikasikan pada jurnal
ilmiah hukum nasional (untuk S1 minimal pada jurnal
nasional, untuk S2 minimal pada jurnal yang terakreditasi
nasional atau jurnal ilmiah internasional dan untuk S3
minimal pada jurnal internasional yang terindeks).
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3. Jenis Artikel Hukum
Perlunya pemahaman yang utuh dan akurat terkait

pengkategorian jurnal khususnya jurnal-jurnal hukum, baik 
jurnal nasional maupun jurnal internasional serta jurnal inter-
nasional bereputasi. 
1) Artikel Hasil Penelitian (Original Research Article)

Dalam tradisi pengembangan keilmuan hingga urusan
reputasi publikasi, adanya naskah artikel yang diperoleh dari hasil 
penelitian, menjadi pertimbangan utama bagi editor jurnal untuk 
menerima tulisan tersebut. Dengan asumsi bahwa melalui 
penelitian dapat ditemukan gagasan baru atau novelty yang 
sangat penting penilaiannya dalam naskah artikel. Hal ini 
membantu mahasiswa yang akan menempuh tahap ujian akhir 
skripsi, tesis dan disertasi yang mensyaratkan tulisan yang sudah 
dipublikasikan dijurnal tertentu sebagai syarat ujian. Hasil 
penelitian selanjutnya dimodifikasi dengan memilih satu isu atau 
rumusan masalah untuk dikembangkan menjadi topik penulisan 
artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal. 
2) Artikel Telaah (Review Article)

Mengamati perkembangan naskah artikel beberapa tahun
silam hingga saat ini, terdapat indikasi positif, yaitu makin 
banyaknya naskah tulisan yang dihasilkan dari hasil penelitian. 
Mengingat terbatasnya kegiatan penelitian, berimplikasi pula 
pada terbatasnya tulisan dari hasil penelitian. Untuk mengatasi 
hal ini, masih terdapat jurnal yang membuka peluang untuk 
menerima naskah tulisan dalam bentuk telaah atau kajian 
pustaka yang berbasis gagasan konsepsional. Dari prespektif 
keilmuan hukum dan metode penelitian, sesungguhnya artikel 
telaah atau hasil kajian pustaka masih termasuk dalam kategori 
penelitian normatif atau studi kepustakan. Sehingga dapat 
disebut juga sebagai naskah tulisan dari hasil penelitian 
(normatif). Naskah yang seperti ini membutuhkan penguatan 
analisis gagasan dengan memanfaatkan berbagai pilihan 
pendekatan dalam penelitian normatif. Aspek yang ditonjolkan 
pada tulisan ini adalah legal gap dan analysis gap yang dibangun 
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dan dirumuskan berdasarkan ketersediaan bahan-bahan hukum 
yang ada. 
3) Artikel Yang Tidak Layak (Unacceptable Article) 

Selain terdapat sejumlah kriteria bagi naskah yang layak 
untuk dipublikasikan, setiap penulis perlu memperhatikan 
sejumlah hal penting terkait tulisan yang dikategorikan tidak 
memenuhi syarat yang baik dan layak untuk dipublikasikan. 
Ketidaklayakan itu meliputi: 
a. Laporan pekerjaan yang bersifat administrative 
b. Penelitian atau artikel yang tidak memiliki aspek saintifik, 

tergambar pada proses, tahapan, dan metode yang diguna-
kan dinilai tidak tepat, tidak akurat, yang mengakibatkan 
proses analisisnya yang tidak fokus dan perumusan konklusi  

c. Laporan penelitian atau artikel yang tidak memiliki kebaruan 
gagasan sama sekali. Hanya menggambarkan masalah yang 
telah banyak dikaji sebelumnya tanpa ada kebaruan gagasan 
yang ditonjolkan. 

d. Laporan pengabdian pada masyarakat yang tidak memiliki 
aspek saintifik, bahkan cenderung hanya mendeskripsikan 
masalah yang terjadi. 

e. Laporan penelitian atau naskah artikel yang sudah usang, 
baik referensi, metode, pendekatan, temuan, dan analisisnya. 

f. Merupakan duplikasi dari penelitian atau artikel sebelumnya. 
Selain melanggar etika penulisan, juga dapat menimbulkan 
persoalan hukum bagi penulisnya.  
 

4. Standar Penulisan Artikel Ilmiah 
Nilai penting dalam penulisan artikel pada jurnal diindi-

kasikan dengan terpenuhinya standar-standar baku penulisan 
yang diakui secara luas, baik pada jurnal nasional maupun jurnal 
internasional. Standar penulisan artikel pada jurnal-jurnal hukum 
di Indonesia, terus berevolusi untuk memenuhi standar penulisan 
yang baik secara substantive, banyak mengadopsi ketentuan dan 
standar penulisan artikel pada berbagai jurnal hukum yang telah 
diakui kredibilitas dan reputasinya secara luas. 
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1. Kebaruan Isu Tulisan 
Mempersiapkan naskah artikel yang baik dan kredibel, 

diawali dengan kemampuan mencari dan menelaah isu-isu yang 
terbaru dan menjadi diskursus secara global. Dari perspektif 
hukum Indonesia, terdapat sejumlah contoh tentang isu-isu 
hukum yang terus menjadi perbincangan public, antara lain: isu 
melemahnya penegakan hukum kasus korupsi, isu tanggung 
jawab Negara pada kasus pelanggaran berat HAM, isu moralitas 
dalam penegakan hukum. Isu-isu tersebut kemudian dapat 
dijadikan pijakan untuk merumuskan dengan tepat perma-
salahan yang hendak dijawab atau dicarikan solusi melalui 
penelitian. Kronologisnya harus dibangun dengan tahapan 
seperti itu. Isu yang direspon dengan proporsional, kritis dan 
akurat, menjadi dasar lahirnya solusi yang tepat dan repre-
sentative. Pada akhirnya, peneliti atau penulis lebih mudah 
menemukan gagasan kebaruan atau novelty dari penelitian yang 
sekaligus menjadi novelty dari naskah artikel tersebut. 
2. Pernyataan Klaim (Thesis Statement)298 

Pernyataan (claim) adalah thesis yang menjadi dasarsebuah 
artikel. Sebuah artikel yang baik selalu memiliki tentang suatu 
hal, atau dengan kata lain, memiliki gagasan yang hendak disam-
paikan. Pernyataan klaim (thesis statement) dapat berbentuk 
pernyataan yang deskriptif, yaitu pernyataan yang meng-
gambarkan suatu hal sebagaimana adanya. Misalnya, pernyataan 
dapat berupa gambaran historis atas perkembangan hukum 
tertentu, uraian mengenai efek tertentu dari hukum, atau 
pernyataan tentang bagaimana pengadilan menginterpre-
tasikan hukum tertentu. Pada sisi lain, pernyataan dapat pula 
bersifat preskiptif, yaitu pernyataan yang menengahi apa yang 
perlu dilakukan. Selain itu, sebuah tulisan /pernyataan dapat pula 
bersifat eksplanatoris, misalnya artikel yang menjawab per-
tanyaan bagaimana sebuah aturan diinterpretasikan dalam 
makna tertentu dan bukan yang lainnya. 

 
298  Andri Gunawan Wibisana (2019), “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya”. 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 2, hal.471-496  
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5. Sistematika Penulisan Jurnal Ilmiah 
Ada banyak panduan yang bisa membantu dalam menulis 

sebuah jurnal ilmiah. Panduan berikut, dapat menjadi referensi 
bagi mahasiswa dan peneliti. Format umum untuk jurnal ilmiah 
biasanya terdiri dari: 
a. Judul 
b. Abstrak 
c. Pendahuluan 
d. Metode 
e. Hasil dan pembahasan 
f. Kesimpulan  
g. Daftar Pustaka 

 
6. Komponen-Komponen dan Tehnik Penulisan Artikel 

Ilmiah 
a. Judul berjalan  

Judul berjalan adalah judul singkat dan nama penulis 
pertama yang terletak sebagai header di setiap halaman tulisan. 
Judul berjalan harus cukup pendek tidak lebih dari 50 huruf 
termasuk nama penulis.  
b. Judul artikel ilmiah  

Judul dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
Judul artikel yang baik bersifat ringkas, informative dan deskriptif, 
terdiri dari sejumlah kata yang seminimal mungkin (judul tidak 
melebihi 20 kata), tepat menggambarkan isi tulisan yang 
mengandung konsep atau hubungan antar konsep; tepat dalam 
memilih dan menentukan urutan kata. Judul disusun spesifik. 
Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari. Judul ditulis dengan 
huruf besar (KAPITAL), istilah bahasa asing ditulis dengan huruf 
miring (italic). Judul ditulis dengan huruf Times New Roman 
ukuran 14 spasi tunggal dan dicetak tebal. Setiap huruf awal dari 
kata dalam judul ditulis dengan huruf besar kecuali untuk kata 
sambung dan preposisi. Apabila ada subtitle ditulis dengan huruf 
biasa ukuran font 12. 
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c. Nama dan alamat penulis
Nama diri penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar dan

penulisan nama dari satu artikel ke artikel lainnya harus 
tetap/konsisten, hal ini penting untuk pengindeksan nama 
pengarang. Keterangan tentang program yang ditempuh, 
alamat penulis dan/atau e-mail yang dicantumkan harus jelas, 
dan diletakkan pada catatan kaki (foot note) di halaman judul 
dengan ukuran huruf (font) yang lebih kecil dari ukuran huruf 
pada isi teks. Nama penulis ditulis dengan huruf Times New 
Roman font 12 dan dicetak tebal. Semua penulis diberi 
note/catatan untuk menunjukkan asal institusi. Institusi dan 
alamat ditulis dengan menggunakan Times New Roman font 10 
dan dicetak miring.  
d. Abstrak dan kata kunci (Abstract and Keywords)

abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Abstrak merupakan sari tulisan yang meliputi latar belakang 
penelitian secara ringkas, tujuan, metode yang digunakan, hasil 
temuan serta simpulan. Rincian perlakuan tidak perlu dican-
tumkan kecuali jika memang merupakan tujuan utama pene-
litian. Abstrak bersifat konsisten dengan isi artikel dan self 
explanatory, artinya mengandung alasan mengapa penelitian 
dilakukan (rasionalisasi dan justifikasi), dan tidak meujuk kepada 
grafik, tabel atau acuan pustaka. Abstrak ditulis dalam jarak 1 
spasi dengan jumlah kata tidak lebih dari 250 kata yang 
dilengkapi dengan 3-5 kata kunci. Kata kunci menggunakan 
huruf Times New Roman ukuran huruf font 10, dicetak miring, 
huruf kecil semua, dituliskan secara alfabetis maksimum 5 kata. 
Kata kunci mengacu kepada judul artikel, yaitu istilah-istilah yang 
mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang dibahas dalam 
artikel 
e. Pendahuluan (Introduction)

Dalam pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan/
konsep/hasil penelitian sebelumnya secara jelas dan ringkas 
sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis sebagai 
artikel ilmiah. Pustaka yang dirujuk hanya yang benar-benar 
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penting dan relevan dengan permasalahan untuk men”justifikasi”. 
Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian 
dipilih dan dianggap penting (alasannya secara hukum/isu 
hukum) dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian 
tersebut. 
f. Metode (methods) 

Metode penting dalam tulisan naskah. Metode berisi alur 
pelaksanaan penelitian yang harus ditulis dengan rinci dan jelas 
sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama. 
Spesifikasi data/bahan hukum harus rinci agar orang lain 
mendapat informasi tentang cara memperolehnya. Jika metode 
yang digunakan telah diketahui sebelumnya, maka acuan 
pustakanya harus dicantumkan. 
g. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussion) 

Hasil penelitian dalam bentuk data/bahan hukum meru-
pakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil 
temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil 
penelitian dapat menggunakan grafik/tabel/gambar. Tabel dan 
grafik harus dapat dipahami dan diberi keterangan secukupnya. 
Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan 
relevan dengan tujuan penelitian. Letak judul grafik/tabel/ 
gambar sejajar dengan margin kiri dari grafik/tabel/gambar. 
Temuan diluar dugaan yang tidak sesuai dengan tujuan pene-
litian harus mendapat tempat untuk dibahas. Dalam pem-
bahasan dikemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan 
teori, asas dan prinsip hukum, perbandingan hasil penelitian 
dengan hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan termasuk 
dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah 
diteliti. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang 
diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.  
h. Simpulan (Conclusion) 

Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil 
penelitian dan pembahasan sesuai permasalahan penelitian. 
Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian, 
berimplikasi praktis, pengembangan teori/argumentasi baru dan 
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atau penelitian lanjutan. 
i. Ucapan Terima kasih (Acknowledment) 

Ucapan terima kasih dibuat secara ringkas sebagai ung-
kapan rasa terima kasih atas hasil penulis kepada pembimbing 
dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian serta 
pemberi dana. 
j. Daftar Pustaka (References) 

Bahan rujukan (referensi) yang dimasukkan dalam daftar 
pustaka hanya yang tertulis dalam naskah artikel. Penulisan 
daftar rujukan secara lengkap dilakukan pada halaman baru. 
Agar penulisan daftar pustaka lengkap, maka daftar dibuat 
sebagai tahap penulisan paling akhir. Naskah dibaca dari awal 
sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar semua referensi yang ada 
dalam naskah dan daftar tersebut digunakan untuk menyusun 
daftar pustaka. Konteks rujukan yang dicantumkan hanya yang 
benar-benar ada kaitannya dengan isi penelitian.  

Bahan rujukan berbahasa asing ditulis sesuai dengan aslinya. 
Penggunan et all, dalam bahan rujukan hanya digunakan jika 
jumlah penulis terdiri lebih dari 3 orang. Penulisan daftar pustaka 
masing-masing bidang ilmu mengikuti pedoman yang 
dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan 
publikasi berkala. Dalam sistem penulisan nama dipergunakan 
sistem penulisan nama penulis secara internasional yaitu, nama 
keluarga. Apabila nama keluarga ditulis tidak jelas, maka 
dituliskan nama penulis secara lengkap. 
k. Lain-lain 

Catatan kaki (footnotes): ditulis di bagian bawah dan biasa 
digunakan sebagai informasi program studi dan alamat penulis. 
Dalam bidang ilmu sosial, catatan kaki merupakan keterangan 
atau penjelasan atas teks tulisan yang dicatat pada bagian bawah 
halaman teks tulisan yang bersangkutan dan diberi tanda 
tertentu. Penulisan catatan kaki sebaiknya dibatasi dan biasanya 
menggunakan ukuran huruf yang lebih kecil dari huruf dalam 
teks. 
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7. Petunjuk bagi Penulis 
a. Artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal disusun dari hasil 

penelitian skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian lainnya 
yang ditulis ulang dalam bentuk artikel ilmiah. 

b. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 
dengan huruf Times New Romans (font 12), disusun siste-
matik sesuai dengan urutan diatas. Naskah diketik dengan 
menggunakan 1,5 spasi. Jumlah halaman naskah keselu-
ruhan tidak melebihi 15 halaman dengan format atas dan kiri 
berjarak 2,5 cm, kanan dan bawah 2,5 cm dari tepi kertas 
ukuran A4. Awal paragraf dibuat menjorok. Penulisan 
singkatan untuk pertama kali muncul dalam teks, harus 
diikuti dengan kepanjangannya. Pengutipan pustaka yang 
ditulis lebih dari 3 orang dalam teks naskah menggunakan et 
al. Contoh (Sifulan et al,2012) 

c. Ilustrasi dalam bentuk foto, gambar, grafik/tabel harus utuh, 
jelas terbaca. Penulisan judul tabel letaknya dibagian atas, 
nama gambar termasuk grafik letaknya di bagian bawah 
dengan Nomor urut angka Arab. Foto (hitam putih) besarnya 
antara1/4 halaman sampai ½ halaman. Judul foto ditulis di 
bagian bawah foto. 

d. Daftar pustaka/ rujukan dalam isi naskah disusun berda-
sarkan bidang ilmu dan mengikuti pedoman yang dikeluar-
kan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi 
berkala. 

e. Naskah yang masuk akan diseleksi, diberi catatan dan 
dikirimkan kepada tim ahli (penyunting ahli) untuk dikoreksi 
dan diberi catatan. Selanjutnya penulis melakukan perbaikan 
dan mengirimkan kembali naskah yang telah diperbaiki. 
 

8. Proses Penulisan Naskah 
Terdapat banyak sekali jurnal ilmiah untuk setiap bidang 

ilmu karena hampir di setiap Negara, organisasi profesi ilmiahnya 
menerbitkan jurnal yang bertaraf internasional. Di antara jurnal-
jurnal ilmiah tersebut tentu saja masing-masing memiliki gaya 
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yang berbeda-beda. Di lain pihak, kualitas suatu jurnal ilmiah 
sangat ditentukan antara lain oleh kualitas kerjasama antara 
pengelola jurnal (dewan redaksi), penyunting ahli dan penulis 
artikel ilmiah. Bagi seorang peneliti, adalah suatu prestasi yang 
membanggakan apabila artikel ilmiah yang ditulis dari penelitian 
yang telah dilakukannya dapat dipublikasikan dalam salah satu 
jurnal ilmiah. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus 
dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara 
mengikuti gaya dari jurnal yang diharapkan akan mempubli-
kasikan tulisan yang dibuat. Secara singkat tahapan yang harus 
dilalui: 
a. Dapatkan dan cermati petunjuk bagi calon penulis yang 

biasanya dicantumkan pada setiap penerbitan jurnal. 
b. Tulislah naskah sesuai dengan ketentuan yang dipersya-

ratkan (format, jenis dan ukuran kertas, marjin (batas) kiri, 
atas, kanan, bawah dan lain-lain). Prinsip utamanya adalah 
mengerti dan memahami dengan benar pengertian tentang 
komponen-komponen penyusun (batang tubuh) suatu 
artikel. 

c. Naskah yang sudah ditulis untuk dibaca kembali untuk 
mengecek kembali tata tulis dan substansinya. 

d. Setelah penulis anggap semua sempurna, dapat meminta 
bantuan teman atau kolega untuk membaca dan berdiskusi 
serta meminta masukannya untuk perbaikan naskah yang 
sudah dibuat. 
 

9. Pengiriman Naskah 
Sebelum dikirimkan kepada dewan redaksi (penyunting ahli), 

naskah artikel yang telah disusun diberikan kepada tim 
pembimbing untuk ditelaah dan dikoreksi. Setelah naskah selesai 
diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing, naskah artikel 
dilampirkan, 1 lembar surat pernyataan bahwa naskah telah 
diperiksa, dikoreksi dan disetujui tim pembimbing.  
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10. Daftar Pustaka/Rujukan 
Penulisan daftar pustaka masing-masing bidang ilmu 

disusun dengan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh 
organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala. 
Cantumkan nama semua penulis apabila tidak lebih dari 3 orang, 
dan bila lebih dari 3 orang penulis, tuliskan nama 3 penulis 
pertama dan selanjutnya et all. Jumlah rujukan sebaiknya 
dibatasi sampai 25 sumber pustaka dan secara umum merujuk 
pada tulisan yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Perlu dihindari 
penggunaan abstrak sebagai rujukan. Materi yang telah dikirim 
untuk publikasi tetapi belum diterbitkan harus dirujuk dengan 
menyebutkannya sebagai pengamatan yang belum dipublikasi 
seijin narasumber. Makalah yang telah diterima untuk publikasi 
tetapi belum terbit dapat digunakan sebagai rujukan dengan 
perkataan “in press”. Hendaknya juga dihindari rujukan berupa 
komunikasi pribadi, kecuali untuk informasi yang tidak mungkin 
diperoleh dari sumber umum. Nama sumber dan tanggal 
komunikasi disebutkan, dapatkan izin tertulis dan konfirmasi 
ketepatan dari sumber komunikasi. 

 
B. Penyusunan Proposal Penelitian 
1. Pengertian Proposal Penelitian 

Menyusun proposal penelitian merupakan salah satu 
tahapan penting dalam seluruh rangkaian penelitian yang akan 
dilakukan mahasiswa. Dikatakan penting karena proposal 
penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah 
yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya 
sehingga akan menentukan berhasil tidaknya seluruh kegiatan 
penelitian. Proposal penelitian itu sendiri sesuai dengan istilah-
nya, masih merupakan “rancangan yang bersifat tentatif dalam 
artian masih merupakan alternatif sementara dan masih 
dimungkinkan untuk berubah. Meskipun demikian di dalam 
proposal penelitian itu telah tergambar apa yang menjadi 
kerangka isi penelitian, yang dengan sendirinya dapat mencer-
minkan kualitas dari suatu penelitian yang akan dilakukan oleh 
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peneliti”.299 
Pendapat senada ditegaskan Ulber Silalahi bahwa “proposal 

penelitian merupakan rencana penelitian yang bersifat tentatif 
tetapi harus mencakup gambaran tentang kegiatan penelitian 
yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu proposal merupakan 
pedoman atau peta kegiatan penelitian yang akan diikuti oleh 
peneliti selama penelitian berlangsung”.300 Dengan demikian, 
“proposal penelitian pada dasarnya merupakan salah satu alat 
untuk mengukur kemampuan peneliti dalam merencanakan 
kegiatan penelitian, terutama konsistensi berpikir terhadap objek 
yang akan diteliti”.301 Dalam menyusun tugas akhir bagi maha-
siswa hukum seperti skripsi dan tesis, proposal penelitian dapat 
digunakan oleh para pembimbing untuk mengetahui jalan 
pikiran mahasiswa yang dibimbingnya, yang untuk selanjutnya 
apakah usulan penelitian itu dapat diterima atau ditolak. Dengan 
demikian merupakan tugas yang sangat penting bagi dosen 
pembimbing untuk memberikan perhatian ekstra cermat 
terhadap proposal penelitian yang dibimbing tersebut.  

Dosen pembimbing harus memastikan dengan benar 
bahwa proposal penelitian yang diajukan mahasiswa layak untuk 
dijalankan mahasiswa. Karena itu, keberhasilan penelitian yang 
akan dilakukan mahasiswa selain dari mahasiswa yang ber-
sangkutan juga akan sangat ditentkan oleh peran dosen 
pembimbing baik dari sisi teknis maupun substansi penulisan. 
Bagi mahasiswa, proposal penelitian yang sudah disetujui dosen 
pembimbing merupakan panduan mengenai hal-hal yang harus 
dilakukan selama melakukan penelitian. Oleh karena itu proposal 
penelitian memberikan informasi yang representatif tentang 
rencana detail suatu kegiatan penelitian, maka dalam “menyu-
sun proposal penlitian, perlu di antisipasi tentang berbagai 
sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan meng-

 
299  Suharsimi Arikunto (2005), Manajemen Penelitian, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hal.8  
300  Ulber Silalahi (2012), Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung, hal.320  
301  M. Syamsudin (2007), Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hal.76  
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hambat terlaksananya penelitian”.302 
Selain itu, menyusun proposal harus didasarkan pada 

kerangka penelitian yang jelas, sebab “tanpa dilandasi dengan 
kerangka yang jelas menyebabkan mahasiswa kehilangan arah 
dan tujuan dalam menulis proposal penelitian sehingga 
kemungkinan besar akan berhenti ditengah jalan dan sia-sialah 
pekerjaan yang telah dilakukannya”.303 Oleh karena itu Arikunto 
mengingatkan bahwa dalam menyusun proposal penelitian 
mahasiswa “dituntut untuk merumuskan dengan jelas apa 
tujuan yang ingin dicapai. Di samping tujuan, di dalam proposal 
juga disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 
penelitiannya antara lain, latar belakang diadakannya penelitian, 
pronlematika, hipotesis, metodologi yang dipakai. Dengan 
menyusun proposal penelitian ini menandakan bahwa kegiatan 
telah dilakukan secara sistematis dan terencana”.304 Proposal 
penelitian yang demikian inilah dapat dikategorikan sebagai 
suatu karya ilmiah karena dilakukan dengan tujuan, terencana, 
dan sistematis. 

 
2. Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian 

Tujuan penyusunan proposal adalah : (1) membantu 
penelitian untuk mengarahkan pemikirannya secara baik, 
memahami cakupan penelitiannya, mengerti apa yang akan 
dijawab dan tidak dapat dijawab dalam penelitiannya; (2) 
membantu peneliti menemukan pendekatan dan langkah-
langkah praktis yang perlu dilakukan adalah penelitian dalam hal 
merumuskan masalah, penentuan objek, metode, dan alat 
pengumpulan data yang tepat; dan (3) untuk menginformasikan 
kepada khalayak (pembaca) tentang arti pentingnya penelitian 
itu dilakukan.  

Sementara itu, proposal penelitian pada pokoknya juga 
berfungsi sebagai: (1) kerangka kerja (frame work) dalam 

 
302  Sugiyono (2013), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

Alfabeta, Bandung, hal.267.  
303  M. Syamsudin, Op.cit, hal.75 
304  Suharsimi Arikunto, Loc.cit,  
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mengungkap masalah yang akan diteliti; (2) pembatasan 
kegiatan penelitian, yaitu menunjukkan spesifikasi dan ruang 
lingkup objek penelitian; dan (3) petunjuk dan arah dalam meme-
cahkan problem penelitian dalam metode yang diterapkan. Agar 
tujuan dan fungsi proposal penelitian tersebut dapat tercapai, 
ciri-ciri proposal yang baik antara lain: (1) harus menunjukkan 
kejelasan masalah yang akan diteliti; (2) ada konsistensi, judul, 
masalah, tujuan, dan metode yang digunakan; dan (3) sebaiknya 
mengikuti pedoman penyusunan proposal yang telah ditetapkan 
oleh instansi yang bersangkutan, terutama sistematikanya. 

 
3. Sistematika dan Muatan Proposal Penelitian 

Sistematika proposal penelitian pada umumnya berisi secara 
berurutan dan masing-masing mempunyai muatannya sendiri-
sendiri dengan porsi yang berbeda antara bagian yang satu 
dengan lainnya. Misalnya, muatan latar belakang masalah akan 
berbeda dengan muatan kerangka teori atau dengan bagian 
lainnya. Proposal penelitian harus dibuat secara sistematis dan 
logis-konsekuensi dari suatu karya ilmiah sehingga dapat 
dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Oleh karena 
itu, mahasiswa dituntut untuk mengetahui secara jelas apa yang 
harus diuraikan disetiap bagian sistematika proposal penelitian 
tersebut. 
a. Judul Penelitian 

Muatan judul penelitian hendaknya mencerminkan tema 
penelitian yang menjadi fokus kajian yang akan dilakukan. Jika 
tema penelitiannya mengangkat hukum pidana, maka judul 
penelitian yang dirumuskan tidak boleh menyimpang dari tema 
hukum pidana. Jika penelitiannya mengangkat hukum perdata, 
maka judul penelitiannya harus fokus pada tema hukum perdata 
yang diangkat.305 Demikian pula, jika tema penelitiannya 
mengangkat hukum tata Negara atau hukum administrasi 
Negara, maka judul penelitian yang dirumuskan tidak boleh 

 
305  M.Syamsudin, Op.cit, hal.77-78  
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menyimpang dari tema hukum tata Negara atau hukum 
administrasi Negara. Namun demikian judul penelitian juga 
kerap mencerminkan persinggungan dari disiplin ilmu hukum 
seperti hukum pidana atau hukum perdata dengan hukum 
administrasi Negara. 

Penentuan judul penelitian secara teknis harus bersumber 
dari isu hukum oleh karena itu, mahasiswa sebelum menentukan 
judul hendaknya telah merumuskan isu hukumnya terlebih 
dahulu. Kesulitan mahasiswa dalam merumuskan judul diakibat-
kan karena mahasiswa tidak menguasai secara jelas apa isu 
hukum yang melingkupi penelitian yang hendak dilakukannya. 
Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut telah merumuskan 
isu hukumnya, dan dari isu hukum tersebut diperoleh variabel-
variabel yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan judul 
penelitian. Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam meru-
muskan judul penelitian, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh 
yang memuat isu hukum dengan memilih kata-kata yang tepat 
dan pendek, kemudian diedit, kata-kata yang tidak diperlukan 
dan mubazir dihilangkan, sehingga akhirnya judul tersebut 
menjadi jelas dan singkat serta mengandung isu hukumnya. 
Dengan demikian, judul merupakan cerminan isu hukum. Untuk 
merumuskan judul penelitian yang baik, maka judul penelitian 
setidak-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) 
singkat, sederhana, dan jelas; (b) menggambarkan tipe penelitian 
yang akan dilakukan; (c) ada keterkaitan dengan masalah dan 
tujuan penelitian (d) mengandung problematika penelitian dan 
(e) tidak lebih dari 12 kata, jika lebih sebaiknya dibuat anak 
judul.306  
b. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan gambaran masalah 
yang akan diteliti. Selain itu, juga merupakan suatu uraian yang 
mengungkapkan alasan atau sebab-sebab seseorang peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian. Selain itu, peneliti harus 

 
306  Ibid, hal.78  
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mampu menjelaskan pentingnya topik masalah itu diteliti, baik 
secara teoritis maupun praktis. Pada bagian ini permasalahan 
secara jelas sudah muncul meskipun belum formalkan sebagai 
permasalahan penelitian. Oleh karena itu dalam latar belakang ini 
kata Sugoyono, “peneliti harus melakukan analisis masalah 
sehingga masalah sehingga permasalahannya menjadi jelas. 
Melalui analisis masalah ini, peneliti harus menunjukkan adanya 
suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data atau fakta 
dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti”.307 Bahkan 
menurutnya, “penelitian itu tidak harus berangkat dari masalah, 
tetapi dari potensi. Potensi tersebut dapat berkembang menjadi 
masalah karena potensi tersebut tidak dapat didayagunakan”.308 

Dengan demikian, dalam latar belakang ini intinya berisi 
tentang uraian analisis isu hukum yang menggambarkan adanya 
kesenjangan atau potensi kesenjangan antara yang senyatanya 
dan seharusnya, jawaban sementara terkait isu hukum, dan 
uraian tentang perlunya dilakukan penelitian. Berbagai hal 
tersebut hanya dapat dilakukan jika mahasiswa memiliki penge-
tahuan dan ketrampilan dalam memetakan masalah hukum dan 
menemukan jawaban sementaranya. Dalam menyusun latar 
belakang masalah, mahasiswa dituntut melakukan kajian 
terhadap berbagai literature hukum maupun hasil penelitian 
hukum terdahulu jika ada, yang untuk selanjutnya dijadikan 
bahan baku dalam menyusun latar belakang berdasarkan hasil 
pemikiran peneliti sendiri. 

Dilihat dari segi pola susunannya, biasanya latar belakang 
masalah disusun dengan pola piramida terbalik atau piramida 
tegak lurus. Untuk piramida terbalik, uraian latar belakang diawali 
dengan pernyataan yang bersifat umum ke arah pernyataan 
yang khusus. Sementara piramida tegak lurus, uraian latar 
belakang dimulai dari pernyataan yang khusus ke arah per-
nyataan yang umum. Jadi langsung diuraikan alasan mengapa 
penelitian itu dilakukan. Difakultas-fakultas hukum, mahasiswa 

 
307  Sugiyono, op.cit, hal.269  
308  Ibid, hal.378  



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 
 

 

 

 
 

202       Character Building Through Education 

umumnya menggunakan pola piramida terbalik, di mana 
sistematika latar belakang masalahnya tersusun atas empat 
komponen, yang masing-masing berisi uraian tentang: (1) hal-hal 
umum yang terkait isu hukum; (2) apa yang menjadi isu 
hukumnya, yang isinya meliputi uraian-uraian fakta hukum yang 
seharusnya (das sollen) dan fakta hukum yang senyatanya telah 
terjadi (das sein); (3) asumsi penelitian yaitu suatu pernyataan 
atau jawaban sementara yang dianggap benar dan merupakan 
kondisi dimana penelitian dibangun. Asumsi inilah yang harus 
dibuktikan oleh peneliti; dan (4) urgensi penelitian, yaitu uraian 
tentang pentingnya penelitian.  

Berikut langkah menyusun latar belakang masalah dalam 
suatu penelitian hukum, langkah pertama yang dilakukan 
mahasiswa adalah menguraikan tentang hal-hal umum yang 
terkait isu hukumnya. Dalam hal ini mahasiswa akan memulai 
nya dengan menguraikan garis besar dari judul dan uraian 
tentang hal-hal umum ini hendaknya disusun mahasiswa antara 
3-4 paragraf sesuai kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah 
menguraikan isu hukum dari penelitian yang substansinya 
mengandung problematika hukum. Dari sisi ini, mahasiswa 
dapat memulai dari fakta hukum yang senyatanya terjadi (sein) 
lalu fakta hukum yang seharusnya (sollen) atau sebaliknya. 
Langkah berikutnya adalah menguraikan asumsi penelitian 
sebagai respon terhadap isu hukum yang mengemuka dalam 
penelitian. Dalam hal ini, mahasiswa mengajukan pernyataan 
atau jawaban sementara yang dianggap benar atas isu 
hukumnya. Asumsi penelitian yang dibangun peneliti hendaknya 
didukung oleh asas-asas hukum, konsep-konsep hukum yang 
telah jelas dan biasanya bersumber dari hasil-hasil penelitian atau 
dari ajaran-ajaran hukum dari penulis-penulis hukum terkemuka 
atau norma-norma hukum yang telah dipositifkan. Langkah 
terakhir adalah menguraikan urgensi atau pentingnya penelitian 
hukum ini dilakukan. 
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c. Identifikasi Masalah 
Pada identifikasi masalah, peneliti berusaha menginven-

tarisir sejumlah permasalahan yang muncul dari tema atau topik 
penelitian, baik yang pernah di bahas peneliti lain maupun yang 
belum pernah dibahas. Identifikasi masalah merupakan inti sari 
dari suatu gejala atau fenomena yang akan diteliti sebagai akibat 
adanya gap antara das solen atau ideal condition dan das sein 
atau empirical condition. Setiap kejadian (das sein) pasti ada 
faktor penyebabnya. Kejadian yang tidak diharapkan disebut 
variabel tak bebas (dependent variable), sedangkan faktor 
penyebabnya disebut variabel bebas (independent variable). 
Karena kemungkinan faktor penyebab tersebut banyak sekali 
maka harus dikenali atau diidentifikasi faktor apa yang paling 
berpengaruh/menentukan. Faktor penyebab (variabel bebas) 
yang telah ditentukan tersebut disebut sebagai identifikasi 
masalah. Mengidentifikasi masalah didasarkan pada teori, hasil 
penelitian, atau berdasarkan harapan atau keinginan yang 
masuk akal dan logis. Hal yang perlu diperhatikan bahwa 
“rumusan identifikasi masalah umumnya masih bersifat umum, 
belum konkrit dan spesifik. Karena itu diperlukan adanya 
pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, 
dimensi studi yang akan dilakukan, dan asumsi-asumsi yang 
mendasarinya”. 

Identifikasi masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk 
kalimat tanya atau kalimat pernyataan yang jelas dan singkat. 
Jika dalam bentuk pertanyaan, maka masalah yang diinventarisir 
harus melebihi dari masalah yang hendak dirumuskan peneliti 
dalam penelitian. Jika dalam bentuk pernyataan, maka masalah 
yang diinventarisir merupakan inti sari masalah yang menge-
mukakan dalam uraian latar belakang masalah.  
d. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang telah teridentifikasi pada latar belakang 
masalah perlu dirumuskan kembali secara tajam, jelas, dan 
berpresisi dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sehingga 
mudah dipahami peneliti. Kegiatan yang demikian disebut 
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dengan rumusan masalah. Menurut Sri Mamudji, “rumusan 
masalah merupakan pernyataan pernyataan yang lengkap dan 
terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti 
berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah”.309 Oleh 
karena itu, rumusan masalah pada dasarnya merupakan 
kristalisasi dari uraian-uraian yang mengandung problematik 
pada latar belakang masalah, yang dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah 
penelitian. Hal demikian ditegaskan Sugiyono bahwa, “rumusan 
masalah merupakan pernyataan penelitian, yang jawabannya 
dicarikan melalui penelitian”.310  

Rumusan masalah inilah yang akan dicari jawabannya oleh 
peneliti setelah melakukan penggalian data penelitian. Dengan 
posisi yang demikian “rumusan masalah menjadi panduan awal 
bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti”,311 dan 
“memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan”.312 
Masalah adalah sesuatu yang terjadi (das sein) tidak sesuai 
dengan keinginan atau harapan (das solen). Menurut Guba 
sebagaimana kutip Moleong, “masalah adalah  suatu keadaan 
yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang 
menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan 
dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu 
jawaban”.313 Dalam pandangan Aminuddin dan Asikin, “peru-
musan masalah dalam penelitian hukum menjadi titik sentral; 
perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum akan 
memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum 
yang diketengahkan.”314 Karena itu, dalam penelitian hukum 
“rumusan masalah harus mengungkapkan fenomena hukum 

 
309  Sri Mamudji, dkk, (2005), Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.15  
310  Sugiyono, Op.cit, hal.379  
311  Ibid,  
312  Ulber Silalahi, Op.cit, hal.456  
313  Lexy J. Moleong (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hal.93  
314  Amiruddin dan Zainal Asikin (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hal. 37  
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yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus penelitian”.315 
Inti penelitian hukum adalah memecahkan berbagai 

masalah hukum yang terjadi didalam masyarakat sehingga 
hukum dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki nilai 
hukum itu sendiri. Agar masalah penelitian dapat terjawab 
dengan baik, maka “cara merumuskan masalah penelitian 
hendaknya memenuhi kriteria, yakni: (1) singkat, jelas dan padat; 
(2) mengandung unsur pembatasn masalah; (3) dapat dijadikan 
dasar dalam pembuatan hipotesis/asumsi atau menunjukkan 
hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih (khusus untuk 
penelitian hukum empiris); (4) ada kesesuaian dengan judul 
penelitian.”316 
e. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Menurut Mamudji, “tujuan penelitian merupakan pernyataan 
mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan 
berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”. Dengan kata lain, 
“tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai 
apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan 
penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan masalah 
penelitian dan hendaknya dirumuskan dalam kalimat deklaratif 
atau pernyataan”. Lebih dari itu, “tujuan penelitian harus dinya-
takan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinya-
takan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah 
pada penelitiannya”. Sederhananya, rujukan utama dalam 
merumuskan tujuan penelitian adalah rumusan masalah yang 
telah ditulis. 

Sementara itu, “manfaat atau kegunaan penelitian adalah 
hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan 
penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa 
manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan 
untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sementara 
manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktis 
hukum”.  

 
315  M. Syamsudin, op.cit, hal.83  
316  Ibid, hal.84  
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f. Originalitas Penelitian 
Orisinalitas penelitian berisi tentang hasil-hasil review 

terhadap penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang 
akan diteliti. Oleh karena itu, “muatannya hendaknya berisi 
sampai dimana masalah atau isu hukum tersebut telah diteliti 
atau dikaji serta apa bedanya dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Uraian ini menunjukkan perkembangan mutakhir dari 
kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas ini 
penting untuk dihindari pengulangan kajian dengan sebuah 
tema yang fokus studi yang sama.” 
g. Kerangka Teori 

Uraian tentang kerangka teori dapat dilihat pada bagian 
sebelumnya. Hanya yang perlu dipertegas kembali bahwa dalam 
suatu penelitian, teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam 
membedah dan menjelaskan isu-isu hukum yang diteliti. Peneliti 
menguraikan dasar-dasar teori yang dipilih untuk menjelaskan 
objek yang diteliti. Selain itu, teori berfungsi sebagai dasar dalam 
menyusun kerangka konseptual penelitian. Dalam pemilihan 
suatu teori, peneliti harus menjelaskan alasan digunakannya teori 
tersebut. Selain itu teori yang dipilih hendaknya dapat 
mengungkap objek penelitian secara tepat. 

Tentu banyak teori dalam bidang hukum yang relevan untuk 
digunakan mahasiswa dalam penyusunan landasan atau 
kerangka teori. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai 
buku-buku hukum dan hasil-hasil penelitian hukum. Diantara 
teori-teori hukum yang dapat dirujuk mahasiswa antara lain, teori 
stufenbau dari Hans Kelsen, teori utilitas dari Jeremy Bentham, 
teori keadilan dari John Rawls, teori hukum progresif dari Satjipto 
Rahardjo. 
h. Metode Penelitian 

Mengenai sub bab ini, Mamudji menegaskan bahwa 
“metode penelitian merupakan hal penting dan merupakan 
blueprint penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian 
tercermin di dalam metode penelitian”. Jadi posisinya adalah 
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menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan 
dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk 
membuktikan asumsi yang dikemukakan. Oleh karena itu, 
hendaknya penentuan metode penelitian ini dilakukan dengan 
benar, tidak hanya sekedar mencontoh pada penelitian 
mahasiswa sebelumnya, yang bisa saja berbeda isu hukum dan 
fokus masalahnya. Hal yang perlu diuraikan dalam metode 
penelitian, antara lain: (a) jenis dan pendekatan penelitian; (b) 
jenis dan sumbe data; (c) teknik pengumpulan dan pengolahan 
dat dan (d) analisis data. Mengenai uraian tentang keempat hal 
tersebut dapat dilihat pada bab sebelumnya. 
i. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi atau 
tesis yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai 
kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa penyusun 
skripsi atau tesis. Penulisan skripsi atau tesis biasanya dibuat 
dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan 
kepustakaan, uraian data penelitian, hasil dan pembahasan, dan 
penutup berupa kesimpulan dan saran. Masing-masing bab 
dirinci isi sub bab disesuaikan dengan apa yang menjadi fokus 
masalah dan tujuan penelitian.  
j. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka atau referensi memuat semua bahan-bahan 
yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penyusunan 
proposal penelitian. Untuk proposal, mahasiswa diharuskan 
menggunakan minimal 15 literatur di luar perundang-undangan. 
Semua sumber tersebut harus ditulis dalam referensi. Daftar 
pustaka bisa berupa buku, jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel 
ilmiah yang dimuat diberbagai majalah atau Koran dan hasil-hasil 
penelitian. Mengenai cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat 
pada bagian penulisan laporan penelitian. 
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C. Laporan Penelitian 
1. Urgensi Laporan Penelitian 

Setiap selesai mengadakan penelitian biasanya peneliti 
membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini 
merupakan rangkaian atau tahapan yang tidak terpisahkan dari 
bagian penelitian, sebab dengan laporan penelitian inilah data 
atau fakta-fakta sosial diolah menjadi informasi yang dapat 
memberi manfaat untuk memecahkan masalah.317 Menurut 
Silalahi, “laporan penelitian adalah satu dokumen tertulis yang 
mengkomunikasikan metode-metode dan temuan-temuan dari 
satu penelitian kepada orang lain”.318 Bagi Arikunto, “laporan 
penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
proses kegiatan penilitian”.319 

Dengan demikian laporan penelitian hukum tidak lain 
merupakan satu dokumen tertulis yang berisi informasi akhir 
terkait proses pemecahan satu atau beberapa isu hukum ber-
dasarkan prosedur ilmiah yang mengemuka dalam penelitian, 
dengan tujuan untuk mempertanggung-jawabkannya dan 
menyebarluaskan nya kepada pihak lain. Jadi laporan penelitian 
hukum pada hakikatnya merupakan informasi keilmuan ilmu 
hukum yang diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang 
dilakukan secara bertujuan, terencana, dan sistematis. Menulis 
laporan penelitian adalah tugas yang sangat menantang bagi 
seorang peneliti. Menulis sebuah laporan penelitian yang baik 
memerlukan pengalaman dan wawasan yang cukup mengenai 
kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Sebuah laporan 
penelitian diperlukan karena beberapa alasan seperti dikemu-
kakan Neuman sebagai berikut:  
1. Penelitian harus dilaporkan secara penuh dan hasilnya 

tunduk pada aturan ilmiah yang baku 
2. Penelitian merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan 

untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, hasil penelitian 

 
317  Bahder Johan Nasution (2016), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

hal.175  
318  Ulber Silalahi, op.cit, hal.444  
319  Suharsimi Arikunto, Op.cit, hal.471  
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harus dikomunikasikan kepada masyarakat umum agar 
bermanfaat praktis. 

3. Penelitian harus dilakukan sebagai tindakan akhir untuk 
berpikir reflektif. Hal ini mendorong orang lain untuk 
mengambil beberapa masalah untuk penelitian selanjutnya. 

4. Laporan penelitian memerlukan pemikiran kreatif dari 
seorang dari seorang peneliti untuk mengkaji studi-studi 
terkait dan membahas hasil kajian dan juga menyarankan 
beberapa masalah-masalah baru untuk studi-studi 
selanjutnya. 

5. Laporan penelitian juga diperlukan untuk memberikan 
bentuk dan formulasi sebuah proses penelitian serta 
memperkuat argumentasi. 

6. Menulis laporan penelitian diperlukan untuk memberikan 
gambaran yang jelas mengenai metode penelitian, sampel, 
dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

7. Laporan penelitian dimaksudkan untuk mempopulerkan 
kontribusi baru dalam dalam sebuah disiplin ilmu.320 
Lebih dari itu, Arikunto mengungkapkan bahwa “bagi 

seorang peneliti, laporan penelitian merupakan bukti bahwa dia 
telah menemukan sesuatu dan temuan tersebut merupakan 
haknya untuk dapat diakui dan dipertanggungjawabkan. Jika 
ada orang lain yang mengaku menemukan padahal tidak 
melakukan penelitian sendiri maka peneliti tersebut berhak 
mengajukan tuntutan kepada pihak berwajib”.321 Dijelaskannya 
pula, “orang lain baru dapat mengetahui bahwa sesuatu itu 
hasilnya apabila peneliti yang bersangkutan sudah menuliskan di 
dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, penilitian yang 
disebarluaskan akan dapat dikenal oleh pihak-pihak lain dan 
memanfaatkannya sesuai kebutuhan”.322 

Oleh karena itu, keberadaan sebuah laporan penelitian, 
selain berfungsi untuk (i) mendeseminasikan atau mempubli-

 
320  Nanang Martono (2016), Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, Rajawali Pers, 

Jakarta, hal.149  
321  Suharsimi Arikunto, Op.cit, hal.471 
322  Ibid.,  
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kasikan pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian; (ii) 
memenuhi satu tugas akhir yang diwajibkan kepada mahasiswa 
(skripsi, tesis atau disertasi) atau lembaga yang membiayai 
penelitian; laporan penelitian juga menjadi (iii) sarana bagi 
peneliti untuk mendapatkan masukan atau evaluasi dari 
berbagai pihak lain mengenai proses dan temuan penelitian.323 
Dalam pandangan Aminuddin dan Asikin, “teknik atau cara 
penyusunan laporan penelitian tidak berbeda dengan 
penyusunan karya ilmiah, karena penulisan laporan hasil 
penelitian pada hakikatnya juga merupakan bentuk karya ilmiah. 
Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kejelian 
dalam penyusunan laporan penelitian”.324 

Sebagai suatu karya ilmiah, ”laporan penelitian harus dibuat 
secara sistematis dan logis pada setiap bagiannya, sehingga 
pembaca mudah memahami langkah-langkah yang telah 
ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Karena sifatnya ilmiah 
maka harus replicable, yaitu harus bisa diulangi oleh orang lain 
yang akan membuktikan hasil penemuan dalam penelitian itu”.325 
Untuk itu, “laporan penelitian perlu disusun secara jelas dan 
lengkap serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar 
mudah diterima oleh pembaca atau penggunanya. Pengung-
kapan prosedur, proses, sistematika, dan substansi hasil pene-
litian secara lengkap merupakan segi-segi yang penting dari 
suatu hasil penelitian”.326 Hal lain yang sangat penting adalah 
laporan penelitian juga harus memenuhi persyaratan keleng-
kapan format, artinya dalam laporan itu harus jelas bentuk 
informasi laporan dan sistematika yang digunakan, jangan 
dicampur aduk satu sama lain.327 Laporan penelitian itu kata 
Silalahi “disusun dengan menggunakan kaidah metode ilmiah 
dengan memperhatikan kelompok sasaran dan kepentingan 
penulisan laporan penelitian. Teknik-teknik penulisan ilmiah 

 
323  Nanang Martono, Op.cit, hal.150  
324  Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hal.181  
325  Sugiyono, Op.cit, hal.277  
326  Amiruddin dan Zainal Asikin, loc.cit,  
327  Bahder Johan Nasution, loc.cit,  
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harus digunakan dalam satu laporan penelitian”.328    
Suatu laporan penelitian baru dapat dipandang sebagai 

laporan yang baik dan berkualitas apabila laporan tersebut 
memenuhi persyaratan dan kriteria ilmiah, sebagaimana 
dijelaskan Arikunto, sebagai berikut: “Penelitian adalah suatu 
karya ilmiah, maka laporan yang dibuat harus mengikuti aturan-
aturan penulisan karya ilmiah. Pertama, penulis laporan harus 
tahu betul kepada siapa laporan itu diajukan. Kedua, penulis 
laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak 
mengikuti proses penelitian. Oleh karena itu penulis harus 
mengemukakan langkah demi langkah secara jelas termasuk 
alasan-alasan mengapa hal itu dilakukan. Ketiga, pelapor 
menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman dan 
minat pembaca laporan tidaklah sama. Oleh karena itu, penulis 
perlu mengemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil 
penelitiannya dalam konteks pengetahuan secara umum. 
Keempat, laporan penelitian merupakan elemen yang pokok 
dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam menulis 
laporan, yang dipentingkan adalah jelas dan meyakinkan”.329  

Terkait pemenuhan kriteria ilmiah bagi suatu laporan 
penelitian hukum juga dikemukakan Nasution sebagai berikut: 
a. Penulisan laporan harus menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 
b. Laporan harus menggambarkan alur pikir yang konsisten 

dan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan  
c. Penulisan laporan harus disusun menurut sistematika yang 

lazim digunakan dalam penulisan keilmuan 
d. Penulisan laporan harus berdasarkan pada bahan-bahan 

kajian, data dan informasi keilmuan yang diperoleh dalam 
penelitian 

e. Penulisan laporan harus mencantumkan sumber yang jelas, 
bila dalam laporan menggunakan kutipan atau temuan 

 
328  Ulber Silalahi, loc.cit.  
329  Suharsimi Arikunto (2010), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, 

Rineka Cipta, Jakarta, hal.395  
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orang lain, sumber harus dicantumkan agar tidak berbau 
plagiat atau mengaburkan informasi 

f. Penulisan laporan harus menggunakan sistem penomoran 
yang teratur dan lazim dipakai dalam penulisan, baik 
penomoran bab, sub-sub bab maupun penomoran 
halaman.330 

2. Format Laporan Penelitian 
Hal yang perlu diketahui bahwa “laporan penelitian bukanlah 

hal-hal yang berkenaan dengan uraian kegiatan penelitian, tetapi 
laporan penelitian merupakan sebuah tulisan ilmiah tentang 
pertanggungjawaban proses penemuan kebenarannya”.331 Oleh 
karena itu Arikunto menekankan bahwa “laporan penelitian 
selain berisi pertanggungjawaban metodologik tentang proses 
penemuan, juga urutan dancara penyajiannya mengikuti aturan-
aturan yang dipahami oleh masyarakat umum sehingga paparan 
pertanggungjawaban tersebut lebih bersifat terbuka”.332 Pada 
garis besarnya, “setiap laporan penelitian terdiri dari tiga bagian 
yaitu: (i) pendahuluan (introduction), (ii) isi atau batang tubuh (the 
body), dan (iii) kesimpulan (conclusion)”.333 Hal lain, “selain ketiga 
bagian pokok tersebut, terdapat bagian-bagian pelengkap, 
seperti halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, 
abstrak atau ringkasan, daftar table, daftar gambar, dan daftar isi, 
yang biasanya ditempatkan pada bagian awal sebelum bagian 
pendahuluan. Sedangkan pelengkap lainnya seperti daftar 
pustaka (bibliografi) dan lampiran-lampiran yang ditempatkan 
pada bagian akhir setelah kesimpulan”.334 

Untuk bagian isi atau batang tubuh terdiri dari bab-bab yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh dari suatu laporan hasil 
penelitian. Pada umumnya bagian isi laporan penelitian men-
cakup lima bab, yaitu (i) bab pertama merupakan pendahuluan 
yang memuat uraian tentang latar belakang penelitian, 

 
330  Bahder Johan Nasution, Op,cit, hal.176  
331  Suharsimi Arikunto, op.cit, hal.472  
332  Ibid.,  
333  Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hal.181  
334  Ibid. 
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identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian; (ii) bab kedua tentang tinjauan pustaka, yang memuat 
uraian tentang konsep-konsep kepustakaan terkait isu hukum 
penelitian; (iii) bab ketiga tentang metode penelitian yang 
memuat uraian tentang metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian; (iv) bab keempat tentang hasil dan 
pembahasan, memuat uraian tentang penjelasan-penjelasan 
atau jawaban-jawaban atas masalah penelitian; (v) bab kelima 
tentang bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari 
penelitian.  

Meskipun demikian, setiap fakultas hukum memiliki format 
laporan penelitian tersendiri dalam artian tidak ada keseragaman 
tentang format penulisan laporan hasil penelitian. Ada yang 
mengikuti format sebagaimana telah diuraikan di atas, namun 
ada juga memberlakukan format laporan hasil penelitian yang 
berbeda. Ada juga fakultas hukum yang memberlakukan isi atau 
batang tubuh penelitian yang terdiri atas empat bab, yakni bab 
pertama berisi uraian tentang pendahuluan, bab kedua berisi 
uraian tentang tinjauan kepustakaan yang terkait tema 
penelitian, bab ketiga berisi hasil dan pembahasan penelitian, 
dan bab keempat tentang bab penutup yang memuat uraian 
kesimpulan dan saran. 

Selain itu, ada juga yang masih dalam lima bab, namun pada 
bab pertama tentang pendahuluan juga berisi uraian tentang 
kerangka teori dan metode penelitian. Jika format di atas metode 
dan kerangka teori dipisahkan dalam bab tersendiri, maka dalam 
format ini, pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, landasan atau kerangka teori, metode pene-
litian, dan sistematika penulisan. Sementara bab kedua berisi 
uraian tentang tinjauan konsep-konsep kepustakaan yang terkait 
tema penelitian. Bab ketiga berisi uraian tentang data-data atau 
bahan-bahan hukum penelitian. Bab keempat berisi hasil analisis 
data dan pembahasannya, yang pada dasarnya memuat gam-
baran tentang penjelasan-penjelasan atau jawaban-jawaban atas 
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pertanyaan penelitian yang diperoleh dari kegiatan interpretasi 
data analisis. Dengan kata lain, bab empat berisi uraian tentang 
jawaban-jawaban atas masalah. Sedangkan bab terakhir meru-
pakan bab penutup yang berisi uraian tentang kesimpulan dan 
saran penelitian. 
3. Tehnik Penulisan Laporan Penelitian 
1. Judul  

Setiap bab dimulai pada halaman baru, judul ditulis dengan 
huruf besar (capital) semua. Disusun secara simetris, tanpa diberi 
garis bawah dan tidak diakhiri dengan tanda titik, serta dicetak 
tebal. Sementara sub bab diketik dari batas tepi kiri, tetapi hanya 
huruf pertama saja yang memakai huruf besar, tidak diakhiri 
dengan titik dan dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah sub bab 
dimulai dengan alenia baru. Penulisan sub bab dan anak sub bab 
tidak boleh terpisah dari uraian kalimat pada halaman yang 
sama. Jika tidak memungkinkan maka penulisan sub bab 
dipindahkan pada halaman selanjutnya. Alenia merupakan 
kesatuan pikiran yang dihimpun dari beberapa kalimat yang 
saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan. 
2. Penggunaan Bahasa 

Kemampuan mengungkapkan pikiran, pengetahuan dan 
informasi dalam laporan penelitian, haruslah didukung oleh 
kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa 
yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian adalah 
bahasa Indonesia yang baku dengan ejaan yang disempurnakan 
(EYD). Apabila suatu kata atau istilah berasal dari bahasa asing, 
usahakan mencari padanan katanya yang sesuai atau yang telah 
diserap dalam bahasa Indonesia. Untuk istilah asing yang belum 
ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia digunakan istilah 
aslinya dan ditulis miring (Italics).  
3. Kutipan  

Dalam penulisan laporan penelitian, dikutip pendapat atau 
pemiiran penulis lain yang digunakan untuk mendukung, 
mengkritisi, mengembangkan atau untuk bahan argumentasi 
dari laporan yang ditulis. Inilah yang disebut dengan kutipan, 
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yaitu pinjaman kalimat atau pendapat dari pengarang baik 
terdapat dalam buku, jurnal maupun majalah. Adapun cara 
mengutip dapat dilakukan sebagai berikut: 
a) Kutipan diintegrasikan dengan naskah 
b) Jarak antara baris dengan baris dua spasi 
c) Kutipan diapit dengan tanda kutip 
d) Akhir kutipan diberi Nomor urut penunjukan yang diketik 

setengah spasi keatas. Nomor urut dapat berlaku untuk 
seluruh karangan tersebut. 

4. Penulisan catatan kaki (footnote) 
Catatan kaki adalah keterangan atas teks yang ditempatkan 

pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Di samping itu 
catatan kaki dapat juga dipakai untuk memberi keterangan lain 
terhadap teks. Sebab pada catatan kaki dan bagian yang akan 
diberi penjelasan itu terhadap hubungan yang sangat erat. 
Hubungan antara catatan kaki dan teks yang akan dijelaskan 
biasanya dinyatakan dengan Nomor penunjukan yang sama, baik 
yang terdapat dalam badan karangan maupun pada sumber 
rujukan. Keutungan catatan kaki adalah pembaca laporan dapat 
langsung mengetahui sumber dari kutipan yang dimaksud. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 
catatan kaki dalam laporan penelitian, yakni: 
1) Penulisan nama penulis lengkap tanpa gelar akademik, gelar 

keagamaan ataupun gelar kebudayaan. 
2) Bila lebih dari seorang pengarang maka semua nama 

dicantumkan tidak lebih dari tiga nama, apabila lebih dari 
tiga nama cukup nama pertama saja yang dicantumkan dan 
nama lain cukup ditulis et all, atau dkk. 

3) Jika tidak ada nama pengarang atau editor catatan kaki 
dimulai dengan judul buku atau artikel. 

4) Tempat, nama penerbit dan tahun terbit dapat dicantumkan 
dalam referensi pertama, referensi selanjutnya dalam Nomor 
urut itu ditiadakan. Kesemua data ini ditempatkan dalam 
tanda kurung. 
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5) Data publikasi pada majalah tidak perlu memuat nama 
tempat dan penerbit, tetapi harus menerbitkan Nomor jilid 
dan Nomor halaman, tanggal, bulan, tidak boleh disingkat 
dan ditempatkan dalam tanda kurung. 

6) Data publikasi artikel sebuah buku, hari, tanggal, tahun dan 
Nomor halaman. 

7) Data publikasi yang diperoleh secara online ditulis dengan 
membubuhkan sumbernya dengan menambahkan tanggal, 
bulan dan tahun diaksesnya data.   
Selanjutnya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang 

sering digunakan dalam catatan kaki: 
a) Ibidem atau Ibid: Catatan kaki yang sama dengan yang ada 

sebelumnya atau diatasnya, ditempat yang sama atau belum 
diselingi pustaka lain. 

b) Op.cit: catatan kaki yang sama dengan yang ada sebelumnya 
diselingi catatan kaki lain dijelaskan dengan penulis atau 
nama pengarang namun berbeda halaman. 

c) Loc.cit: catatan kaki yang sama dengan sebelumnya dari 
halaman yang sama dari salah satu sumber yang disebutkan 
dan diselingi catatan kaki lain serta dijelaskan dengan 
menulis nama pengarang dan halaman yang sama dengan 
catatan kaki yang ada sebelumnya. 

5. Daftar Pustaka atau Bibliografi 
Daftar pustaka atau bibliografi merupakan suatu daftar yang 

memuat pustaka yang dipergunakan sebagai acuan dalam 
penyusunan karya tulis. Melalui daftar kepustakaan yang 
disertakan sebagai acuan dalam penyusunan karya tulis. Melalui 
daftar kepustakaan yang disertakan pada akhir tulisan, pembaca 
dapat melihat kembali sumber aslinya, juga dapat menambah 
pengetahuan akan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan 
pokok bahan yang ada dalam tulisan tersebut. Hal-hal yang harus 
ada dalam daftar pustaka atau Bibliografi sebagai berikut: 
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1) Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad 
2) Nama pengarang dikutip secara lengkap. Dalam penulisan, 

nama pengarang dibalik susunannya yaitu dimulai dengan 
nama belakang diikuti dengan koma. 

3) Bila lebih dari satu pustaka yang dikarang maka nama 
pengarang tidak di ulang lagi. Pengurangan nama peng-
arang dapat juga diganti dengan membubuhkan sebuah 
garis panjang 5-7 ketukan yang diakhiri dengan titik. Namun 
perlu diperhatikan penulisan secara kronologis menurut 
tahun diterbitkan karya tersebut. 

4) Judul buku ditulis dengan menggunakan huruf miring (italic) 
5) Menguraikan data publikasi (penerbit, tempat terbit, tahun, 

cetakan, Nomor jilid) 
6) Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang 

bersangkutan, Nomor majalah, jilid, Nomor dan tautan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

218       Character Building Through Education 



     Character Building Through Education 219 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, 
Citra Aditya Bakti, Bandung 

Achamd Ali (2005), keterpurukan hukum di Indonesia (penyebab 
dan solusinya), cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Bogor 

Achmad Ali (2007), Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori 
Peradilan Judicialprudence, Kencana, Makasar 

Achmad Ali (2015), Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, 
Jakarta 

Amiruddin dan Zainal Asikin (2004), Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 

Amiruddin dan Zainal Asikin (2006), Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok 

Andri Gunawan Wibisana (2019), “Menulis di Jurnal Hukum: 
Gagasan, Struktur, dan Gaya”. Jurnal Hukum dan 
Pembangunan, Vol. 49 No. 2 

Ani Purwati (2020), Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, 
Jakad Media Publishing, Surabaya, 

Arif Sidharta (2009), Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung 
Bahder Johan Nasution (2016), Metode Penelitian ilmu hukum, 

Mandar Maju, Bandung 
Bambang Sunggono (2015), Metodogi Penelitian Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta 
Bambang Waluyo (1996), Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar 

Grafika, Jakarta 
Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu 

Hukum, Mandar Maju, Bandung 
Bruggink (2005), Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

220       Character Building Through Education 

C.R. Khotari. 2004, Research Methodology Methods & Techniques,
Second Revised Edition (New Delhi: New Age International 
Publishers) 

Catherine Dawson (2002), Practical Research Methods A User-
Friendly Guide to Mastering Research, Oxford: How To 
Books Ltd 

D.H.M. Meuwissen (2007), dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik,
dkk, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu 
Tinjauan dari sudut pandang Filsafat Ilmu), Prestasi 
Pustaka Publisher, Jakarta 

E. Saefullah Wiradipradja. 2015, Penuntut Praktis Metode
Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum, Keni Media, 
Bandung 

E. Sumaryono. 1999, dasar-dasar logika, kanisius, Yogyakarta
Endang Prasetyowati (2010), Metode Penelitian Hukum, Untag

Press, Surabaya 
F. Fernando M. Manulang (2007), Menggapai Hukum Berkeadilan,

Buku Kompas, Jakarta 
F. Sugeng Susanto, 2007, Penelitian Hukum, Ganda, Yogyakarta,
Gustav Radbruch (1950), “Legal Philosopy”, Koehler Verlag,

Stuttgarrt 
Hans Kelsen. 2002, Essay in Legal and Moral Philosophy, D, Reidel 

Publishing Company, versi Indonesia: Logika Hukum, 
diterapkan oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung 

Harkristuti Harkrisnowo (2010), dalam Mukti Fajar ND dan 
Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 

Harun Al Rasyid (1982), “Kumpulan kuliah Hukum Tata Negara”, 
Ghalia Indonesia, Jakarta 

I Made Pasek Diantha (2016), Metodologi Penelitian Hukum 
Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta 

Ihromi, T. O (2001)., Antropologi Hukum: Sebagai Bunga Rampai, 
Yayasan Obor, Jakarta 

Ishaq (2016), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 



DAFTAR PUSTAKA 

     Character Building Through Education 221 

J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky (2002), Fundamental of
Legas Research, 8th ed (New York: Foundation Press) 

Jan Hendrik Rapar. 1996, Pengantar Logika, kanisius, Yogyakarta 
Johnny Ibrahim (2008), Teori & Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, Edisi revisi, Bayu Media Publishing, Malang 
Johny Ibrahim (2005), Teori dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 
Khusbal Vibhute and Filipos Aynalem (2009), Legal Research 

Methods Teaching Material, Prepare Under the 
Sponsorship of the Sponsorship of the Justice and Legal 
System Research Institute 

Lexy J. Moleong (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 
Revisi, Rosdakarya, Bandung 

Lexy J. Moloeng (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda 
Karya, Bandung 

M. Syamsudin (2007), Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 

Moh. Nazir (1985), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta 
Moh. Nazir. 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, 

Jakarta 
Morris L. Cohen dan Kent C. Olson (1992), Legal Research (St. Paul, 

Minn: West Publishing Co) 
Muhaimin. 2020, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, 

Mataram  
Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad (2010), Dualisme Penelitian 

Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka 
Belajar, Yokyakarta 

N.M. Glazunov. 2012, Foundatian of Scientific Research, Kiev:
National Aviation University 

Nanang Martono .2016, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep 
Kunci, Rajawali Pers, Jakarta,  

Ni’matul Huda (2008), UUD 1945 dan Gagasan Amandemen 
Ulang, Rajawali Press, Jakarta 

Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, dkk. 2019, 
Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

222       Character Building Through Education 

Laduni, Lampung 
Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud 1) (2005), Penelitian 

Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 

Peter Mahmud Marzuki 2. 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, 
Kencana, Jakarta 

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Kencana, 
Bandung   

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati (2005), Argumentasi 
Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 

Philipus M. Hadjon. 2009, Metode Penelitian Hukum Program 
Doktor ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, 
Surabaya. 

Poedjawijatna (1991), Tahu dan Pengetahuan: Pengantar ke Ilmu 
dan Filsafat, Rineka Cipta, Jakarta 

Prasetya Irawan. 2000, Logika dan Prosedur Penelitian, 
Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial 
bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, STIA-LAN, Jakarta 

R. Soeroso (2018), Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Rob van Gestel et.al (2012), Methodology in The New Legal World,

EUI Working Papers, Departement of Law 
Ronny Hanitijo Soemitra (1984), Masalah-Masalah Sosiologi 

Hukum, Sinar Baru, Bandung, 
Ronny Hanitijo Soemitra (1999), Metode Penelitian Hukum, 

Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang 
Rono Hanitijo Soemitra (1994), Metode Penelitian Hukum dan 

Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 
Salim HS dan Erlies (2013), Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2013), Penerapan Teori 
Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta 

Satjipto Rahardjo (2000), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung 



DAFTAR PUSTAKA 

     Character Building Through Education 223 

Satjipto Rahardjo (2009), Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta 
Satjipto Rahardjo (1991), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 
Soerjono Soekanto (Soekanto2). 1986, Sosiologi, Suatu Pengantar, 

Rajawali Press, Jakarta  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1995), Penelitian Hukum 

Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta 

Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 
Jakarta 

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002, Hukum Paradigma, Metode 
dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta 

Soetandyo Wignyosoebroto, Sulistyowati dan Shidarta (2009), 
“Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi”, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 

Soffian Effendi (1991), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 
Sri Mamudji, dkk, (2005), Metode Penelitian dan Penulisan 

Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta 

Sri Mamudji, dkk (2005), Metode Penelitian dan Penulisan 
Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta 

Sudikno Mertokusumo (2004), Penemuan Hukum Suatu 
Pengantar, Liberty, Yokgyakarta, 

Sue Milne and Kay Tucker (2008), A Practical Guide to Legal 
Research, (Pyrmont, NSW: Lawbook Co). 

Sugiyono (2013), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung 

Sugiyono. 2013, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 
Alfabeta, Bandung  

Suharsimi Arikunto (2005), Manajemen Penelitian, Edisi Revisi, 
Rineka Cipta, Jakarta 

Suharsimi Arikunto (2010), Prosedur Penelitian: Suatu 
Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 

Sunaryati Hartono (1986), Kapita Selekta Perbandingan Hukum, 
Alumni, Bandung 



METODE PENELITIAN HUKUM: PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN GABUNGAN 

224       Character Building Through Education 

Sunaryati Hartono (1994), Penelitian Hukum di Indonesia pada 
Akhir Abad Ke-20, Alumni Bandung, 

Suteki, Galang Taufani (2018), Metodologi Penelitian Hukum 
(Filsafat, Teori dan Praktik), Raja Grafindo, Depok 

Terry Hutchinson (2002), Researching and Writing in Law, New 
South Wales: Lawbook  

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, dkk (2007), Bunga Rampai 
Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan dari sudut 
pandang Filsafat Ilmu), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 

Ulber Silalahi (2012), Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, 
Bandung 

Visser T. Hoof (1998), Filosofie dan de Rechtswetenschap, 
sebagaimana dikutip oleh Arief Sidharta, Paradigma Ilmu 
Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis 

Wahyono Darmabrata (2000), “Perbandingan Hukum dan 
Pendidikan Hukum”, Hukum dan Pembangunan, Voume 
4 Tahun XXX, 

Wesley C. Salmon. 1977, Logic, Indiana University, dalam 
Encyclopedia Americana Corp. New York 

Yudha Bhakti (2006), Asas Retoratif, BPHN, Jakarta 
Zainudin Ali (2011), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 

Jakarta 



     Character Building Through Education 225 

GLOSARIUM 

Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan 
angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) 
dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih 
mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas. 
Artikel Ilmiah adalah suatu karya tulis lengkap sesuai dengan 
struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipubli-
kasikan di jurnal 
Asas hukum adalah hal yang utama yang harus diperhatikan 
dalam pembentukan hukum yang baru, sehingga akan menata 
kehidupan yang harmonis dalam suatu kelompok tersebut. 
Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau 
diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas 
peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan 
pengadilan dan dokumen resmi Negara. 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; 
buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas 
hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian 
hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. 
Ilmu hukum adalah ilmu yang menginventarisasi, memaparkan, 
menginterprestasi,dan mensistematisasi keseluruhan hukum 
positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau 
Negara tertentu dengan bersarankan konsep-konsep, kategori-
kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode 
yang dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan 
tersebut yang terarah untuk mempersiapkan upaya menemukan 
penyelesaian yuridis terhadap permasalahan hukum (mikro 
maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat. 
Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, 
ditata dan dikembangkan secara sistematis dengan mengguna-
kan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/ atau mem-
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buktikan gejala alam dan/ atau gejala kemasyarakatan didasar-
kan keyakinan kepada Tuhan Yang aha Esa. 
Inventarisasi adalah kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang 
dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier yang didasarkan pada relefansi isu hukum 
penelitian.  
Jurnal ilmiah adalah suatu publikasi yang diterbitkan oleh 
institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala yang 
berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. 
Kaidah hukum adalah patokan atau sebuah pedoman tentang 
bagaimana menentukan sikap dan tujuan agar terwujudnya 
sebuah tata tertib di dalam masyarakat. 
Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui 
metode ilmiah yang memiliki logika ilmiah atau rantai penalaran 
yang ilmiah. 
Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis 
berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk meng-
umpulkan data primer secara langsung dari responden yang 
ditentukan sebelumnya dilokasi penelitian. 
Logika deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan 
hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret 
yang dihadapi. 
Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. 
Logika induktif adalah penalaran yang digunakan untuk 
menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi 
kesimpulan yang bersifat umum. 
Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Metode penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang 
menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang mem-
butuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari 
lapangan seperti kuesioner. 
Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara 
melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). 
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Penelitian hukum adalah proses mengenai analisis masalah 
hukum dan penyelesaian masalah tersebut dengan menerapkan 
hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang relevan. 
Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang mengkaji 
hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin 
yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.  
Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian 
hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang 
nyata atau dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya 
hukum di masyarakat. 
Penelitian hukum in concreto adalah penelitian yang pada 
dasarnya hendak menguji apakah suatu postulat normatif 
tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk 
memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto. 
Penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian hukum yang 
mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan 
doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku 
dalam masyarakat. 
Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode 
penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari 
sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan 
harmoni perundang-undangan (horizontal).  
Penelitian laboratorium merupakan penelitian yang dilakukan 
dalam suatu ruangan dengan peralatan tertentu, jarang dilaku-
kan dalam penelitian hukum, meskipun sering pula disebut 
bahwa laboratorium penelitian hukum adalah masyarakat. 
Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan secara langsung di lapangan atau pada para 
responden.   
Penelitian perbandingan hukum adalah penelitian yang mem-
bandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu 
dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. 
Penelitian Pustaka (library research) adalah penelitian yang 
dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 
berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. 
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Penelitian sistematika hukum adalah penelitian yang meng-
adakan identifikasi terhadap pengertian- pengertian pokok/dasar 
dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan 
kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa 
hukum dalam peraturan perundang-undangan. 
Penelitian taraf sinkronisasi hukum adalah penelitian yang 
meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan ber-
dasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. 
Penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang 
meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu 
tertentu. 
Proposal Penelitian adalah pedoman yang berisi langkah-
langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan pene-
litiannya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya seluruh 
kegiatan penelitian. 
Sistematisasi adalah langkah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis isi dan struktur bahan hukum. 
Struktur hukum adalah institusionalisasi dalam keberadaan 
hukum itu sendiri. 
Studi arsip (file or record study) adalah pengkajian informasi 
tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau 
(termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, 
disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. 
Studi dokumen (document study) adalah pengkajian informasi 
tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 
umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. 
Studi pustaka (bibliography study) adalah pengkajian informasi 
tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 
hukum normatif. 
Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang 
bersandar pada pikiran-pikiran yang logis. 
Teori kebenaran Korespondensi adalah teori kebenaran yang 
berbasis pada fakta atau realitas. 
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Teori kebenaran pragmatis adalah teori kebenaran yang 
bersandar pada konsensus. 
Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung 
antara peneliti dengan responden atau narasumber atau 
informan untuk mendapatkan informasi. 
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